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KATA PENGANTAR 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk 

pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi 

pemerintah atas penggunaan anggaran melalui program dan kegiatan dalam rangka 

pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.   

LKjIP memuat tentang informasi/uraian pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian kinerja 

kepada pimpinan unit kerja yang disepakati dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

strategisnya serta pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan yang dijabarkan 

melalui program kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan 

Laporan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Sistematika Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

NTB meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup dan 

Lampiran.  

Dengan tersusunnya LKjIP ini maka diharapkan dapat memberikan informasi  

terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2024. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini 

bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan, penataan dan 

peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan 

urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.  

 

                          Mataram,      Januari 2025 

 

      Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan    

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 

 

 

Julmansyah, S.Hut., M.A.P 

  Pembina Utama Muda (IV/c) 

  NIP. 19740701 200212 1 005 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB mendapatkan alokasi APBD Provinsi NTB, yang didalamnya 

terdapat berbagai sumber pendanaan antara lain berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (DBH-CHT) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Mekanisme 

pengajuan anggaran telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip rencana strategis 

organisasi dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan penjaringan 

aspirasi serta usulan dari daerah dan masyarakat (Musrenbang Kabupaten/Kota dan 

Musrenbang Provinsi). 

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB di tahun 

2024 mengacu pada dokumen RPD NTB 2024-2026 dan Renstra periode 2024-2026 sebagai 

berikut : 

1. Pada dokumen RPD Provinsi NTB, dalam rangka pembangunan lingkungan hidup dan 

kehutanan Dinas LHK NTB memiliki peran untuk terwujudunya peningkatan kualitas 

lingkungan yang lestari dan asri, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH). Pada tahun 2024, capaian IKLH Provinsi NTB adalah sebesar 73,18 poin 

atau tercapai sebesar 97,55%. 

2. Selain sektor lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas LHK NTB menjadi OPD 

Pendukung dalam rangka mewujudkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri, 

peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, serta transformasi ekonomi melalui 

peningkatan produktivitas daerah. 

3. Dinas LHK Provinsi NTB memiliki Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam 

RPD Provinsi NTB yaitu : 

a. Indeks Kualitas Air 

b. Indeks Kualitas Udara 

c. Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi 

sektor/subsektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, 

Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, 

Blue carbon 

d. Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam 

bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem 

e. Persentase pengurangan dan penanganan sampah 

f. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

g. Pemilahan sampah rumah tangga 

h. Pemilahan sampah perkantoran 

i. Pemilahan sampah area publik 

j. Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

k. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

l. Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu 

m. Persentase penanganan lahan kritis 
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n. Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang 

o. Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging 

p. Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkar hutan 

4. Sedangkan dalam mendukung indikator tujuan dan IKD di atas, Dinas LHK Provinsi 

NTB menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis sebagaimana tertuang pada lampiran 

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LHK Provinsi NTB dengan Gubernur NTB 

sebagai berikut. 

a. Sasaran Strategis 1, menurunnya tingkat pencemaran air, dengan indikator kinerja 

persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu, 

mencapai 10% dari target 23,25% pada tahun 2024 

b. Sasaran Strategis 2, menurunnya tingkat pencemaran udara, dengan indikator kinerja 

persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku 

mutu referensi, mencapai 100% dari target 100% pada tahun 2024 

c. Sasaran Strategis 3, meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan, 

dengan indikator kinerja persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan, 

mencapai 100% dari target 100% pada tahun 2024 

d. Sasaran Strategis 4, meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui 

aksi mitigasi, dengan indikator kinerja Persentase implementasi program 

pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, 

Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, 

Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon, mencapai  dari target 30% pada 

tahun 2024 

e. Sasaran Strategis 5, meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui 

aksi adaptasi, dengan indikator kinerja persentase implementasi program 

pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, 

Ekosistem, mencapai 100% dari target 30% pada tahun 2024 

f. Sasaran Strategis 6, meningkatnya upaya pengurangan sampah, dengan indikator 

kinerja persentase pengurangan sampah, mencapai 20,95% dari target 21,6% pada 

tahun 2024 

g. Sasaran Strategis 7, meningkatnya upaya penanganan sampah, dengan indikator 

kinerja persentase penanganan sampah, mencapai 53,20% dari target 68,4% pada 

tahun 2024 

h. Sasaran Strategis 8, meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan, 

dengan indikator kinerja persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan, belum 

tersedia data tutupan hutan dan lahan tahun 2024 sehingga belum dapat dihitung 

besaran peningkatannya. 

i. Sasaran Strategis 9, meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan 

LLPAD), dengan indikator kinerja persentase peningkatan penerimaan PAD pada 

DLHK (Retribusi dan LLPAD) menurun 26.21% dari rentang target yang 

seharusnnya meningkat sebesar 7% - 10% pada tahun 2024 

j. Sasaran Strategis 10, meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkar hutan, dengan indikator kinerja 

Persentase desa di sekitar lingkar hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan 

Perhutanan Sosial mencapai 38,93% dari target 40% pada tahun 2024 
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k. Sasaran Strategis 11, meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap 

peningkatan PDRB Provinsi NTB, dengan indikator kinerja produktivitas lapangan 

usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu mencapai 2,53% 

berdasarkan harga berlaku dan 0,36% berdasarkan harga konstan dari rentang target 

3,5% - 4,2% pada tahun 2024 

l. Sasaran Strategis 12, meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup 

terhadap peningkatan PDRB Provinsi NTB, dengan indikator kinerja Produktivitas 

lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang mencapai 4,68% berdasarkan harga berlaku dan 1,84% berdasarkan 

harga konstan dari rentang target 5,3% - 6,3% pada tahun 2024 

5. Nilai serapan anggaran pada Dinas LHK Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 

2024 mencapai …% dan capaian fisik mencapai …%. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan 

Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan sekaligus menjadi alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol 

jalannya kinerja instansi pemerintah. 

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 8 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB merupakan menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 

yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah Provinsi. 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB berperan penting dalam 

pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026, yaitu terwujudnya 

peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri. Program/kegiatan prioritas mengarah 

pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan juga menjadi pendukung 

dalam pencapaian indikator angka kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, dan Kontribusi 

sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB. 

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang Lingkungan Hidup 

dan urusan pilihan bidang Kehutanan di Tingkat Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB juga dituntut melakukan pembenahan kinerja secara terus menerus. 

Pembenahan tersebut diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah 

yang baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban 

yang tepat, jelas dan terukur.  

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024 

ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai hasil kinerja yang dicapai selama 

kurun waktu Tahun 2024. Laporan ini menjadi salah satu dokumen yang mendasari upaya 

perbaikan untuk pelaksanan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB pada Tahun 2025. 
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1.2 Maksud dan Tujuan  

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan 

publik dan tingkat akuntabilitas melalui klarifikasi output dan outcome demi terwujudnya 

organisasi yang akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Tahun 2024 ini adalah : 

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

Tahun 2024. 

2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2024. 

3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja Dinas LHK Provinsi 

NTB di Tahun 2024. 

 

1.3 Gambaran Umum Organisasi 

1.3.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. 

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 

yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah Provinsi. Penyelenggaraan kedua urusan tersebut dilakukan oleh (a). Kepala Dinas; (b). 

Sekretariat, terdiri atas: (1). Sub Bagian Keuangan; dan (2). Sub Bagian Umum; (c). Bidang 

Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran; (d). Bidang Penataan dan Pengawasan 

Lingkungan Hidup; (e). Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan; (f). Bidang Perlindungan 

Hutan dan Konservasi Alam; (g). Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan 

Pemberdayaan Masyarakat; (h). Kelompok Jabatan Fungsional; dan (i). Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD). 

Adapun tugas Kepala Dinas adalah merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan, 

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, monitoring, perumusan dan 

penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pengendalian 

Pencemaran, Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Planologi dan Pemanfaatan Hutan, 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam , Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi 

dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesekretariatan.  

Adapun fungsinya adalah : 

1. Perumusan kebijakan strategis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
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3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas. 

 

Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mempunyai 

tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan dan 

fasilitasi, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Program, Keuangan 

dan Umum.  

Adapun fungsinya : 

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Kesekretariatan; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Kesekretariatan; 

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Kesekretariatan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kesekretariatan; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas. 

 

 

Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas 

menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, 

monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup kegiatan Pengelolaan Persampahan, dan 

Pencemarandan dan Kerusakan Lingkungan serta Perubahan Iklim dan Keanekaragaman 

Hayati.  

Adapun fungsinya adalah: 

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian 

Pencemaran; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian 

Pencemaran; 

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian 

Pencemaran; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun 

bahan/materi perumusan kebijakan,koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, 
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penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di 

bidang Lingkungan Hidup kegiatan Penataan Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Pengawasan 

serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.  

Adapun fungsinya adalah: 

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan 

Hidup;  

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan 

Hidup;  

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;  

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan 

Hidup; dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyusun bahan/materi 

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, monitoring, 

penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dibidang Kehutanan kegiatan Planologi Hutan, Pemanfaatan Hutan serta Pengolahan Hasil 

Hutan.  

Adapun fungsinya adalah: 

1. Penyusunan kebijakan strategis Planologi dan Pemanfaatan Hutan;; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan;  

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang 

Planologi dan Pemanfaatan Hutan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan; dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas menyusun 

bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, 

monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dibidang Kehutanan kegiatan Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan 

dan Lahan, Penegakan Hukum serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.  

Adapun fungsinya adalah: 

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Perlindungan Hutan 

dan Konservasi     Alam; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi 

Alam; 

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perlindungan Hutan dan 
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Konservasi Alam; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

 

Bidang Pengelolaan Daerah Alitran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan 

Masyarakat mempunyai tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan dan pengawasan, pengendalian, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi 

dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kehutanan.  

Adapun fungsinya adalah: 

1. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 

Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 

Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 

Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

 

Jabatan fungsional yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara 

lain : 

1. Penyuluh Kehutanan, bertugas untuk melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, 

pengembangan, dan pemantauan di bidang penyuluhan kehutanan; 

2. Pengendali Ekosistem Hutan, bertugas untuk melaksanakan pengendalian 

ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, 

mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan  pengendalian ekosistem; 

3. Polisi Kehutanan, bertugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, 

memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan; 

4. Surveyor Pemetaan, bertugas untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan; 

5. Pranata Laboratorium, bertugas untuk memastikan kegiatan teknis operasional 

laboratorium yang memenuhi syarat standart Laboratorium dalam lingkup kegiatan 

pengambilan sampel, pengujian dan Bimbingan serta penyempurnaan instruksi 

kerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

 

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari: 

a) Kepala Dinas; 
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b) Sekretariat; terdiri atas: 

1. Sub Bagian Keuangan; dan 

2. Sub Bagian Umum. 

c) Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran; 

d) Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; 

e) Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan;  

f) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;  

g) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat;  

h) Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

i) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas 

Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, ditetapkan 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan klasifikasi 

“A”, terdiri atas: 

1. Balai Laboratorium Lingkungan; 

2. Balai Taman Hutan Raya NURAKSA; 

3. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat; 

4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur; 

5. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang; 

6. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh; 

7. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang; 

8. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang; 

9. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora; 

10. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo; 

11. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi; 

12. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa; 

13. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu; 

14. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada; 

15. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh; 

16. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura; 

17. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas; 

18. Balai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB. 
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Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Induk)  berdasarkan   

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 
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Pengembangan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

 

Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 

Seksi Evaluasi Laboratorium 

Lingkungan 

Seksi Pelayanan Teknis 

Laboratorium Lingkungan 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi UPTD Balai TPA Regional 

 

 

 

Gambar 3 Struktur Organisasi UPTD Balai Laboratorium Lingkungan 
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Gambar 4 Struktur Organisasi UPTD Balai KPH/Tahura 

 

 

 

 

 



 10  
 

1.3.2 Aspek Keuangan 

Selama kurun waktu 2019 hingga 2023. pagu anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mengalami 

fluktuasi dari tahun ke tahun. Faktor penyebab menurunnya alokasi pagu pada tahun 2020 dikarenakan adanya refocussing anggaran untuk 

penanggulangan Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 alokasi anggaran meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 49.33% dari tahun sebelumnya 

dikarenakan adanya dukungan alokasi DAK untuk pembangunan bidang kehutanan. Tren anggaran Dinas LHK NTB periode tahun 2019-2023 

dijelaskan secara rinci dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 1 Target dan Realisasi Anggaran Periode 2018-2020 (berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006) 

Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
5.895.173.315 5.225.806.653 5.505.164.618 3.604.262.245 0.93 0.69 -0.11 -0.35 

Penyediaan jasa surat menyurat 13.551.857 1.100.000 13.444.000 1.098.000 0.99 1.00 -0.92 -0.92 

Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya 

air dan listrik 
617.759.479 952.806.467 498.469.118 654.626.873 0.81 0.69 0.54 0.31 

Penyediaan jasa administrasi keuangan 893.019.200 956.423.447 871.851.300 755.093.422 0.98 0.79 0.07 -0.13 

Penyediaan jasa kebersihan kantor 712.088.720 923.451.240 697.179.610 762.999.040 0.98 0.83 0.30 0.09 

Penyediaan alat tulis kantor 125.428.600 138.185.634 124.128.900 95.945.400 0.99 0.69 0.10 -0.23 

Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 
76.944.570 54.857.980 72.504.375 44.341.580 0.94 0.81 -0.29 -0.39 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 
125.507.900 84.022.401 123.932.400 61.478.900 0.99 0.73 -0.33 -0.50 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor 
920.686.080 590.080.000 751.695.130 - 0.82 0.00 -0.36 0.00 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 
36.292.400 25.524.016 25.180.000 14.281.200 0.69 0.56 -0.30 -0.43 

Penyediaan makanan dan minuman 218.935.000 176.931.100 209.808.000 113.819.100 0.96 0.64 -0.19 -0.46 

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat 

dan Daerah 
516.605.500 134.891.414 490.158.767 114.156.042 0.95 0.85 -0.74 -0.77 

Penyediaan jasa administrasi 

dan teknis perkantoran 
72.653.960 80.714.900 72.653.960 60.914.900 1.00 0.75 0.11 -0.16 

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota 
789.412.579 757.928.394 784.948.028 526.254.728 0.99 0.69 -0.04 -0.33 

Penyediaan Jasa Keamanan 

Kantor 
461.555.670 663.500.100 454.897.830 558.002.600 0.99 0.84 0.44 0.23 

Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS. 

PTT dan Honorer Daerah 
314.731.800 336.800.000 314.313.200 332.400.000 1.00 0.99 0.07 0.06 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Program peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur 
4.666.906.147 2.482.080.600 4.449.999.774 1.385.786.457 0.95 0.56 -0.47 -0.69 

Pembangunan Gedung Kantor 2.782.219.577 1.233.630.316 2.730.856.710 547.267.210 0.98 0.44 -0.56 -0.80 

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 106.710.000 - 99.370.000 - 0.93 0.00 0.00 0.00 

Pengadaan mebeleur 118.937.600 67.975.500 116.440.000 57.965.500 0.98 0.85 -0.43 -0.50 

Pengadaan UPS/Stabilizer. Komputer dan 

alat-alat elektronik 
82.600.000 162.400.000 80.370.000 282.419.000 0.97 1.74 0.97 2.51 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 569.471.770 214.732.305 557.747.000 99.777.000 0.98 0.46 -0.62 -0.82 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 
899.773.600 618.066.953 762.922.464 370.222.747 0.85 0.60 -0.31 -0.51 

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 

perlengkapan kantor 
107.193.600 57.815.526 102.293.600 28.135.000 0.95 0.49 -0.46 -0.72 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Program peningkatan kapasitas sumber 

daya aparatur 
256.943.400 126.691.294 225.018.519 79.842.400 0.88 0.63 -0.51 -0.65 

Peningkatan mental dan fisik aparatur 55.987.400 73.130.094 52.768.700 55.421.200 0.94 0.76 0.31 0.05 

Peningkatan SDM aparatur 140.356.000 34.761.200 121.169.819 5.621.200 0.86 0.16 -0.75 -0.95 

Pembinaan. Pengendalian dan 

Pengawasan Kepegawaian 
60.600.000 18.800.000 51.080.000 18.800.000 0.84 1.00 -0.69 -0.63 

Program peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

922.390.800 1.192.475.628 864.602.505 780.741.100 0.94 0.65 0.29 -0.10 

Penyusunan pelaporan keuangan 

akhir tahun 
144.545.900 121.074.800 142.916.905 98.472.700 0.99 0.81 -0.16 -0.31 

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 641.277.800 955.195.272 585.745.700 643.653.900 0.91 0.67 0.49 0.10 

Penyusunan Dokumen Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja SKPD 
46.251.300 38.614.500 45.642.100 38.614.500 0.99 1.00 -0.17 -0.15 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Penyusunan statistik Dinas Kehutanan 

Provinsi NTB 
90.315.800 77.591.056 90.297.800 - 1.00 0.00 -0.14 0.00 

Program Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
341.533.100 260.753.728 315.882.000 182.521.600 0.92 0.70 -0.24 -0.42 

Peningkatan Manajemen Asset/Barang 

Milik Daerah 
325.127.200 260.753.728 299.642.000 182.521.600 0.92 0.70 -0.20 -0.39 

Pengelolaan PAD sektor lingkungan hidup 

dan kehutanan 
16.405.900 - 16.240.000 - 0.99 0.00 0.00 0.00 

Program Rehabilitasi. Kerjasama dan 

Perhutanan Sosial 
8.136.985.292 2.574.186.053 7.756.444.475 1.074.441.727 0.95 0.42 -0.68 -0.86 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 5.532.715.712 2.334.495.253 5.370.978.287 835.812.896 0.97 0.36 -0.58 -0.84 

Pengelolaan DAS 1.579.218.480 118.545.100 1.493.218.145 117.883.131 0.95 0.99 -0.92 -0.92 

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.025.051.100 121.145.700 892.248.043 120.745.700 0.87 1.00 -0.88 -0.86 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Program Perlindungan Hutan. Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
16.999.287.083 17.651.380.479 16.681.538.864 11.550.002.200 0.98 0.65 0.04 -0.31 

Pencegahan dan 

Pengamanan Hutan 
15.328.092.583 17.166.962.279 15.050.361.676 11.066.679.100 0.98 0.64 0.12 -0.26 

Penegakan Hukum Kehutanan 281.773.100 252.587.900 271.145.850 252.472.900 0.96 1.00 -0.10 -0.07 

Konservasi dan Sumber Daya Alam 

Hayati 
129.246.000 90.671.600 128.983.700 90.551.600 1.00 1.00 -0.30 -0.30 

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan 

Lahan 

1.260.175.400 141.158.700 1.231.047.638 140.298.600 0.98 0.99 -0.89 -0.89 

Program Pengelolaan Hutan 5.883.028.373 11.931.277.128 5.336.416.942 4.310.300.536 0.91 0.36 1.03 -0.19 

Perencanaan dan Tata Hutan 317.608.560 144.270.000 315.426.519 144.066.200 0.99 1.00 -0.55 -0.54 

Pengembangan Usaha Kehutanan 4.834.709.493 11.694.332.372 4.300.284.825 4.073.599.580 0.89 0.35 1.42 -0.05 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran 

Hasil Hutan 
875.079.520 92.674.756 855.070.076 92.634.756 0.98 1.00 -0.89 -0.89 

Program pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan 
15.651.868.500 12.791.186.318 13.883.282.956 12.346.018.016 0.89 0.97 -0.18 -0.11 

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Persampahan 
6.897.895.980 3.509.119.200 5.873.691.375 3.460.063.783 0.85 0.99 -0.49 -0.41 

Peningkatan operasi dan pemeliharaan 

prasarana dan sarana 

persampahan 

7.538.522.520 8.770.697.999 7.062.489.162 8.380.615.114 0.94 0.96 0.16 0.19 

Kerjasama pengelolaan persampahan 1.215.450.000 511.369.119 947.102.419 505.339.119 0.78 0.99 -0.58 -0.47 

Program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 
1.696.451.500 1.189.356.422 1.560.675.699 1.091.543.592 0.92 0.92 -0.30 -0.30 

Pemantauan Kualitas Lingkungan 226.197.000 1.000.000 224.373.000 1.000.000 0.99 1.00 -1.00 -1.00 

Pengkajian Dampak Lingkungan 109.354.800 22.894.700 109.312.278 22.794.000 1.00 1.00 -0.79 -0.79 
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Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 
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1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan 402.504.000 41.996.000 393.555.771 41.996.000 0.98 1.00 -0.90 -0.89 

Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup 163.360.000 451.438.422 163.196.059 416.593.422 1.00 0.92 1.76 1.55 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 118.985.000 40.360.000 118.463.800 39.510.000 1.00 0.98 -0.66 -0.67 

Pengelolaan persampahan dan Limbah B3 145.427.500 - 43.941.013 - 0.30 0.00 0.00 0.00 

Pengembangan Laboratorium Lingkungan 530.623.200 631.667.300 507.833.778 569.650.170 0.96 0.90 0.19 0.12 

‘ 
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Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 

Rasio antara Realisasi 
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1 2 3  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2.11.01 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi 
72.314.902.428 81.989.012.619 88.719.578.740 69.112.888.367 78.439.728.737 75.447.613.381 0.96 0.96 0,85 0,11 0,02 

2.11.01.1.01 Perencanaan. 

Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

799.913.456 1.131.964.891 1.388.542.341 666.122.066 1.070.257.441 1.340.887.240 0.83 0.95 0,97 0,32 0,24 

2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 
105.206.146 171.346.400 146.222.686 99.799.200 157.989.453 144.866.700 0.95 0.92 0,99 0,24 -0,11 

2.11.01.1.01.02 Koordinasi Dan 

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 
221.383.400 155.482.340 138.403.400 197.382.452 148.528.548 129.905.900 0.89 0.96 0,94 -0,20 -0,12 

2.11.01.1.01.03 Koordinasi Dan 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD 

102.317.710 67.776.540 94.519.740 88.604.100 62.811.300 89.104.620 0.87 0.93 0,94 0,03 0,41 

2.11.01.1.01.04 Koordinasi Dan 

Penyusunan DPA-SKPD 
119.584.900 163.237.489 93.075.180 101.989.412 153.881.900 83.913.880 0.85 0.94 0,90 -0,03 -0,44 

2.11.01.1.01.05 Koordinasi Dan 

Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 
199.821.300 89.765.640 87.804.140 153.966.902 83.801.840 80.550.140 0.77 0.93 0,92 -0,29 -0,03 

2.11.01.1.01.06 Koordinasi Dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

25.800.000 153.525.102 90.000.000 24.380.000 152.592.860 89.890.000 0.94 0.99 1,00 2,27 -0,41 

2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
25.800.000 330.831.380 738.517.195 - 310.651.540 722.656.000 0.00 0.94 0,98 6,53 1,28 
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Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 

Rasio antara Realisasi 
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2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
46.741.622.979 50.468.379.557 49.781.292.138 45.639.315.771 47.653.712.335 46.010.556.746 0.98 0.94 0,92 0,03 -0,02 

2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Dan 

Tunjangan ASN 
46.248.594.674 50.038.264.990 49.247.797.508 45.243.044.030 47.245.699.635 45.509.409.486 0.98 0.94 0,92 0,03 -0,03 

2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas Asn 
236.284.605 191.228.150 255.130.630 178.272.700 187.029.350 242.426.360 0.75 0.98 0,95 0,07 0,32 

2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan 

Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

477.000 390.600 1.164.000 223.000 73.600 1.164.000 0.47 0.19 1,00 0,90 8,40 

2.11.01.1.02.05 Koordinasi Dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

125.554.800 107.537.273 117.612.000 103.687.341 93.448.035 108.231.100 0.83 0.87 0,92 -0,02 0,13 

2.11.01.1.02.07 Koordinasi Dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

130.711.900 130.958.544 159.588.000 114.088.700 127.461.715 149.325.800 0.87 0.97 0,94 0,11 0,20 

2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik 

Daerah Pada Perangkat Daerah 
305.467.800 340.213.323 361.210.560 279.588.200 341.697.441 343.057.360 0.92 1.00 0,95 0,09 0,03 

2.11.01.1.03.01 Penyusunan 

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 

Daerah Skpd 

37.727.400 39.737.438 47.270.700 32.465.300 38.085.350 43.236.400 0.86 0.96 0,91 0,12 0,16 

2.11.01.1.03.02 Pengamanan Barang 

Milik Daerah Skpd 
32.500.000 6.951.000 35.433.000 31.910.000 6.905.000 35.383.200 0.98 0.99 1,00 1,66 4,11 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2.11.01.1.03.04 Pembinaan. 

Pengawasan. Dan Pengendalian Barang 

Milik Daerah Pada SKPD 

26.750.000 29.559.400 42.321.800 26.700.000 28.540.400 40.818.600 1.00 0.97 0,96 0,27 0,43 

2.11.01.1.03.05 Rekonsiliasi Dan 

Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah Pada SKPD 

112.881.000 110.116.725 102.703.400 104.940.100 108.086.240 98.470.000 0.93 0.98 0,96 -0,05 -0,08 

2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang 

Milik Daerah Pada SKPD 
95.609.400 153.848.760 133.481.660 83.572.800  125.149.160 0.87 0.00 0,94 0,24 -0,13 

2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan 

Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 
75.465.250 66.128.707 36.745.800 65.482.225 62.881.600 35.091.500 0.87 0.95 0,95 -0,28 -0,44 

2.11.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah 
75.465.250 66.128.707 35.531.800 65.482.225 62.881.600 34.157.500 0.87 0.95 0,96 -0,29 -0,46 

2.11.01.1.04.01 Perencanaan 

Pengelolaan Retribusi 
- - 1.214.000   934.000 0.00 0.00 0,77 0,00 0,00 

2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
248.718.200 213.008.561 214.527.100 227.637.511 208.195.500 212.313.400 0.92 0.98 0,99 -0,07 0,01 

2.11.01.1.05.03 Pendataan Dan 

Pengolahan Administrasi Kepegawaian 
21.785.000 28.655.600 26.900.500 20.362.500 28.550.000 26.756.100 0.93 1.00 0,99 0,13 -0,06 

2.11.01.1.05.04 Koordinasi Dan 

Pelaksanaaan Sistem Informasi 

Kepegawaian 

64.045.900 68.156.106 66.446.400 51.876.000 66.179.600 64.870.700 0.81 0.97 0,98 0,02 -0,02 
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2.11.01.1.05.05 Monitoring. Evaluasi. 

Dan Penilaian Kinerja Pegawai 
30.100.000 44.764.564 50.000.000 29.979.421 44.724.300 49.998.000 1.00 1.00 1,00 0,30 0,12 

2.11.01.1.05.09 Pendidikan Dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

Dan Fungsi 

60.000.000 39.765.284 40.232.700 59.728.290 39.734.800 40.111.600 1.00 1.00 1,00 -0,16 0,01 

2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan 

72.787.300 31.667.007 30.947.500 65.691.300 29.006.800 30.577.000 0.90 0.92 0,99 -0,29 0,02 

2.11.01.1.06 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
841.943.571 1.123.236.150 851.896.900 711.516.656 1.085.100.505 820.567.669 0.85 0.97 0,96 0,05 -0,24 

2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

100.539.705 47.919.350 49.420.600 81.602.925 47.890.950 47.152.800 0.81 1.00 0,95 -0,25 0,01 

2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan 

Dan Perlengkapan Kantor 
4.264.700 100.023.600 80.574.080 4.264.700 99.819.500 80.144.480 1.00 1.00 0,99 11,13 -0,20 

2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 
84.955.275 79.190.460 60.296.380 66.562.518 78.375.400 56.996.350 0.78 0.99 0,95 -0,15 -0,26 

2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 
158.435.170 99.359.660 67.749.700 140.992.350 97.648.360 64.860.600 0.89 0.98 0,96 -0,35 -0,33 

2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang 

Cetakan Dan Penggandaan 
66.888.200 46.210.200 48.181.600 58.368.350 46.113.650 45.360.800 0.87 1.00 0,94 -0,13 0,01 
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2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan B 

 

acaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan 

33.865.000 422.824.600 16.683.300 29.774.000 404.841.400 10.631.900 0.88 0.96 0,64 5,26 -0,97 

2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 
114.712.621 69.472.100 98.130.900 97.958.800 65.175.450 91.887.600 0.85 0.94 0,94 0,01 0,41 

2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 
278.282.900 258.236.180 430.860.340 231.993.013 245.235.795 423.533.139 0.83 0.95 0,98 0,30 0,70 

2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

833.434.773 1.032.346.257 738.714.800 770.318.720 964.758.717 726.875.314 0.92 0.93 0,98 -0,02 -0,27 

2.11.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional Atau Lapangan 
217.300.000 450.000.000 37.125.000 209.292.220 450.000.000 37.125.000 0.96 1.00 1,00 0,08 -0,92 

2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.337.900 87.821.400 156.346.000 48.730.000 58.684.860 147.572.500 

0.97 

 

0.67 0,94 0,76 1,15 

2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan 

Dan Mesin Lainnya 
435.776.873 489.073.357 166.198.600 399.646.500 451.073.857 164.763.600 0.92 0.92 0,99 -0,27 -0,65 

3.28.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap 

Lainnya 
56.520.000 5.451.500 - 39.300.000 5.000.000 - 0.70 0.92 0,00 -0,45 0,00 
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3.28.01.1.07.09 Pengadaan Gedung 

Kantor Atau Bangunan Lainnya 
73.500.000 - 91.500.000 73.350.000 - 91.195.000 1.00 0.00 1,00 0,00 0,00 

2.11.01.1.07.10 Pengadaan Sarana Dan 

Prasarana Gedung Kantor Atau 

Bangunan Lainnya 

- - 40.000.000 - - 40.000.000 0.00 0.00 1,00 0,00 0,00 

2.11.01.1.07.11 Pengadaan Sarana Dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

Atau Bangunan Lainnya 

  247.545.200   246.219.214 0.00 0.00 0,99 0,00 0,00 

2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
21.629.389.500 24.009.965.690 24.442.638.220 19.469.457.839 23.607.984.795 23.809.268.542 0.90 0.98 0,97 0,06 0,01 

2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
46.318.100 39.247.100 39.984.200 33.942.300 29.769.850 29.173.740 0.73 0.76 0,73 -0,07 0,00 

2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa 

Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 
1.037.755.500 1.027.389.650 1.223.043.520 826.949.539 865.093.656 877.378.804 0.80 0.84 0,72 0,09 0,10 

2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
20.545.315.900 22.943.328.940 23.179.610.500 18.608.566.000 22.713.121.289 22.902.715.998 0.91 0.99 0,99 0,06 0,01 

2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

1.491.456.899 3.603.769.483 2.211.622.581 1.283.449.379 3.445.140.403 2.148.995.610 0.86 0.96 0,97 0,51 -0,38 

2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan Dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau 

424.086.300 215.976.626 559.400.000 407.785.129 213.860.496 555.381.050 0.96 0.99 0,99 0,55 1,59 
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Kendaraan Dinas Jabatan 

2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. 

Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional Atau Lapangan 

420.521.700 604.205.233 497.020.000 361.858.280 577.998.451 467.976.278 0.86 0.96 0,94 0,13 -0,18 

2.11.01.1.09.03 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan Dan 

Perizinan Alat Besar 

290.650.000 714.202.450 340.512.000 187.625.870 713.345.396 340.511.063 0.65 1.00 1,00 0,47 -0,52 

2.11.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel - - 4.000.000 --  4.000.000 0.00 0.00 1,00 0,00 0,00 

2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan 

Dan Mesin Lainnya 
113.219.900 92.122.500 81.179.600 101.874.600 91.792.500 81.137.600 0.90 1.00 1,00 -0,15 -0,12 

3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap 

Lainnya 
41.548.999 16.297.000 22.425.000 30.645.000 16.143.000 18.962.030 0.74 0.99 0,85 -0,12 0,28 

2.11.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud 
- - 23.620.000 -  - 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

2.11.01.1.09.09 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor Dan Bangunan Lainnya 

201.430.000 1.948.163.000 492.005.981 193.660.500 1.822.812.560 490.277.825 0.96 0.94 1,00 3,96 -0,74 

3.28.01.1.09.10 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan 

Prasarana Gedung Kantor Atau 

- 12.802.674 191.460.000 - 9.188.000 190.749.764 0.00 0.72 1,00 6,98 16,86 
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Bangunan Lainnya 

2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan 

BLUD 
- - 2.211.622.581   2.148.995.610 0.00 0.00 0,97 0,00 0,00 

2.11.01.1.10.01 Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan BLUD 
- - 2.118.649.800   - 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

2.11.02 Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 
273.975.200 177.906.000 498.357.400 258.541.125 162.308.000 396.854.474 0.94 0.91 0,80 0,73 1,62 

2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Provinsi 

162.535.200 83.592.000 69.117.400 156.632.187 80.302.000 67.950.877 0.96 0.96 0,98 -0,33 -0,16 

2.11.02.1.01.01 Penyusunan Dan 

Penetapan RPPLH Provinsi 
113.694.200 48.540.000 39.248.200 107.918.200 45.250.000 39.121.200 0.95 0.93 1,00 -0,38 -0,16 

2.11.02.1.01.02 Pengendalian 

Pelaksanaan Rpplh Provinsi 
48.841.000 35.052.000 29.869.200 48.713.987 35.052.000 28.829.677 1.00 1.00 0,97 -0,22 -0,16 

2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) 

Provinsi 

111.440.000 94.314.000 429.240.000 101.908.938 82.006.000 328.903.597 0.91 0.87 0,77 1,70 3,28 

2.11.02.1.02.01 Pembuatan Dan 

Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 
68.100.000 63.410.000 77.540.000 62.700.000 51.160.000 1.700.000 0.92 0.81 0,02 0,08 -0,37 

2.11.02.1.02.02 Pembuatan Dan 

Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 
31.600.000 30.208.000 300.000.000 29.208.938 30.150.000 277.387.991 0.92 1.00 0,92 4,44 8,57 
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2.11.02.1.02.04 Pembuatan Dan 

Pelaksanaan KLHS Untuk KRP Yang 

Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko 

Lingkungan Hidup 

11.740.000 696.000 51.700.000 10.000.000 696.000 49.815.606 0.85 1.00 0,96 36,17 71,93 

2.11.03 Program Pengendalian 

Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

3.186.818.799 1.034.486.934 675.332.750 2.997.200.202 930.300.211 671.019.820 0.94 0.90 0,99 -0,51 -0,31 

2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran 

Dan/Atau Kerusakan Lingkugan Hidup 
2.983.201.799 80.452.820 646.563.250 2.823.245.202 80.217.000 642.493.820 0.95 1.00 0,99 3,03 7,02 

2.11.03.1.01.01 Koordinasi. Sinkronisasi 

Dan Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan Terhadap Media Tanah. 

Air. Udara. Dan Laut 

2.364.500.000 80.452.820 100.000.000 2.240.000.000 80.217.000 99.385.000 0.95 1.00 0,99 -0,36 0,24 

2.11.03.1.01.02 Koordinasi. Sinkronisasi 

Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi 

Gas Rumah Kaca. Mitigasi Dan Adaptasi 

Perubahan Iklim 

- 954.034.114 49.228.700 - 850.083.211 47.406.900 0.00 0.89 0,96 0,00 -0,95 

2.11.03.1.01.03 Pengelolaan 

Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 
618.701.799 155.506.432 48.502.000 583.245.202 155.422.000 48.481.500 0.94 1.00 1,00 -0,72 -0,69 

2.11.03.1.02 Penanggulangan 

Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

203.617.000 122.342.600 448.832.550 173.955.000 122.255.000 447.220.420 0.85 1.00 1,00 1,13 2,66 
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2.11.03.1.02.01 Pemberian Informasi 

Peringatan Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup Pada 

Masyarakat 

203.617.000 676.185.082 28.769.500 173.955.000 572.406.211 28.526.000 0.85 0.85 0,99 0,68 -0,95 

2.11.04 Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati (Kehati) 
23.583.400 77.554.200 48.690.300 23.507.400 77.465.500 47.856.200 1.00 1.00 0,98 0,96 -0,38 

2.11.04.1.01 Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati Provinsi 
23.583.400 77.554.200 48.690.300 23.507.400 77.465.500 47.856.200 1.00 1.00 0,98 0,96 -0,38 

2.11.04.1.01.01 Penyusunan Dan 

Penetapan Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

23.583.400 77.554.200 48.690.300 23.507.400 77.465.500 47.856.200 1.00 1.00 0,98 0,96 -0,38 

2.11.05 Program Pengendalian Bahan 

Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan 

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 

(Limbah B3) 

23.083.400 11.374.000 34.430.400 22.843.091 11.370.000 33.550.010 0.99 1.00 0,97 0,76 1,99 

2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

23.083.400 11.374.000 34.430.400 22.843.091 11.370.000 33.550.010 0.99 1.00 0,97 0,76 1,99 

2.11.05.1.01.02 Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 

Dengan Pemerintah Pusat Dalam 

Rangka Pengangkutan. Pemanfaatan. 

Pengolahan. Dan/Atau Penimbunan 

23.083.400 11.374.000 34.430.400 22.843.091 11.370.000 33.550.010 0.99 1.00 0,97 0,76 1,99 
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2.11.06 Program Pembinaan Dan 

Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan 

Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Pplh) 

1.142.444.500 1.089.208.197 75.000.000 1.082.404.621 996.658.861 69.952.533 0.95 0.92 0,93 -0,49 -0,93 

2.11.06.1.01 Pembinaan Dan 

Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin 

PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi 

1.142.444.500 1.089.208.197 75.000.000 1.082.404.621 996.658.861 69.952.533 0.95 0.92 0,93 -0,49 -0,93 

2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan 

Ketentuan Dan Kewajiban Izin 

Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH 

1.068.970.600 1.063.791.697 37.500.000 1.015.608.200 971.315.361 37.453.133 0.95 0.91 1,00 -0,48 -0,96 

2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha 

Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan 

Hidup. Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi 

73.473.900 25.416.500 37.500.000 66.796.421 25.343.500 32.499.400 0.91 1.00 0,87 -0,09 0,38 

2.11.10 Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan Hidup 
159.599.000 567.585.100 74.999.900 134.315.335 567.204.500 69.029.031 0.84 1.00 0,92 0,84 -0,87 

2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan 

Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Provinsi 

159.599.000 567.585.100 74.999.900 134.315.335 567.204.500 69.029.031 0.84 1.00 0,92 0,84 -0,87 

2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat Terhadap PPLH Provinsi 
69.447.800 567.585.100 37.499.900 64.807.600 567.204.500 37.432.600 0.93 1.00 1,00 3,12 -0,93 
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2.11.10.1.01.02 Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Penerapan Sanksi 

Administrasi. Penyelesaian Sengketa. 

Dan/Atau Penyidikan Lingkungan Hidup 

Di Luar Pengadilan Atau Melalui 

Pengadilan 

90.151.200 34.895.002 37.500.000 69.507.735 28.785.750 31.596.431 0.77 0.82 0,84 -0,27 0,09 

2.11.08 Program Peningkatan 

Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

196.834.200 34.895.002 149.924.600 195.605.980 28.785.750 131.878.242 0.99 0.82 0,88 1,24 3,44 

2.11.08.1.01 Penyelenggaraan 

Pendidikan. Pelatihan. Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 

196.834.200 23.565.650 149.924.600 195.605.980 21.931.500 131.878.242 0.99 0.93 0,88 2,24 5,19 

2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan 

Peduli Lingkungan Hidup 
196.834.200 11.329.352 149.924.600 195.605.980 6.854.250 131.878.242 0.99 0.60 0,88 5,65 15,24 

2.11.11 Program Pengelolaan 

Persampahan  

8.098.129.450 

 

16.012.413.700 9.881.014.700 

6.982.656.139 

 

15.115.542.118 8.277.355.342 0.86 0.94 0,84 0,30 -0,42 

2.11.11.1.01 Penanganan Sampah Di 

TPA/TPST Regional 

8.098.129.450 

 

16.012.413.700 9.881.014.700 

6.982.656.139 

 

15.115.542.118 8.277.355.342 0.86 0.94 0,84 0,30 -0,42 

2.11.11.1.01.02 Pemrosesan Akhir Di 

TPA/TPST Regional 
3.565.536.450 8.192.947.000 4.937.514.700 3.114.712.400 8.057.350.262 3.423.215.486 0.87 0.98 0,69 0,45 -0,49 
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2.11.11.1.01.03 Pengoperasian Dan 

Pemeliharaan TPA/TPST Regional 
272.787.000 1.738.056.800 - 271.779.200 1.729.095.348 - 1.00 0.99 0,00 2,69 0,00 

2.11.11.1.01.04 Koordinasi. Sinkronisasi 

Dan Pelaksanaan Penanganan Sampah 

Pada Kondisi Khusus 

 

2.620.467.800 5.648.213.900 4.943.500.000 2.401.757.539 5.067.219.508 4.854.139.856 0.92 0.90 0,98 0,52 -0,08 

2.11.11.1.01.05 Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Dan 

Sarana Penanganan Sampah Di 

TPA/TPST Regional 

1.612.338.200 433.196.000 - 

1.167.407.000 

 

261.877.000 - 0.72 0.60 0,00 -0,37 0,00 

2.11.11.1.01.06 Kerjasama Penanganan 

Sampah Di TPA/TPST Regional 

27.000.000 

 

- - 27.000.000 - - 1.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

3.28.03 Program Pengelolaan Hutan  16.757.942.720 45.173.878.657 8.277.252.300 15.618.840.129 43.513.605.920 7.382.888.512 0.93 0.96 0,89 0,44 -0,82 

3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata 

Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(Kph) Kewenangan Provinsi 

334.530.200 159.289.900 121.643.500 323.124.600 158.673.000 121.066.600 0.97 1.00 1,00 -0,38 -0,24 

3.28.03.1.01.02 Pembagian Blok/Petak 

Pengelolaan Hutan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

334.530.200 159.289.900 121.643.500 323.124.600 158.673.000 121.066.600 0.97 1.00 1,00 -0,38 -0,24 

3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali 

Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan 

221.727.400 91.353.800 320.054.500 209.740.895 66.539.700 255.669.106 0.95 0.73 0,80 0,96 2,67 
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Konservasi (KPHK) 

3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan 

Hutan 

221.727.400 91.353.800 320.054.500 209.740.895 66.539.700 255.669.106 0.95 0.73 0,80 0,96 2,67 

3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di 

Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan 

Lindung 

679.906.314 

 

5.967.603.000 521.470.500 

497.244.590 

 

5.843.728.160 489.766.928 0.73 0.98 0,94 3,43 -0,91 

3.28.03.1.03.01 Penyediaan Data Dan 

Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan 

Hutan Produksi 

40.233.000 99.995.500 99.590.400 39.782.500 99.565.560 99.157.400 0.99 1.00 1,00 0,74 0,00 

3.28.03.1.03.03 Pelayanan Perizinan 

Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik. di 

Kawasan Hutan Produksi dan Hutan 

Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali 

pada Wilayah Perum Perhutani 

- - 54.836.900   25.581.000   0,47 0,00 0,00 

3.28.03.1.03.04 Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha 

Atau Kerjasama Pemanfaatan Di 

Kawasan Hutan Produksi 

23.686.200 19.977.800 9.464.900 23.616.100 19.440.000 9.264.900 1.00 0.97 0,98 -0,34 -0,52 

3.28.03.1.03.05 Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha 

Atau Kerjasama Pemanfaatan Di 

21.150.000 5.844.000 - 18.150.000 5.744.000 - 0.86 0.98 0,00 -0,36 0,00 
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Kawasan Hutan Lindung 

3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana 

Pengelolaan Di Kawasan Hutan Produksi 
218.522.500 50.089.400 59.959.000 39.464.800 49.762.900 59.102.128 0.18 0.99 0,99 -0,29 0,19 

3.28.03.1.03.07 Penilaian Rencana 

Pengelolaan Di Kawasan Hutan Lindung 
60.000.000 - - 59.916.000  - 1.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

3.28.03.1.03.09 Pengembangan 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Hasil 

Hutan Bukan Kayu Dan/Atau Jasa 

Lingkungan 

316.314.600 5.791.696.300 297.619.300 316.314.600 5.669.215.700 296.661.500 1.00 0.98 1,00 8,18 -0,95 

3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi Di 

Luar Kawasan Hutan Negara 
9.320.695.100 34.853.687.266 2.308.568.800 9.248.565.514 33.492.515.150 2.009.264.509 0.99 0.96 0,87 0,90 -0,94 

3.28.03.1.04.01 Penyusunan Rencana 

Tahunan Rehabilitasi Lahan (Rtnrl) 
6.220.200 - 50.000.000 5.820.200  49.731.840 0.94 0.00 0,99 0,00 0,00 

3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan 

Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara 
7.748.330.200 31.440.088.600 1.027.568.900 7.709.315.792 30.495.402.350 835.666.769 0.99 0.97 0,81 1,05 -0,97 

3.28.03.1.04.04 Pembangunan 

Penghijauan Lingkungan Di Luar 

Kawasan Hutan Negara 

1.456.731.800 3.332.463.066 1.060.000.000 1.427.985.022 2.917.427.200 1.045.941.000 0.98 0.88 0,99 0,30 -0,66 

3.28.03.1.04.08 Pembinaan Dan/Atau 

Pengawasan Dalam Rangka 

Pengembangan Rehabilitasi Lahan 

109.412.900 81.135.600 170.999.900 105.444.500 79.685.600 77.924.900 0.96 0.98 0,46 0,42 0,54 
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3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan 

Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan 

Produksi 

5.556.187.106 3.605.382.151 2.165.129.800 4.785.334.373.00 3.468.698.911 2.153.752.311 0.86 0.96 0,99 -0,38 -0,39 

3.28.03.1.05.01 Pencegahan Dan 

Pembatasan Kerusakan Hutan 
1.933.771.400 853.107.700 - 1.660.897.491 832.376.540  0.86 0.98 0,00 -0,28 -0,50 

3.28.03.1.05.02 Pencegahan Dan 

Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 
1.753.876.506 1.722.553.609 1.727.997.020 1.585.424.682 1.659.170.199 1.717.468.470 0.90 0.96 0,99 -0,01 0,02 

3.28.03.1.05.03 Pencegahan Dan 

Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 
498.656.000 241.100.244 173.250.080 440.762.800 229.108.674 172.488.232 0.88 0.95 1,00 -0,40 -0,26 

3.28.03.1.05.04 Koordinasi. Sinkronisasi 

Dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 
835.093.500 609.119.400 219.839.500 646.322.145 574.179.400 219.792.409 0.77 0.94 1,00 -0,45 -0,63 

3.28.03.1.05.05 Koordinasi. Sinkronisasi 

Dan Pelaksanaan 

Pencegahan/Penanggulangan 

Kebakaran Hutan Dan Lahan 

534.789.700 179.501.198 44.043.200 451.927.255 173.864.098 44.003.200 0.85 0.97 1,00 -0,71 -0,75 

3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan 

Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) 
509.083.800 347.757.580 412.898.000 429.642.450 335.724.671 225.622.909 0.84 0.97 0,55 -0,06 -0,07 

3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku 

Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati 
335.032.100 157.560.300 181.875.000 288.920.600 146.014.300 181.400.000 0.86 0.93 1,00 -0,19 0,20 

3.28.03.1.06.02 Fasilitasi Pemenuhan 

Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri 

Primer Hasil Hutan Bukan Kayu 

(Iuiphhbk) Melalui Sistem Pelayanan 

- 38.456.080 46.023.000 - 38.448.671 44.222.909 0.00 1.00 0,96 0,10 0,17 
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Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik 

3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil 

Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak 

Mengurangi Fungsi Pokoknya 

174.051.700 151.741.200 185.000.000 140.721.850 151.261.700 - 0.81 1.00 0,00 0,05 0,11 

3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan 

Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas 

Produksi <6000 M3/Tahun 

135.812.800 148.804.960 118.918.400 125.187.707 147.726.328 118.481.640 0.92 0.99 1,00 -0,05 -0,20 

3.28.03.1.07.02 Pembinaan Dan 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan 

Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 

M3/Tahun 

135.812.800 148.804.960 118.918.400 125.187.707 147.726.328 118.481.640 0.92 0.99 1,00 -0,05 -0,20 

3.28.04 Program Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya  

(Termasuk: Pertanian Lestari/Modern) 

786.436.310 217.758.300 396.895.100 728.461.375 215.433.800 394.972.750 0.93 0.99 1,00 0,05 0,83 

3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan 

Raya (Tahura) Provinsi 
537.793.900 107.125.000 246.912.700 482.821.225 104.820.000 245.272.700 0.90 0.98 0,99 0,25 1,32 

3.28.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan 

Tahura Provinsi 
170.300.900 92.125.000 32.803.000 146.193.800 89.820.000 32.783.000 0.86 0.97 1,00 -0,55 -0,64 

3.28.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan. 

Satwa. Serta Habitat TAHURA Provinsi 
100.000.000 5.800.000 - 98.920.000 5.800.000 - 0.99 1.00 0,00 -0,47 0,00 

3.28.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem 

Atau Penutupan Kawasan Sesuai 

48.000.000 9.200.000 - 24.902.000 9.200.000 - 0.52 1.00 0,00 -0,40 0,00 
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Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 

3.28.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan Tahura Provinsi 
159.218.000 - 204.109.700 153.970.500 - 202.659.700 0.97 0.00 0,99 0,00 0,00 

3.28.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Di 

Sekitar TAHURA Provinsi 

45.000.000 - - 44.684.925 -  0.99 0.00 0,00 0,00 0,00 

3.28.04.1.01.11 Perencanaan 

Pengelolaan Tahura 
15.275.000 - 10.000.000 14.150.000 - 9.830.000 0.93 0.00 0,98 0,00 0,00 

3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan 

Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi 

Dan/Atau Tidak Masuk Dalam Lampiran 

(Appendix) CITES (Convension On 

International Trade In Endangered 

Species) Untuk Kewenangan Daerah 

Provinsi 

17.813.400 - 44.694.200 16.657.600 - 44.666.200 0.94 0.00 1,00 0,00 0,00 

3.28.04.1.02.01 Pengendalian Dan 

Pengawasan Tumbuhan Dan Satwa Liar 

Yang Tidak Dilindungi Dan/Atau Tidak 

Masuk Dalam Lampiran CITES 

17.813.400 - 44.694.200 16.657.600 - 44.666.200 0.94 0.00 1,00 0,00 0,00 

3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan 

Bernilai Ekosistem Penting. Daerah 

Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan 

Kawasan Pelestarian Alam 

230.829.010 110.633.300 105.288.200 228.982.550 110.613.800 105.033.850 0.99 1.00 1,00 -0,28 -0,05 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 

Rasio antara Realisasi 

dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata pertumbuhan 

1 2 3  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

3.28.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Di 

Kawasan Bernilai Ekosistem Penting 

Kewenangan Daerah Provinsi 

30.347.410 28.835.800 38.633.200 30.168.250 28.827.000 38.612.850 0.99 1.00 1,00 0,14 0,34 

3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah 

Penyangga Di Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting Kewenangan Daerah 

Provinsi 

200.481.600 81.797.500 66.655.000 198.814.300 81.786.800 66.421.000 0.99 1.00 1,00 -0,39 -0,19 

3.28.05 Program Pendidikan Dan 

Pelatihan. Penyuluhan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang 

Kehutanan 

2.224.282.700 820.746.500 493.000.900 2.068.611.166 808.295.598 491.344.973 0.93 0.98 1,00 -0,52 -0,40 

3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan 

Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Di Bidang Kehutanan 

2.224.282.700 820.746.500 493.000.900 2.068.611.166 808.295.598 491.344.973 0.93 0.98 1,00 -0,52 -0,40 

3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas 

Dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan 

Dan SDM Bidang Kehutanan 

25.800.000 22.500.000 50.001.000 24.670.000 22.480.000 50.001.000 0.96 1.00 1,00 0,55 1,22 

3.28.05.1.01.02 Penguatan Dan 

Pendampingan Kelembagaan Kelompok 

Tani Hutan 

15.740.000 44.400.000 393.000.000 15.680.000 44.400.000 391.524.073 1.00 1.00 1,00 4,84 7,83 

3.28.05.1.01.03 Penyiapan Dan 

Pengembangan Perhutanan Sosial 
2.182.742.700 753.846.500 49.999.900 2.028.261.166 741.415.598 49.819.900 0.93 0.98 1,00 -0,79 -0,93 



 37  
 

Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 

Rasio antara Realisasi 

dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata pertumbuhan 

1 2 3  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

3.28.06 Program Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (Das) 
3.430.124.500 15.280.313.950 149.999.900 3.303.514.393 14.297.954.749 142.412.600 0.96 0.94 0,95 1,23 -0,99 

3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan 

DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan 

Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

3.430.124.500 15.280.313.950 149.999.900 3.303.514.393 14.297.954.749 142.412.600 0.96 0.94 0,95 1,23 -0,99 

3.28.06.1.01.01 Penyusunan Dan 

Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 
32.184.000 - 50.000.000 31.704.000  47.737.700 0.99 0.00 0,95 0,00 0,00 

3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi Dan 

Daya Dukung Wilayah DAS 
19.500.000 81.717.000 50.000.000 19.380.000 81.455.900 48.075.000 0.99 1.00 0,96 1,40 -0,40 

3.28.06.1.01.03 Penerapan Teknik 

Konservasi Tanah Dan Air Di Wilayah 

DAS 

3.378.440.500 15.198.596.950 49.999.900 3.252.430.393 14.216.498.849 46.599.900 0.96 0.94 0,93 1,25 -1,00 
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1.3.3 Sumber Daya Manusia 

Dalam pelaksanaan organisasi, dibutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan 

pemahaman terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh sektor lingkungan hidup 

dan kehutanan, khususnya yang bersifat spesifik di Nusa Tenggara Barat. Pengetahuan dan 

pemahaman tersebut dibuktikan dengan adanya kompetensi atau kemampuan teknis setiap 

aparatur sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Dukungan ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sampai 

dengan tahun 2022 berjumlah 429 orang yang terdiri dari 66 orang pejabat eselon sesuai 

dengan struktur organisasi yang ada dan 363 orang staff yang tersebar di Kesekretariatan, 1 

Sekretariat, 5 Bidang, dan 18 UPTD. Staf yang ada terbagi kedalam fungsional umum 

sebanyak 246 orang dan fungsional tertentu yang terdiri dari Fungsional Polisi Kehutanan 

sebanyak 66 orang, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 8 orang, Fungsional 

Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 16 orang, Fungsional Surveyor Perpetaan sebanyak 5 

orang, Fungsional Penyuluh Kehutanan sebanyak 76 orang, Fungsional Pengawas Lingkungan 

sebanyak 4 orang, Fungsional Penyuluh Lingkungan sebanyak 1 orang, Fungsional Analis 

SDM Aparatur sebanyak 2 orang, Fungsional Perencana sebanyak 1 orang, Fungsional Pranata 

Humas sebanyak 1 orang, dan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebanyak 3 orang 
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Tabel 2 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Jabatan 

No   Jabatan   Golongan  

 Jabatan 

Struktural  
 Jabatan Fungsional  

 Jumlah  

 E
se

lo
n

 II
  

 E
se

lo
n

 II
I  

 E
se

lo
n

 IV
  

 U
m

u
m

  

 P
o

lh
u

t 
 

 P
ed

al
  

 P
EH

  

 S
u

rv
ey

o
r 

 

 P
en

yu
lu

h
 

K
eh

u
ta

n
an

  

 P
en

yu
lu

h
 

Li
n

gk
u

n
ga

n
 H

id
u

p
  

 P
en

ga
w

as
 

Li
n

gk
u

n
ga

n
  

 P
en

ge
n

d
al

i 

D
am

p
ak

 

Li
n

gk
u

n
ga

n
  

 A
n

al
is

 

K
ep

eg
aw

ai
an

  

 A
n

al
is

 S
D

M
 

A
p

ar
at

u
r 

 

 P
er

en
ca

n
a 

 

 P
ra

n
at

a 
H

u
m

as
  

 P
ra

n
at

a 
K

o
m

p
u

te
r 

 

 P
ra

n
at

a 
La

b
ke

s 
 

 A
rs

ip
ar

is
  

 P
en

at
a 

P
en

ye
h

at
an

 

Li
n

gk
u

n
ga

n
  

              

1  
 Juru   (I/c)  

             

-    

             

-    

             

-    

     

1  

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    
             -    

              

1  

              

2  
 Juru Tk I   (I/d)  

             

-    

             

-    

             

-    

     

2  

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    
             -    

              

2  

              

3  

 

Pengatur 

Muda  

 (II/a)  
             

-    

             

-    

             

-    

     

1  

              

4  

             

-    

             

-    

             

-    

              

4  

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    
             -    

              

9  

              

4  

 

Pengatur 

Muda Tk 

I  

 (II/b)  
             

-    

             

-    

             

-    

     

6  

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    
             -    

              

6  

              

5  

 

Pengatur  
 (II/c)  

             

-    

             

-    

             

-    

   

14  

              

2  

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    
             -    

            

16  

              

6  

 

Pengatur 

TK. I  

 (II/d)  
             

-    

             

-    

             

-    

   

24  

              

4  

             

-    

             

-    

             

-    

              

1  

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    
             -    

            

29  



 40  
 

No   Jabatan   Golongan  

 Jabatan 

Struktural  
 Jabatan Fungsional  

 Jumlah  

 E
se

lo
n

 II
  

 E
se

lo
n

 II
I 

 

 E
se

lo
n

 IV
  

 U
m

u
m

  

 P
o

lh
u

t 
 

 P
ed

al
  

 P
EH

  

 S
u

rv
ey

o
r 

 

 P
en

yu
lu

h
 

K
eh

u
ta

n
an

  

 P
en

yu
lu

h
 

Li
n

gk
u

n
ga

n
 H

id
u

p
  

 P
en

ga
w

as
 

Li
n

gk
u

n
ga

n
  

 P
en

ge
n

d
al

i 

D
am

p
ak

 

Li
n

gk
u

n
ga

n
  

 A
n

al
is

 

K
ep

eg
aw

ai
an

  

 A
n

al
is

 S
D

M
 

A
p

ar
at

u
r 

 

 P
er

en
ca

n
a 

 

 P
ra

n
at

a 
H

u
m

as
  

 P
ra

n
at

a 
K

o
m

p
u

te
r 

 

 P
ra

n
at

a 
La

b
ke

s 
 

 A
rs

ip
ar

is
  

 P
en

at
a 

P
en

ye
h

at
an

 

Li
n

gk
u

n
ga

n
  

              

7  

 Penata 

Muda  
 (III/a)  

             

-    

             

-    

             

-    

   

33  

              

5  

             

-    

              

6  

              

4  

              

7  

             

-    

              

3  

                

3  

              

1  

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

              

1  

            

63  

              

8  

 Penata 

Muda 

TK. I  

 (III/b)  
             

-    

             

-    

              

1  

   

29  

              

6  

             

-    

              

5  

              

1  

              

2  

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

              

1  

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    
             -    

            

45  

              

9  
 Penata   (III/c)  

             

-    

             

-    

              

9  

   

19  

              

9  

             

-    

             

-    

             

-    

              

6  

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    
             -    

            

43  

            

10  

 Penata 

Tk.I  
 (III/d)  

             

-    

              

4  

            

34  

   

35  

            

20  

             

-    

              

2  

             

-    

            

18  

              

1  

              

1  

                

1  

             

-    

             

-    

              

1  

              

1  

             

-    

             

-    

             

-    
             -    

          

118  

            

11  

 

Pembina  
 (IV/a)  

             

-    

            

14  

              

6  

     

3  

              

1  

             

-    

              

3  

             

-    

            

11  

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

              

1  

             

-    
             -    

            

39  

            

12  

 

Pembina 

Tk.I  

 (IV/b)  
             

-    

              

4  

             

-    

     

2  

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

            

11  

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

              

1  

             

-    
             -    

            

18  

            

13  

 

Pembina 

Utama 

Muda  

 (IV/c)  
              

1  

             

-    

             

-    
    -    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

              

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

             

-    

              

1  

             

-    
             -    

              

2  

            

14  
 PPPK     - -  -  -  

            

15  
 - -  -  

         

16  
 - -  

                

3  
-   - 

              

1  
  

              

1  
  

              

2  
  

            

38  



 41  
 

No   Jabatan   Golongan  

 Jabatan 

Struktural  
 Jabatan Fungsional  

 Jumlah  

 E
se

lo
n

 II
  

 E
se

lo
n

 II
I 

 

 E
se

lo
n

 IV
  

 U
m

u
m

  

 P
o

lh
u

t 
 

 P
ed

al
  

 P
EH

  

 S
u

rv
ey

o
r 

 

 P
en

yu
lu

h
 

K
eh

u
ta

n
an

  

 P
en

yu
lu

h
 

Li
n

gk
u

n
ga

n
 H

id
u

p
  

 P
en

ga
w

as
 

Li
n

gk
u

n
ga

n
  

 P
en

ge
n

d
al

i 

D
am

p
ak

 

Li
n

gk
u

n
ga

n
  

 A
n

al
is

 

K
ep

eg
aw

ai
an

  

 A
n

al
is

 S
D

M
 

A
p

ar
at

u
r 

 

 P
er

en
ca

n
a 

 

 P
ra

n
at

a 
H

u
m

as
  

 P
ra

n
at

a 
K

o
m

p
u

te
r 

 

 P
ra

n
at

a 
La

b
ke

s 
 

 A
rs

ip
ar

is
  

 P
en

at
a 

P
en

ye
h

at
an

 

Li
n

gk
u

n
ga

n
  

   Total    
              

1  

            

22  

            

50  

 

169  

            

66  

             

-    

            

16  

              

5  

            

76  

              

1  

              

4  

                

7  

              

1  

              

1  

              

2  

              

1  

              

1  

              

3  

              

2  

              

1  

          

429  

  

Sumber : Dinas LHK Tahun 2024  
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Gambar 5 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas LHK Provinsi NTB 

 

Jumlah ASN berdasarkan kelas usia yaitu, untuk usia 20-29 tahun terdapat 26 orang, 

usia 30-39 sebanyak 56 orang, usia 40-49 sebanyak 180 orang, usia 50-59 sebanyak 172 

orang dan yang memasuki usia pensiun sebanyak 4 orang. 

Tabel 3 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Usia  

No Pangkat 

G
o
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n

ga
n

 

Kelas Usia 
(Tahun) 

Jumlah 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

1 Juru (I/c) - - - 2 - 2 

2 Juru Tk I (I/d) - - 1 - - 1 

3 Pengatur Muda (II/a) 8 1  2  11 

4 
Pengatur Muda 

Tk I 
(II/b) - 1 2 4 - 7 

5 Pengatur (II/c) - 1 9 6 - 16 

6 Pengatur TK. I (II/d) - 4 27 21 - 52 
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No Pangkat 

G
o

lo
n

ga
n

 

Kelas Usia 
(Tahun) 

Jumlah 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

7 Penata Muda (III/a) 18 17 13 13  61 

8 Penata Muda TK. I (III/b) - 12 18 19 - 49 

9 Penata (III/c) - 11 29 18 - 58 

10 Penata Tk.I (III/d) - 9 63 45 1 118 

11 Pembina (IV/a) - - 15 25 1 41 

12 Pembina Tk.I (IV/b) - - 2 16 2 20 

13 
Pembina Utama 

Muda 
(IV/c) - - 1 1 - 2 

 Total  26 56 180 172 4 438 

Sumber : Dinas LHK Tahun 2023 

 

 

 

 

Gambar 6 Komposisi Usia Pegawai Dinas LHK Provinsi NTB 
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Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

349  orang dan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 89 orang. 

Tabel 4 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

No 
 

Pangkat 
 

Golongan 
Jenis Kelamin  

Jumlah 

L P 

1 Juru (I/c) 2 - 2 

2 Juru Tk I (I/d) 1 - 1 

3 Pengatur Muda (II/a) 9 2 10 

4 Pengatur Muda Tk I (II/b) 7 - 7 

5 Pengatur (II/c) 14 2 16 

6 Pengatur TK. I (II/d) 41 11 52 

7 Penata Muda (III/a) 42 19 61 

8 Penata Muda TK. I (III/b) 40 9 49 

9 Penata (III/c) 47 11 57 

10 Penata Tk.I (III/d) 93 25 117 

11 Pembina (IV/a) 32 9 41 

12 Pembina Tk.I (IV/b) 20 - 20 

13 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1 2 

 Total  349 89 438 

Sumber : Dinas LHK Tahun 2023 
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Gambar 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas LHK Provinsi NTB 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai berpendidikan SD-SMP sebanyak 

3 orang, SMA/ Sederajat sebanyak 1148 orang, D1-D3 sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 238 

orang, S2 sebanyak 40 orang. 

 

Tabel 5 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 
 

No 

 
 

Pangkat 

 
G

o
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n
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n
 

Pendidikan Terakhir 

Jumlah 

 
 

SD-SMP 

 
SMA/ 

Sederajat 

 
 

D1-D3 

 
 

S1 

 
 

S2 

 
 

S3 

1 Juru (I/c) 2 0 0 0 0 0 2 

2 Juru Tk I (I/d) 1 0 0 0 0 0 1 

3 Pengatur Muda (II/a) 0 11 0 0 0 0 11 

 

4 
Pengatur Muda Tk I  

(II/b) 
 

0 
 

7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

7 

5 Pengatur (II/c) 0 16 0 0 0 0 16 

6 Pengatur TK. I (II/d) 0 51 1 0 0 0 52 

7 Penata Muda (III/a) 0 14 2 45 0 0 61 

8 Penata Muda TK. I (III/b) 0 23 2 24 0 0 49 

9 Penata (III/c) 0 14 4 36 4 0 58 

349

89

L P
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No 

 
 

Pangkat 

 
G

o
lo

n
ga

n
 

Pendidikan Terakhir 

Jumlah 

 
 

SD-SMP 

 
SMA/ 

Sederajat 

 
 

D1-D3 

 
 

S1 

 
 

S2 

 
 

S3 

10 Penata Tk.I (III/d) 0 12 0 99 7 0 118 

11 Pembina (IV/a) 0 0 0 20 21 0 41 

12 Pembina Tk.I (IV/b) 0 0 0 14 6 0 20 

13 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 0 0 0 0 2 0 2 

 
TOTAL 

 3 148 9 238 40  438 

Sumber : Dinas LHK Tahun 2023 

 

 

 

Gambar 8 Komposisi Pegawai Dinas LHK Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Dukungan personil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

juga berasal dari tenaga non ASN yang rincian jumlah dan jenis bidang pekerjaanya dapat 

dilihat pada Tabel 5. Tenaga non ASN ini tersebar di Kesekretariatan, 5 Bidang dan 18 

UPTD. 
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Tabel 6 Jumlah SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Non ASN  

No Tenaga Kontrak Jumlah 

1 Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi 54 

2 Satgas Zero Waste 12 

3 Tenaga Sopir Kantor 8 

4 Tim Kreatif/Media Zero Waste 6 

5 Tenaga Kebersihan Kantor 33 

6 Tenaga Keamanan Kantor 29 

7 Tenaga Teknis dan Operasional UPTD Balai TPAR  60 

8 
Tenaga Teknisi, Asisten Teknis, dan Penjaga Pabrik UPTD Balai KPH 
Rinjani Barat 

15 

9 Tenaga Teknis dan Administrasi Balai Laboratorium Lingkungan 15 

10 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Ampang Plampang 

44 

11 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Ampang Riwo 

28 

12 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Batu Lanteh 

27 

13 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Brang Beh 

21 

14 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Brang Rea Puncak Ngengas 

26 

15 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Madapangga Rompu Waworada 

30 

16 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Maria Donggomasa 

33 

17 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Orong Telu 

35 

18 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Pelangan Tastura 

29 

19 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Rinjani Barat 

55 

20 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Rinjani Timur 

41 

21 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Ropang 

33 

22 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Sejorong Mataiyang 

30 
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No Tenaga Kontrak Jumlah 

23 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai 
Taman Hutan Raya Nuraksa 

30 

24 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Tambora 

40 

25 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 
Toffo Pajo Soromandi 

32 

 Total 766 

Sumber : Dinas LHK Tahun 2023 

 

1.3 Isu Strategis 

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan senantiasa dihadapkan pada 

permasalahan- permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait dengan adanya 

pengaruh dari tindakan manusia dan adanya gangguan alam. Beberapa isu strategis terkait 

dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di NTB antara lain kualitas dan daya 

dukung lingkungan belum optimal, yang ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup 

semakin menurun, penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan 

penegakan hukum) belum optimal, terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran 

rendah, serta pesisir dan laut, Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya 

alam (illegal logging, illegal fishing, illegal mining) masih lemah. Pada Tabel 7 di bawah ini 

dapat dilihat kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode 2022-2024 

beserta permasalahan yang menjadi isu strategis. 

 Tabel 7 Kondisi IKLH Tahun 2022-2024 

Indikator 2022 2023 2024 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) 

(Poin) 

70,56 71,92 73,18 

Kualitas Air (Poin) 43,39 47,78 47 

Kualitas Udara (Poin) 89,30 90,21 93,13 

Kualitas Tutupan Lahan (Poin) 65,61 66,60 66,49 

Kualitas Air Laut (Poin) 89,48 82,88 85,83 

Sumber : Dinas LHK Provinsi NTB, 2024 

 

Kualitas air dan udara juga dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah yang 

dilakukan. Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua upaya, yaitu melalui penanganan 

sampah dan pengurangan sampah. Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan sampah, 

antara lain pada terbatasnya lahan TPA, kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir, dan 

masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) serta 

kelembagaan yang tidak berjalan sehingga banyak infrastruktur pengelolaan sampah yang 

tidak berfungsi. Pada Tabel 8 dibawah ini dapat dilihat besaran persentase sampah yang 

berhasil terkelola dari tahun 2022 s/d 2024. 
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Tabel 8 Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2022-2024 

Indikator 2022 2023 2024 

Persentase Pengelolaan Sampah 

(%) 

54,98 65,31 74,15 

Persentase Penanganan Sampah 

(%) 

42,20 49,64 53,20 

Persentase Pengurangan Sampah 

(%) 

12,78 15,67 20,95 

 

Selain itu, beberapa isu strategis lainnya yang turut mempengaruhi kondisi 

lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTB yaitu kelembagaan pengelola hutan 

belum operasional secara optimal, Pemanfaatan potensi sumber daya hutan masih 

terbatas serta masih rendahnya nilai tambah produk kehutanan. Selain itu, masih 

tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan masih luasnya lahan 

kritis yang tersebar di dalam dan di luar kawasan hutan. 

Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 812.576,57 Ha atau sekitar 41,29% dari 

luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud yaitu lahan kritis yang terdapat di dalam 

kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Faktor penyebab lahan kritis adalah 

perambatan hutan, penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, pemanfaatan sumber 

daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola 

pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan. 

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60 

selama 3 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan 

lahan, pengembangan HHBK, serta pengamanan hutan. 

Tekanan lainnya terhadap lingkungan adalah masih tingginya gangguan keamanan 

hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya. Gangguan keamanan hutan belum 

terpetakan dengan baik sehingga lokasi dan intensitas gangguan tidak dapat diantisipasi 

dalam rangka pengendalian dan pengamanan hutan yang efektif dan efisien. Sebagian besar 

lahan perambahan saat ini telah berubah fungsi menjadi areal tanaman jagung. Di satu sisi 

mendorong pertumbuhan ekonomi namun di sisi lainnya mendorong degradasi hutan dan 

lahan yang berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, longsor dan lain-lain, jika tidak 

ditangani dengan segera. 

Selain itu, kemiskinan sekitar kawasan hutan juga menjadi isu penting pembangunan 

bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada 

wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala kurangnya keterampilan 

masyarakat dalam mengolah hasil panen dari areal kelola masyarakat baik di dalam dan di 

sekitar kawasan hutan. Berdasarkan overlay data desa sekitar kawasan hutan dan data desa 

miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem (P3KE) didapatkan sebanyak 494 desa miskin yang berbatasan 
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langsung dengan kawasan hutan. Desa miskin sekitar kawasan hutan paling banyak tersebar 

di Kabupaten Bima yaitu sebanyak 122 desa (24,69%) 

Saat ini, konsep Perhutanan Sosial digunakan sebagai skema pemanfaatan kawasan 

hutan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui 3 

pilar yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Skema perhutanan sosial 

yang sudah diterapkan dan berjalan di Provinsi NTB antara lain Hutan Kemasyarakatan 

(HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Total areal 

Perhutanan Sosial yang sudah berjalan s/d 2024 adalah 72.045,92 Ha. Diharapkan konsep 

Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kelestarian 

hutan dan menyelesaikan masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan 

masyarakat hukum adat yang ada di dalam atau sekitar hutan. 

1.4 Sistematika Laporan 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas 

Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 adalah : 

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan 

Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Isu Strategis, dan Sistematika Laporan 

BAB II PERENCANAAN KINERJA yang meliputi Perencanaan Strategis dan Perjanjian 

Kinerja Dinas LHK NTB. Pada bab ini diuraikan gambaran secara singkat sasaran yang 

ingin diraih oleh masing-masing seksi/bidang/balai serta kaitannya dengan visi dan misi 

Dinas LHK NTB. Rencana kinerja tahun bersangkutan disajikan kegiatan-kegiatan dalam 

rangka mencapai sasaran program dan indikator keberhasilannya 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA yang secara umum berisi tentang Capaian Kinerja 

Organisasi dan Realisasi Anggaran.  

BAB IV PENUTUP yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

Lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya. 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Rencana Strategis 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB harus menyusun perjanjian kinerja 

dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sasarannya 

yang telah ditetapkan secara optimal diupayakan pencapaiannya melalui penjabaran Rencana 

Strategis 2019-2023 dan didetilkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan.. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan 

dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026, terdapat salah satu 

tujuan yang terkait langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Yang Lestari dan Asri”. Pada tujuan ini, 

Dinas LHK NTB bertindak sebagai OPD penanggung jawab atau OPD utama. Dinas LHK 

NTB juga berperan sebagai OPD pendukung dalam pencapaian beberapa tujuan RPD lainnya 

antara lain : 

1. Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri 

2. Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah 

3. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah 

Menuju NTB Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali Dan Nusa 

Tenggara Yang Inklusif Dan Berkelanjutan  

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukan rumusan strategi yang akan 

dijalankan. Adapun rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan nilai indeks kualitas tutupan lahan, air, dan udara; 

2. Peningkatan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca; 

3. Peningkatan upaya pengelolaan sampah; 

4. Peningkatan upaya rehabilitasi dan perlindungan hutan dan lahan; 

5. Peningkatan kemandirian desa di sekitar lingkar hutan; 

6. Peningkatan kontribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap 

pendapatan daerah; 

7. Peningkatan kinerja usaha di sektor pengelolaan sampah dan kehutanan. 

Lebih lanjut strategi yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi arah 

kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam tiga tahun sebagai berikut : 

1. Mengurangi terjadinya penebangan liar (illegal logging). 

2. Mengurangi terjadinya perambahan hutan. 

3. Mengendalikan penebangan hutan pada areal persetujuan penggunaan kawasan 

hutan. 

4. Melakukan penegakan hukum. 
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5. Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 

6. Meningkatkan luasan pembangunan hutan rakyat. 

7. Meningkatkan pembangunan demplot di setiap wilayah resort. 

8. Melakukan pengayaan (enrichment) tanaman di wilayah Perhutanan Sosial. 

9. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan. 

10. Meningkatkan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) pemegang ijin Perhutanan 

Sosial. 

11. Meningkatkan kapasitas penyuluh hutan. 

12. Memanfaatkan peluang pembiayaan kegiatan melalui sumber Non APBD/APBD. 

13. Memperkuat regulasi terkait dengan praktek pemilahan sampah. 

14. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah. 

15. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemilahan sampah. 

16. Meningkatkan kapasitas pengolahan sampah menjadi kompos. 

17. Meningkatkan kapasitas daur ulang sampah. 

18. Meningkatkan kompetensi dan memperkuat pengelola fasilitas pengomposan dan 

daur ulang sampah. 

19. Memperkuat kelembagaan pengelola fasilitas pengomposan dan daur ulang sampah. 

20. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas 

Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim. 

21. Melakukan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

22. Melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 

23. Meningkatkan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

24. Melakukan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi. 

25. Melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) provinsi. 

26. Meningkatkan penanganan pengaduan lingkungan hidup. 

27. Melakukan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan 

hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi. 
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Tabel 8 Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen RPD Dinas LHK NTB 2024-2026 

No. Tujuan 
Indikator 

Tujuan 

Target 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target  
2024 2025 2026 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Terwujudnya 

peningkatan 

kualitas  

ekosistem 

darat, laut dan 

udara 

 

Indeks Kualitas 

Air (IKA) 

45,71 46,8 47,9 Menurunnya tingkat 

pencemaran air 

Persentase titik 

pantau dengan 

kualitas air yang 

memenuhi standar 

baku mutu 

23,25 25,57 28,13 

Indeks Kualitas 

Udara (IKU) 

75-89 50-75 <50 Menurunnya tingkat 

pencemaran udara 

Persentase titik 

pantau dengan 

kualitas udara 

ambien berada 

dalam standar baku 

mutu referensi 

100 100 100 

Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan 

(IKTL) 

65,56 65,53 65,51 Meningkatnya upaya 

mempertahankan 

tutupan hutan dan lahan 

Persentase tutupan 

hutan dan lahan 

yang dipertahankan 

100 100 100 

2 Terwujudnya 

pengurangan 

emisi gas 

rumah kaca 

Persentase 

implementasi 

program mitigasi 

dan adaptasi 

perubahan iklim 

(%) 

30 30 30 Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi gas 

rumah kaca melalui 

aksi mitigasi 

Persentase 

implementasi 

program 

pengurangan emisi 

dari aksi mitigasi 

sektor/sub sektor 

Energi/pembangkit, 

30 30 30 
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No. Tujuan 
Indikator 

Tujuan 

Target 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target  
2024 2025 2026 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Transportasi, 

Bangunan, Limbah 

padat, Limbah cair, 

Sampah, Industri, 

Persawahan, 

Peternakan, 

Perkebunan, 

Kehutanan, Blue 

carbon 

Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi gas 

rumah kaca melalui 

aksi adaptasi 

Persentase 

implementasi 

program 

pengurangan emisi 

dari aksi adaptasi 

dalam bidang 

Pangan, Air, 

Energi, Kesehatan, 

Ekosistem 

30 30 30 

3 Terwujudnya 

manajemen 

pengelolaan 

sampah yang 

baik 

Persentase 

pengelolaan 

sampah (%) 

90 90 90 Meningkatnya upaya 

pengurangan sampah 

Persentase 

pengurangan 

sampah 

21,6 21,6 21,6 

Meningkatnya upaya 

penanganan sampah 

Persentase 

penanganan sampah 

68,4 68,4 68,4 



55 
 

No. Tujuan 
Indikator 

Tujuan 

Target 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target  
2024 2025 2026 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Terwujudnya 

pemulihan 

fungsi ekologis 

hutan 

 

Persentase 

pemulihan 

sumber-sumber 

mata air yang 

telah hilang (%) 

16-20 16-20 16-20 Meningkatnya upaya 

peningkatan tutupan 

hutan dan lahan 

Persentase 

peningkatan tutupan 

hutan dan lahan 

0,06-

0,12 

0,06-

0,12 

0,06-

0,12 

5 Terwujudnya 

kontribusi 

Dinas LHK 

terhadap 

capaian PAD 

Provinsi NTB 

 

Persentase 

kontribusi PAD 

DLHK (Retribusi 

dan LLPAD) 

terhadap capaian 

PAD Provinsi 

NTB (%) 

   Meningkatnya 

penerimaan PAD 

pada DLHK 

(Retribusi dan 

LLPAD) 

 

Persentase 

peningkatan 

penerimaan PAD 

pada DLHK 

(Retribusi dan 

LLPAD) 

7-10 7-10 7-10 

6 Terwujudnya 

kesejahteraan 

masyarakat di 

desa sekitar 

lingkar hutan 

 

Persentase desa 

mandiri (keluar 

dari kantong 

kemiskinan) di 

sekitar lingkar 

hutan (%) 

30 30 30 Meningkatnya 

kontribusi Perhutanan 

Sosial dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan desa 

sekitar lingkar hutan  

Persentase desa di 

sekitar lingkar 

hutan yang telah 

memiliki Kelompok 

Tani Hutan 

Perhutanan Sosial 

40 40 40 

7 Terwujudnya 

kontribusi 

Dinas LHK 

terhadap 

capaian PDRB 

Provinsi NTB 

Kontribusi sub 

sektor Kehutanan 

dan Penebangan 

Kayu serta Sektor 

Pengadaan Air, 

   Meningkatnya 

produktivitas Urusan 

Kehutanan  terhadap 

capaian PDRB Provinsi 

Produktivitas 

lapangan usaha 

ekonomi sub sektor 

Kehutanan dan 

Penebangan Kayu 

3,5-4,2 3,5-4,2 3,5-4,2 
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No. Tujuan 
Indikator 

Tujuan 

Target 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target  
2024 2025 2026 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

terhadap capaian 

PDRB NTB (%) 

NTB 

      Meningkatnya 

produktivitas Urusan 

Lingkungan Hidup 

terhadap peningkatan 

PDRB Provinsi NTB 

Produktivitas 

lapangan usaha 

ekonomi sektor 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

5,3-6,3 5,3-6,3 5,3-6,3 
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2.2. Indikator Kinerja Utama 

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama 

sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam 

RPD dan RENSTRA Periode 2024-2026. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Daerah yang 

diampu oleh Dinas LHK NTB dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi 

NTB.  

Tabel 9 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, 

Sumber Data, Alasan) 

1. Menurunnya 

tingkat 

pencemaran air 

Persentase titik pantau 

dengan kualitas air 

yang memenuhi 

standar baku mutu (%) 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data : Dinas LHK NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan kualitas air sungai dilihat dari status 

mutu airnya 

2. Menurunnya 

tingkat 

pencemaran 

udara 

Persentase titik 

pantau dengan 

kualitas udara 

ambien berada 

dalam standar baku 

mutu referensi (%) 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛 

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data : Dinas LHK NTB 

Alasan : Untuk menggambarkan kualitas udara di suatu tempat 

3. Meningkatnya 

upaya 

mempertahankan 

tutupan hutan 

dan lahan 

Persentase tutupan 

hutan dan lahan 

yang dipertahankan 

(%) 

 
 

Formulasi Perhitungan :  

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐷𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data : Kementerian LHK 

Alasan : Untuk menggambarkan tutupan hutan dan lahan yang 

dipertahankan 

4. Meningkatnya 

upaya 

pengurangan 

emisi gas rumah 

kaca melalui 

aksi mitigasi 
 

Persentase 

implementasi 

program 

pengurangan emisi 

dari aksi mitigasi 

sektor/sub sektor 

Energi/pembangkit, 

Transportasi, 

Bangunan, Limbah 

padat, Limbah cair, 

Sampah, Industri, 

Persawahan, 

Peternakan, 

Perkebunan, 

Kehutanan, Blue 

Formulasi Perhitungan :  

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

 

Sumber Data : Dinas LHK Prov. NTB 

 

Alasan : Untuk menggambarkan besaran jumlah 

sektor/subsektor (12 sektor/sub sektor) yang menjadi 

sasaran implementasi program pengurangan emisi dari 

aksi mitigasi 
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No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, 

Sumber Data, Alasan) 

carbon (%) 

5. Meningkatnya 

upaya 

pengurangan 

emisi gas rumah 

kaca melalui 

aksi adaptasi 

Persentase 

implementasi 

program 

pengurangan emisi 

dari aksi adaptasi 

dalam bidang 

Pangan, Air, 

Energi, Kesehatan, 

Ekosistem (%) 
 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑠𝑖
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

 

Sumber Data: Dinas LHK Prov. NTB 

 

Alasan : 

Untuk menggambarkan besaran jumlah sektor/subsektor (5 

sektor/sub sektor) yang menjadi sasaran implementasi 

program pengurangan emisi dari aksi adaptasi 

6. Meningkatnya 

upaya 

pengurangan 

sampah 

Persentase 

pengurangan 

sampah (%) 
 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

 

Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB 

Alasan : 

Untuk memberikan gambaran jumlah sampah yang dapat 

ditangani, dan pengurangan jumlah sampah 

yang dilakukan (Bank Sampah, pengelola 

sampah dsb) 

7. Meningkatnya 

upaya penangan 

sampah 

Persentase 

penanganan 

sampah (%) 
 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑇𝑃𝐴

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB 

Alasan : 

Untuk memberikan gambaran jumlah sampah yang dapat 

ditangani di TPA  

8. Meningkatnya 

upaya 

peningkatan 

tutupan hutan 

dan lahan 

Persentase 

peningkatan 

tutupan hutan dan 

lahan (%) 

 
 

Formulasi Perhitungan :  
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 1

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 1 
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data :  

Dinas LHK NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan peningkatan tutupan hutan dan lahan  

9. Meningkatnya 

penerimaan 

PAD pada 

DLHK 

(Retribusi dan 

LLPAD) 

Persentase 

peningkatan 

penerimaan PAD 

pada DLHK 

(Retribusi dan 

LLPAD) (%) 

 

 
 

Formulasi Perhitungan :  
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 

𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 1
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 1 

𝑥 100% 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data :  

Dinas LHK NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan peningkatan penerimaan PAD pada 

DLHK (Retribusi dan LLPAD) 
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No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, 

Sumber Data, Alasan) 

10. Meningkatnya 

kontribusi 

Perhutanan 

Sosial dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

desa sekitar 

lingkar hutan 

Persentase desa di 

sekitar lingkar 

hutan yang telah 

memiliki 

Kelompok Tani 

Hutan Perhutanan 

Sosial (%) 

 

 

 
 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝐾𝑇𝐻

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛
𝑥 100% 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan desa lingkar hutan 

11. Meningkatnya 

produktivitas 

Urusan 

Kehutanan  

terhadap capaian 

PDRB Provinsi 

NTB 

Produktivitas 

lapangan usaha 

ekonomi sub sektor 

Kehutanan dan 

Penebangan Kayu 

(%) 

 

 
 

Formulasi Perhitungan :  
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐻𝐾 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − (𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1)

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐻𝐾 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 
𝑥 100% 

Ket : PDRB sektor HK : PDRB sektor Kehutanan dan 

Penebangan Kayu  

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sub 

sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu pada PDRB NTB 

12. Meningkatnya 

produktivitas 

Urusan 

Lingkungan 

Hidup terhadap 

peningkatan 

PDRB Provinsi 

NTB 
 

Produktivitas 

lapangan usaha 

ekonomi sektor 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

(%) 

 

 
 

Formulasi Perhitungan :  
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐴𝑆 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − (𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1)

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐴𝑆 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 
𝑥 100% 

Ket : PDRB sektor AS : PDRB sektor Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah, dan Daur Ulang 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan pertumbuhan produktivitas lapangan 

usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah, dan Daur Ulang pada PDRB NTB 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2024 

 

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam  Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian 

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber 

daya yang tersedia. 

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. 

Untuk Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/
http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/
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diperjanjikan antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan 

Gubernur NTB. 

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja aparatur dan digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / 

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi / organisasi. Perjanjian Kinerja 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai 

berikut. 

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 

2024 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
 

Target  
1 2 3 4 

1 

 

Menurunnya tingkat 

pencemaran air 

1. Persentase titik pantau dengan kualitas air yang 

memenuhi standar baku mutu 

23,25% 

 

2 

 

Menurunnya tingkat 

pencemaran udara 

1. Persentase titik pantau dengan kualitas udara 

ambien berada dalam standar baku mutu referensi 

100% 

 

3 

 

 

 

Meningkatnya upaya 

mempertahankan 

tutupan hutan dan 

lahan 

1. Persentase tutupan hutan dan lahan yang 

dipertahankan 

100% 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi 

gas rumah kaca 

melalui aksi mitigasi 

 

1. Persentase implementasi program pengurangan 

emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor 

Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, 

Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, 

Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, 

Blue carbon 

30% 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi 

gas rumah kaca 

melalui aksi adaptasi 

1. Persentase implementasi program pengurangan 

emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, 

Energi, Kesehatan, Ekosistem  

 

30% 

 

 

 

6 

 

Meningkatnya upaya 

pengurangan sampah 

1. Persentase pengurangan sampah  

 

21,6% 

 

7 

 

Meningkatnya upaya 

penanganan sampah 

1. Persentase penanganan sampah 68,4% 

 

8 

 

 

Meningkatnya upaya 

peningkatan tutupan 

hutan dan lahan 

1. Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan 

 

 

0,06-0,12% 

 

 

9 

 

 

 

 

Meningkatnya 

penerimaan PAD pada 

DLHK (Retribusi dan 

LLPAD) 

1. Persentase peningkatan penerimaan PAD pada 

DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

 

 

 

7-10 % 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 

kontribusi Perhutanan 

Sosial dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan desa 

sekitar lingkar hutan 

1. Persentase desa di sekitar lingkar hutan yang telah 

memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

11 

 

 

Meningkatnya 

produktivitas Urusan 

Kehutanan  terhadap 

1. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor 

Kehutanan dan Penebangan Kayu 

 

3,5-4,2% 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
 

Target  
1 2 3 4 

 

 

capaian PDRB 

Provinsi NTB 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 

produktivitas Urusan 

Lingkungan Hidup 

terhadap peningkatan 

PDRB Provinsi NTB 

 

1. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 

 

 

 

5,3-6,3% 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2024
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

  

Akuntabilitas kinerja adalah kewajban untuk menjawab secara transparan mengenai 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak terkait 

yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas disampaikan secara 

terbuka dan transparan serta dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan kepada 

publik/masyarakat. 

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka 

waktu satu tahun, sebagai bahan  untuk  menilai kinerja organisasi dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan, untuk itu diperlukan sistem 

pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan/program/ 

kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka  mewujudkan visi  dan misi yang diembannya. 

Pimpinan OPD menyusun Laporan Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang 

disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir 

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mengukur 

capaian kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif terhadap capaian. Untuk 

menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah, diperlukan adanya penetapan indikator 

kinerja sebagai parameter atau ukuran untuk setiap kebijakan / program / kegiatan Penetapan 

indikator kinerja   ini  didasarkan  pada dokumen  Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 yang telah mendapatkan  

pengesahan. 

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN 

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran 

strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan 

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya 

berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan 

informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja 

yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang 

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan secara berkala, 

baik triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja 

harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dapat memberikan penilaian atas capaian target dari 

masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-

2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. 
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1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Tahun Anggaran 2023 

berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Gubernur NTB adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 11 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Menurunnya tingkat pencemaran 

air 

Persentase titik pantau 

dengan kualitas air yang 

memenuhi standar baku 

mutu 

23,25% 

 

12,72% 54,74 

2 Menurunnya tingkat pencemaran 

udara 

Persentase titik pantau 

dengan kualitas udara 

ambien berada dalam 

standar baku mutu 

referensi 

100% 

 

100% 100 

3 Meningkatnya upaya 

mempertahankan tutupan hutan 

dan lahan 

Persentase tutupan hutan 

dan lahan yang 

dipertahankan 

100% 

 

 

 

100% 100 

4 Meningkatnya upaya pengurangan 

emisi gas rumah kaca melalui aksi 

mitigasi 

 

Persentase implementasi 

program pengurangan 

emisi dari aksi mitigasi 

sektor/sub sektor 

Energi/pembangkit, 

Transportasi, Bangunan, 

Limbah padat, Limbah 

cair, Sampah, Industri, 

Persawahan, Peternakan, 

Perkebunan, Kehutanan, 

Blue carbon 

30% 

 

 

 

 

100% 333,33 

5 Meningkatnya upaya pengurangan 

emisi gas rumah kaca melalui aksi 

adaptasi 

Persentase implementasi 

program pengurangan 

emisi dari aksi adaptasi 

dalam bidang Pangan, 

Air, Energi, Kesehatan, 

Ekosistem  

 

30% 

 

 

 

100% 333,33 

6 Meningkatnya upaya pengurangan 

sampah 

Persentase pengurangan 

sampah  

 

21,6% 

 

20,95% 96,99 

7 Meningkatnya upaya penanganan 

sampah 

Persentase penanganan 

sampah 

68,4% 

 

53,20% 77,78 
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8 Meningkatnya upaya peningkatan 

tutupan hutan dan lahan 

Persentase peningkatan 

tutupan hutan dan lahan 

 

 

0,06-

0,12% 

 

 

-    - 

9 Meningkatnya penerimaan PAD 

pada DLHK (Retribusi dan 

LLPAD) 

Persentase peningkatan 

penerimaan PAD pada 

DLHK (Retribusi dan 

LLPAD) 

 

 

 

7-10 % 

 

 

 

 

-26,21% - 

10 Meningkatnya kontribusi 

Perhutanan Sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan desa 

sekitar lingkar hutan 

Persentase desa di sekitar 

lingkar hutan yang telah 

memiliki Kelompok Tani 

Hutan Perhutanan Sosial 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

38.93% 97.33 

11 Meningkatnya produktivitas 

Urusan Kehutanan  terhadap 

capaian PDRB Provinsi NTB 

Produktivitas lapangan 

usaha ekonomi sub 

sektor Kehutanan dan 

Penebangan Kayu 

3,5-4,2% 

 

 

 

 

2,53% 

berdasarkan 

harga 

berlaku / 

0,36% 

berdasarkan 

harga 

konstan 

- 

12 Meningkatnya produktivitas 

Urusan Lingkungan Hidup 

terhadap peningkatan PDRB 

Provinsi NTB 

 

Produktivitas lapangan 

usaha ekonomi sektor 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

5,3-6,3% 

 

 

 

 

 

4,68% 

berdasarkan 

harga 

berlaku / 

1,84% 

berdasarkan 

harga 

konstan  

- 

 

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 

1.1.1.1. Menurunnya tingkat pencemaran air 

Indikator   : Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu 

Target : 23,25% 

Realisasi : 12,72% 

Uraian :  

 

Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu diukur melalui 

kegiatan pemantauan kualitas air sungai di 10 sungai di Provinsi NTB. Pemantauan kualitas air 

sungai dilakukan dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah, dan hilir Daerah Aliran 

Sungai (DAS). Sampel kualitas air sungai diambil di beberapa sungai di wilayah NTB yaitu 
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Tojang, Sari, Babak, Ancar, Segara, Dodokan, Brang Rea, Brang Biji, Rabalaju, dan Padolo. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Adapun 

parameter dari perhitungan IKA ini adalah pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3-N, Total Fosfat 

dan Fecal Coliform. Jika nilai indeks pencemar semakin tinggi maka semakin buruk kualitas 

airnya. Data kualitas air diambil dari 330 titik yang tersebar di 10 kabupaten/kota pada 

provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengambilan sampel pada 120 titik dilakukan oleh Dinas LHK 

Provinsi NTB, dan 210 titik sisanya oleh Dinas LH Kab/Kota. Data ini diambil dari titik hilir 

hingga ke hulu. Pemantauan dilakukan sebanyak 2 periode yaitu pada saat musim hujan dan 

kemarau. 

Berdasarkan grafik dan tabel di atas bisa dilihat bahwa nilai IKA NTB masih dalam kondisi 

buruk, hal ini disebabkan sebagian besar sampel memiliki nilai DO yang tidak memenuhi nilai 

baku mutu dan nilai fecal coliform yang tinggi. Oksigen  terlarut atau DO (dissolved oxygen) 

adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorbs 

atmosfer/udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan 

makanan oleh mahkluk hidup dalam air, jika kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan 

menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. 

Sebanyak 97 dari 120 sampel yang diambil oleh Provinsi, dan 172 dari 210 sampel yang 

diambil oleh kabupaten/kota memiliki nilai DO diatas 4 mg/L sesuai dengan baku mutu yang 

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 

2021. 

Hal ini berkaitan juga dengan nilai BOD, dimana jika nilai BOD tinggi maka akan 

mempengaruhi nilai DO dalam air. Biological Oxygen Demand (BOD) adalah ukuran oksigen 

yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan sampah. Sungai yang memiliki 

kadar BOD tinggi merupakan indikasi tingginya pencemaran di sungai karena oksigen terlarut 

yang tersedia di dalam air digunakan oleh bakteri, dan hal ini mengakibatkan berkurangnya 

oksigen yang tersedia untuk ikan dan makhluk air lainnya. Pada hasil sampling kualitas air 

sungai pada tahun 2024, terdapat 11 dari 120 sampel Provinsi dan 51 dari 210 sampel 

kabupaten/kota yang nilai BOD nya di atas 3 mg/L sesuai dengan baku mutu yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021.  

Fecal coliform adalah coliform yang berasal dari feses baik manusia maupun binatang, fecal 

coliform yang tinggi dapat membahayakan lingkungan, dekomposisi aerobiknya dapat 

menurunkan oksigen terlarut sehingga menimbulkan kematian pada ikan dan organisme 

akuatik lainnya. Fecal coliform tinggi juga dapat menekan pertumbuhan bakteri 

menguntungkan sehingga merusak keseimbangan akuatik secara keseluruhan. Berdasarkan 

hasil uji lab yang telah dilakukan, terdapat 109 dari 120 sampel Provinsi dan 165 dari 210 

sampel kabupaten/kota yang melebihi baku mutu dan memiliki nilai fecal coli >1.000 mg/L . 
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Tabel 12 Rekapitulasi Status Mutu Air Sungai di Provinsi NTB 

Mutu Air 
Jumlah pemantauan (sampel) 

Provinsi Kab/Kota Total 

Memenuhi 8 34 42 

Cemar Ringan 77 112 189 

Cemar Sedang 35 64 99 

Cemar Berat 0 0 0 

Total 120 210 330 

 

1.1.1.2. Menurunnya tingkat pencemaran udara 

Indikator : Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku 

mutu referensi. 

Target  : 100% 

Capaian : 100% 

Uraian  :   

 

Indikator di atas diukur melalui kegiatan pemantauan kualitas udara ambien yang dilaksanakan 

dengan menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling, yaitu Transportasi, 

Industri, Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO2 dan NO2. 

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur baku mutu 

udara ambien, seluruh hasil uji sampel passive sampler sebanyak 80 sampel berada di bawah 

baku mutu udara. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa 100% titik pantau udara perkotaan 

memenuhi standar baku mutu 

 

1.1.1.3. Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan 

Indikator   : Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan 

Target    :  100% 

Realisasi  :   

Uraian   : 

Indikator di atas diukur melalui upaya mempertahankan luasan tutupan hutan dan lahan 

yang tetap mengacu pada baseline data luasan tutupan hutan dan lahan tahun … 
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1.1.1.4. Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi 

 

Indikator       : Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi 

sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah 

padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, 

Kehutanan, Blue carbon 

Target  : 30% 

Realisasi : 100% 

Uraian  : 
 

Pada rentang waktu dari tahun 2010 hingga 2022, Provinsi NTB mengalami penurunan emisi 

CO₂ eq dalam sektor kehutanan. Penurunan ini sangat signifikan dan mencerminkan upaya 

yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Secara garis besar, 

Dinas LHK NTB telah melakukan seluruh kegiatan inti pencegahan penurunan cadangan 

karbon (pembentukan KEE, rehabilitasi hutan dan lahan, pembentukan perhutanan sosial) 

dalam rangka mitigasi perubahan iklim 

Pada sub sektor pengelolaan limbah, Provinsi NTB berhasil mencatat penurunan emisi CO₂ eq 

yang dihasilkan dari sektor limbah. Penurunan ini mencerminkan upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menerapkan praktik pengelolaan 

limbah yang lebih berkelanjutan, antara lain pengelolaan TPA, pengurangan sampah dari 

rumah tangga, dan optimalisasi bank sampah untuk mengukur produktivitas kegiatan 

pengolahan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recyle) 

1.1.1.5. Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi 

Indikator       : Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam 

bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem 

Target  : 30% 

Realisasi : 100% 

Uraian  : 

Implementasi program pengurangan emisi GRK dari aksi adaptasi perubahan iklim 

dicerminkan melalui pengusulan kelompok Program Kampung Iklim (Proklim). Kelompok 

yang diusulkan merupakan kelompok yang sudah melakukan aksi adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim. Pendampingan kelompok proklim dilaksanakan melalui sosialisasi, 

pembinaan, pelatihan maupun pemberian bantuan sarana prasarana. 
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1.1.1.6. Meningkatnya cakupan pengurangan sampah 

Indikator : Persentase pengurangan sampah 

Target  : 21,6% 

Realisasi : 20,95% 

Uraian  :  

 

 

Tahun 2024 persentase pengurangan sampah mencapai 20,95 % dan meningkat dari tahun 

sebelumnya. Upaya pengurangan sampah ini didukung dengan penambahan beberapa sarana 

prasarana dan pengelolaan sampah skala rumah tangga pada beberapa lokasi. 

 

1.1.1.7. Meningkatnya cakupan penanganan sampah 

Indikator : Persentase Penanganan Sampah 

Target  : 68,4% 

Realisasi : 53,20% 

Uraian  :  
 

Sampai akhir Desember 2024, persentase penanganan sampah terhitung sebesar 53,20% 

yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 13 Persentase Penanganan Sampah 

Kabupaten/Kota 

Proyeksi Sampah 

Harian 2024 

(Ton/Hari) 

Realisasi 2024 

Rata-rata Rata-rata % 

Kota Mataram 346.86 327.30 95.17 

Lombok Barat 524.21 194.70 37.69 

Lombok Tengah 363.94 230.00 63.83 

Lombok Timur 537.00 196.30 37.29 

KLU 104.00 68.10 73.74 

Kab. Sumbawa 192.25 119.00 62.47 

Sumbawa Barat 93.45 80.00 78.28 

Dompu 106.17 66.15 63.28 

Kabupaten Bima 395.13 61.00 15.61 

Kota Bima 93.70 98.75 75.96 

Total Provinsi NTB 2,746.82 1,441.30 53.20 

 Sumber: Dinas LHK NTB, 2024 
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1.1.1.8. Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan 

Indikator : Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan 

Target  : 0,06%-0,12% 

Realisasi : - 

Uraian  :  

 

Pengukuran indikator di atas belum dapat dilakukan karena data tutupan hutan dan lahan tahun 

2024 belum dirilis resmi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII 

Denpasar. 

 

 

 

 

 

1.1.1.9. Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

Indikator : Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

Target  : 7%-10% 

Realisasi : -26,21% 

Uraian  :  
 

Pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari 

retribusi dan lain-lain PAD (LLPAD) yang sah. Beberapa objek retribusi antara lain jasa 

umum cetak peta, pelayanan laboratorium lingkungan, jasa hasil hutan, HHBK, dan retribusi 

tempat rekreasi. Sedangkan untuk LLPAD yang sah, objeknya ialah hasil kerja sama daerah 

atau penerimaan komisi atau bentuk lainnya yang sah. Untuk mengetahui persentase 

peningkatan penerimaan PAD pada Dinas LHK, perlu melihat data penerimaan pada kurun 

waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu data tahun 2023 sebesar Rp. 4.864.576.080,- dan tahun 

2024 sebesar Rp. 3.589.608.262,- Sehingga persentase nya dapat dihitung dan dapat diketahui 

bahwa tren penerimaan PAD menurun sebesar 26.21%. Realisasi pada tahun 2024 melampaui 

target (113,68%) namun secara pertumbuhan menurun. Hal ini disebabkan oleh target dan 

realisasi PAD tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 dikarenakan perubahan 

kewenangan pusat-daerah. 

1.1.1.10. Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan 

kesejahteraan desa sekitar lingkar hutan 

 

Indikator       :   Persentase desa di sekitar lingkar hutan yang telah memiliki Kelompok Tani 

Hutan Perhutanan Sosial 

Target  : 40% 

Realisasi : 38,93% 

Uraian  :  



70 
 
 

 

Perhutanan sosial (PS) adalah sistem pengelolaan dilaksanakan dalam kawasan hutan negara 

atau hutan hak/hutan adat yang dikelola oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum 

adat sebagai pelaku utama. Program perhutanan sosial (PS) bertujuan untuk masyarakat 

melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian 

hutan. Pemerintah memberikan persetujuan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan 

hutan selama 35 tahun. Pada tahun 2024 ini telah terdata sejumlah 197 dari 506 desa miskin 

sekitar kawasan hutan yang telah memiliki kelompok tani hutan (38,93%) 

 

1.1.1.11. Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB 

Provinsi NTB 
 

Indikator          :   Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan 

Penebangan Kayu 

 

Target : 3,5% - 4,2% 

Realisasi :2,53% berdasarkan harga berlaku / 0,36% berdasarkan harga konstan 

(kondisi tahun 2023) 

Uraian       :  
 

Sektor kehutanan turut menyumbang capaian PDRB Provinsi NTB, meliputi penebangan 

segala jenis kayu dan seluurh komoditas yang dihasilkan dari kegiatan kehutanan. Untuk tahun 

2024, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data. Jika melihat kondisi capaian 

di 2022 dan 2023, maka produktivitas urusan kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi 

NTB ialah 2,53% berdasarkan harga berlaku, dan 0,36% berdasarkan harga konstan. 

1.1.1.12. Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap 

peningkatan PDRB Provinsi NTB 
 

Indikator            : Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

Target : 5,3 % - 6,3% 

Realisasi : 4,68% berdasarkan harga berlaku, dan 1,84% berdasarkan harga konstan 

(kondisi tahun 2023) 

Uraian       :  

 

Sektor lingkungan hidup berperan dalam pencapaian PDRB apda kategori Pengadaaan Air, 

Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang. Kategori ini mencakup kegiatan lapangan usaha yang 

berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah oleh pemerintah dan swasta, baik 

yang bersumber dari APBD maupun APBN. Perhitungan pengelolaan sampah/limbah 
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menggunakan pendekatan pendapatan. Jika melihat kondisi capaian di 2022 dan 2023, maka 

produktivitas urusan lingkungan hidup terhadap capaian PDRB Provinsi NTB ialah 4,68% 

berdasarkan harga berlaku, dan 1,84% berdasarkan harga konstan. Untuk tahun 2024, belum 

tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data. 

 

3.1.2 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra 
 

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Tahun Anggaran 2024 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra 2024-2026 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 14 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target 

Renstra 

2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

1 Menurunnya tingkat 

pencemaran air 

Persentase titik pantau 

dengan kualitas air yang 

memenuhi standar baku 

mutu 

23,25% 

 

12,72% 54,74 

2 Menurunnya tingkat 

pencemaran udara 

Persentase titik pantau 

dengan kualitas udara 

ambien berada dalam 

standar baku mutu 

referensi 

100% 

 

100% 100 

3 Meningkatnya upaya 

mempertahankan tutupan 

hutan dan lahan 

Persentase tutupan hutan 

dan lahan yang 

dipertahankan 

100% 

 

 

 

100% 100 

4 Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi gas 

rumah kaca melalui aksi 

mitigasi 

 

Persentase implementasi 

program pengurangan 

emisi dari aksi mitigasi 

sektor/sub sektor 

Energi/pembangkit, 

Transportasi, Bangunan, 

Limbah padat, Limbah 

cair, Sampah, Industri, 

Persawahan, Peternakan, 

Perkebunan, Kehutanan, 

Blue carbon 

30% 

 

 

 

 

100% 333,33 

5 Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi gas 

rumah kaca melalui aksi 

adaptasi 

Persentase implementasi 

program pengurangan 

emisi dari aksi adaptasi 

dalam bidang Pangan, 

Air, Energi, Kesehatan, 

Ekosistem  

30% 

 

 

 

100% 333,33 

6 Meningkatnya upaya 

pengurangan sampah 

Persentase pengurangan 

sampah  

21,6% 

 

20,95% 96,99 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target 

Renstra 

2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

7 Meningkatnya upaya 

penanganan sampah 

Persentase penanganan 

sampah 

68,4% 

 

53,20% 77,78 

8 Meningkatnya upaya 

peningkatan tutupan hutan 

dan lahan 

Persentase peningkatan 

tutupan hutan dan lahan 

 

0,06-0,12% 

 

 

-    - 

9 Meningkatnya penerimaan 

PAD pada DLHK (Retribusi 

dan LLPAD) 

Persentase peningkatan 

penerimaan PAD pada 

DLHK (Retribusi dan 

LLPAD) 

7-10 % 

 

 

 

 

-26,21% - 

10 Meningkatnya kontribusi 

Perhutanan Sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

desa sekitar lingkar hutan 

Persentase desa di 

sekitar lingkar hutan 

yang telah memiliki 

Kelompok Tani Hutan 

Perhutanan Sosial 

40% 

 

 

 

 

 

38.93% 97.33 

11 Meningkatnya produktivitas 

Urusan Kehutanan  terhadap 

capaian PDRB Provinsi 

NTB 

Produktivitas lapangan 

usaha ekonomi sub 

sektor Kehutanan dan 

Penebangan Kayu 

 

3,5-4,2% 

 

 

 

 

2,53% 

berdasarkan 

harga 

berlaku / 

0,36% 

berdasarkan 

harga 

konstan 

- 

12 Meningkatnya produktivitas 

Urusan Lingkungan Hidup 

terhadap peningkatan PDRB 

Provinsi NTB 

 

Produktivitas lapangan 

usaha ekonomi sektor 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

 

 

 

5,3-6,3% 

 

 

 

 

 

4,68% 

berdasarkan 

harga 

berlaku / 

1,84% 

berdasarkan 

harga 

konstan  

- 

 

 

3.1.2.1 Menurunnya tingkat pencemaran air 

Pada tahun 2024 persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu 

mencapai 12,72% atau 54,74% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam 

Renstra 2024-2026 

Tabel 15 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Titik Pantau Dengan Kualitas Air Yang 

Memenuhi Standar Baku Mutu Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam 

Renstra 
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Indikator Kinerja 

Target 

Renstra 

2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Persentase titik pantau dengan kualitas air yang 

memenuhi standar baku mutu 

23,25% 

 

12,72% 54,74 

  

3.1.2.2 Menurunnya tingkat pencemaran udara  

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di tahun 2024, dijelaskan bahwa seluruh titik 

pantau memenuhi standar baku mutu, sehingga capaiannya 100% atau 100% dari  target 

jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 

Tabel 16  Realisasi Kinerja Indikator Persentase Titik Pantau Dengan Kualitas Udara Ambien 

Berada Dalam Standar Baku Mutu Referensi Tahun Ini dengan Target Jangka 

Menengah dalam Renstra 

Indikator Kinerja 

Target 

Renstra 

2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien 

berada dalam standar baku mutu referensi 

100% 

 

100 100 

 

3.1.2.3 Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan 

Upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan diukur dari indikator persentase tutupan 

hutan dan lahan yang dipertahankan, capaiannya pada tahun 2024 adalah sebesar 100% atau 

100% dari target jangka menengah dalam Renstra 

Tabel 17 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Luas Kawasan Hutan dan Lahan Lestari Tahun 

Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Kinerja 

Target 

Renstra 

2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Persentase tutupan hutan dan lahan yang 

dipertahankan 

100% 

 

100% 100 

 

3.1.2.4 Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi 

Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) diukur dari implementasi program 

pengurangan emisi dari aksi mitigasi sub sektor kehutanan dan pengelolaan limbah yang 

dilakukan oleh Dinas LHK NTB. Pada tahun 2024, Dinas LHK NTB telah melaksanakan 

100% kegiatan inti dalam rangka aksi mitigasi perubahan iklim. 

 

Tabel 18 Realisasi Kinerja Indikator Persentase implementasi program pengurangan emisi dari 

aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah 
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padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, 

Kehutanan, Blue carbon Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Kinerja 

Target 

Renstra 

2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Persentase implementasi program 

pengurangan emisi dari aksi mitigasi 

sektor/sub sektor Energi/pembangkit, 

Transportasi, Bangunan, Limbah padat, 

Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, 

Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue 

carbon 

30% 

 

100% 333,33 

3.1.2.5 Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi 

Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) diukur dari implementasi program 

pengurangan emisi dari aksi mitigasi sub sektor kehutanan dan pengelolaan limbah yang 

dilakukan oleh Dinas LHK NTB. Pada tahun 2024, Dinas LHK NTB telah melaksanakan 

100% kegiatan inti dalam rangka aksi adaptasi perubahan iklim. 

Tabel 19 Realisasi Kinerja Indikator Persentase implementasi program pengurangan emisi dari 

aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem Tahun Ini 

dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Kinerja 

Target 

Renstra 

2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Persentase implementasi program pengurangan 

emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, 

Energi, Kesehatan, Ekosistem 

30% 

 

100% 333,33 

 

3.1.2.6 Meningkatnya cakupan pengurangan sampah 

Capaian persentase pengurangan sampah telah mencapai 20,95% atau 96,99% dari target yang 

ditetapkan dalam Renstra. 

Tabel 20 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Pengurangan Sampah Tahun Ini dengan Target 

Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Kinerja 

Target 

Renstra 

2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Persentase pengurangan sampah 21,60% 

 

20,95% 96,99 

 

3.1.2.7 Meningkatnya cakupan penanganan sampah 

Capaian persentase penanganan sampah mencapai 53,20% dari target 77,78% yang ditetapkan 

dalam Renstra. 
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Tabel 21 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penanganan Sampah Tahun Ini dengan Target 

Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Kinerja 

Target 

Renstra 

2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Persentase penanganan sampah 68,4% 

 

53,20% 77,78 

 

 

3.1.2.8 Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan 

Capaian persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan tahun 2024 belum dapat dihitung 

karena belum ada rilis data resmi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII 

Denpasar selaku wali data.  

Tabel 22 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Tutupan Hutan dan Lahan dengan 

Target Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Kinerja 
Target 

Renstra 2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan 0,06%-0,12% 

 

- - 

 

3.1.2.9 Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

Capaian penerimaan PAD sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sejumlah Rp. 

3.589.608.262,- Jika dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar Rp. 4.864.576.080,- , maka 

telah terjadi penurunan penerimaan sebesar 26,21%. Hal ini disebabkan oleh target dan 

realisasi PAD tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 dikarenakan perubahan 

kewenangan pusat-daerah. 

Tabel 23 Realisasi Kinerja Indikator Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK 

(Retribusi dan LLPAD) dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Kinerja 
Target 

Renstra 2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Persentase peningkatan penerimaan PAD pada 

DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

7% - 10% -26,21%  
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3.1.2.10 Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan 

desa sekitar lingkar hutan 

Kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkar hutan 

terukur melalui keberadaan kelompok tani hutan pada desa sekitar lingkar hutan. Berdasarkan 

data di tahun 2024, telah terdapat 197 desa miskin sekitar kawasan hutan yang telah memiliki 

kelompok tani hutan. 

Tabel 24 Realisasi Kinerja Indikator Persentase desa di sekitar lingkar hutan yang telah 

memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial dengan Target Jangka Menengah 

dalam Renstra 

Indikator Kinerja 
Target 

Renstra 2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Persentase desa di sekitar lingkar hutan yang telah 

memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial 

40% 

 

38,93% 97,33 

 

3.1.2.11 Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB 

Provinsi NTB 

Sektor kehutanan turut menyumbang capaian PDRB Provinsi NTB, meliputi penebangan segala 

jenis kayu dan seluurh komoditas yang dihasilkan dari kegiatan kehutanan. Untuk tahun 2024, 

belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data. Jika melihat kondisi capaian di 2023, 

PDRB sub sektor kehutanan mencapai ialah 2,53% berdasarkan harga berlaku, dan 0,36% 

berdasarkan harga konstan. 

Tabel 25 Realisasi Kinerja Indikator Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan 

dan Penebangan Kayu dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Kinerja 
Target 

Renstra 2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor 

Kehutanan dan Penebangan Kayu 

3,5%-4,2% 2,53% 

berdasarkan 

harga berlaku, 

dan 0,36% 

berdasarkan 

harga konstan. 

- 
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3.1.2.12 Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap capaian 

PDRB Provinsi NTB 

Untuk tahun 2024, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data. Jika melihat kondisi 

capaian di 2023, PDRB sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

mencapai ialah 4,68% berdasarkan harga berlaku, dan 1,84% berdasarkan harga konstan. 

Tabel 26 Realisasi Kinerja Indikator Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan Target Jangka Menengah dalam 

Renstra 

Indikator Kinerja 
Target 

Renstra 2024 

Realisasi 2024 terhadap 

Target Renstra  

Realisasi % Capaian 

Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 

  

5,3%-6,3% 4,68% 

berdasarkan 

harga berlaku, 

dan 1,84% 

berdasarkan 

harga konstan 

- 

 

3.1.3 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 
 

Realisasi kinerja seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Gubernur NTB Tahun 

Anggaran 2024 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan. 

3.1.3.1 Menurunnya tingkat pencemaran air 

Indikator persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu tidak 

termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan. 

3.1.3.2 Menurunnya tingkat pencemaran udara 

Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu 

referensi tidak ditetapkan dalam standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan. 

3.1.3.3 Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan 

Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan tidak ditetapkan dalam standar 

nasional sehingga tidak dapat dibandingkan 

3.1.3.4 Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi 

Indikator persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub 

sektor energi/pembangkit, transportasi, bangunan, limbah padat, limbah cair, sampah, industri, 

persawahan, peternakan, perkebunan, kehutanan, blue carbon tidak ditetapkan dalam standar 

nasional sehingga tidak dapat dibandingkan 
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3.1.3.5 Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi 

Indikator produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, 

limbah dan daur ulang tidak ditetapkan dalam standar nasional sehingga tidak dapat 

dibandingkan. 

3.1.3.6 Meningkatnya upaya pengurangan sampah 

Indikator persentase pengurangan sampah tidak termuat dalam standar nasional.   

3.1.3.7 Meningkatnya upaya penanganan sampah 

Indikator persentase penanganan sampah tidak termuat dalam standar nasional 

3.1.3.8 Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan 

Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan tidak ditetapkan dalam standar nasional 

sehingga tidak dapat dibandingkan 

3.1.3.9 Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) tidak ditetapkan 

dalam standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan 

3.1.3.10 Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan 

kesejahteraan desa sekitar lingkar hutan 

Indikator persentase desa di sekitar lingkar hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan 

Perhutanan Sosial tidak ditetapkan dalam standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan 

3.1.3.11 Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB 

Provinsi NTB 

Indikator produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu 

tidak termuat dalam standar nasional 
 

3.1.3.12 Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan 

PDRB Provinsi NTB 

Indikator produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang tidak termuat dalam standar nasional. 

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah 

Dilakukan 

3.1.4.1 Menurunnya tingkat pencemaran air 

Capaian di atas belum memenuhi target yang ditetapkan karena masih terdapat 97 pelaku 

usaha/kegiatan yang belum taat terhadap ketentuan ijin lingkungannya dan 5 (lima) pelaku 

usaha/kegiatan lainnya yang belum melakukan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan 

PROPER. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB telah memberikan 
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peringatan berupa teguran tertulis agar dapat dtindaklanjuti oleh usaha/kegiatan yang 

bersangkutan. 

Dalam rangka penurunan tingkat pencemaran air yang bersumber dari usaha/kegiatan, upaya 

strategis dan alternatif solusi lainnya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB antara lain : 

1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 

Pengendalian pelaksanaan RPPLH dilakukan melalui pelaksanaan penyusunan dokumen yang 

disusun oleh Provinsi dan Penilaian terhadap dokumen yang  disusun oleh Kabupaten/ Kota. 

Dokumen yang disusun Provinsi antara lain Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) Provinsi NTB 

2. Penetapan RPPLH Provinsi 

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RPPLH adalah perencanaan tertulis 

yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 

pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penetapan Perda RPPLH Provinsi NTB Nomor 4 

Tahun 2024 tanggal 30 Mei Tahun 2024 

3. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 

Provinsi NTB melakukan penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB dan 

rekomendasi Validasi KLHS telah terbit berdasarkan surat Direktur Jenderal Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

S.452/Menlhk-PKTL/PDLKWS/Pla.3/6/2024 tanggal 5 Juni 2024 perihal Validasi Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi NTB Tahun 2025-2045.  

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB juga melakukan penyusunan Dokumen 

KLHS RPJMD Provinsi NTB, Rekomendasi KLHS RPJMD Provinsi NTB telah terbit 

berdasarkan surat Plt. Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 

Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor: 

S.02/A.E/PLA.S2/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal: Validasi Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.  

Selain melakukan penyelenggaraan terhadap KLHS RPJPD dan RPJMD Provinsi NTB, Tim 

Validasi Provinsi NTB juga melakukan Validasi terhadap dokumen KLHS RPJPD dan 

RPJMD Kabupaten Kota. 

4. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 

Pada Tahun 2024, penyelenggaraan KLHS Tata ruang dilakukan dengan melakukan Validasi 

terhadap Dokumen KLHS Tata Ruang Kabupaten/Kota se NTB baik RTRW maupun RDTR. 

5. Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Resiko LH 
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Pada tahun 2024, tidak ada proses Validasi KLHS yang berpotensi menimbulkan dampak 

Resiko LH. Karena selama kurun tahun 2024 tidak usulan KLHS tersebut dari kabupaten/ kota 

seperti KLHS RIPARDA dan KLHS WPR. Anggaran kegiatan kemudian digunakan untuk 

melakukan evaluasi terhadap hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota se 

NTB yang menjadi bagian dari Dokumen KLHS yang berpotensi menimbulkan dampak 

Resiko LH. 

6. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin  Lingkungan dan/atau Izin PPLH 

Kegiatan fasilitasi ini dilaksanakan dalam bentuk penilaian dokumen lingkungan yang 

merupakan bagian dalam proses penerbitan persetujuan lingkungan bagi usaha/ kegiatan 

sebelum diterbitkannya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Hal ini untuk 

memastikan pelaku usaha/ kegiatan tetap mengutamakan prinsip – prinsip pelestarian dan 

perlindungan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatannya. Pemeriksaan dokumen dilaksanakan 

menurut SOP penilaian masing – masing berdasarkan jenis dokumen lingkungan (AMDAL 

atau UKL-UPL) serta pemrakarsa kegiatan yang termasuk dalam OSS maupun non OSS. Pada 

tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB selaku Komisi Penilai 

Amdal (KPA) Provinsi NTB telah melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap 72 

dokumen lingkungan, antara lain : 

Dokumen Amdal/Addendum Amdal : 1 dokumen 

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) 

: 65 dokumen 

Dokumen Andal dan RKL-RPL : 2 dokumen 

KA-ANDAL : 4 dokumen 

 

7. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan 

Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kegiatan pengawasan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan  pemerintah dapat 

dilakukan dengan mekanisme pengawasan langsung ke Lokasi  usaha/ kegiatan atau dikenal 

dengan pengawasan aktif atau melalui pengawasan  passive dimana dilakukan pemeriksaan 

terhadap laporan pelaksanaan RKL-RPL  selama tahun berjalan. Pada tahun 2024 hanya 

dilakukan pengawasan pasif  berdasarkan laporan semester I dan semester II yang disampaikan 

oleh pelaku usaha/ kegiatan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melalui 

Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Dari pengawasan 

tersebut kemudian dilakukan rekapitulasi, dimana usaha kegiatan dikategorikan “taat” jika 

melaporkan pelaksanaan UKL – UPL/ RKL – RPL untuk  kedua periode dimaksud serta 

“Tidak Taat” jika sama sekali tidak melakukan pelaporan. Hasil rekapitulasi menunjukkan dari 

339 persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 1996 

sampai tahun 2023, 44 usaha/kegiatan dikategorikan taat, sedangkan 295 usaha/kegiatan 

lainnya dikategorikan tidak taat. 

8. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 
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Fokus pelaksanaan sub kegiatan ini berupa pemberian sosialisasi dan pembinaan serta 

pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah (GPBLHS) dari tingkat 

dasar hingga menengah yang berada di seluruh Kabupaten/Kota se NTB. Kegiatan ini pada 

akhirnya bertujuan mewujudkan sekolah-sekolah yang mampu melaksanakan GPBLHS 

melalui penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) di sekolah. Selain sosialisasi, 

pembinaan dan pendampingan GPBLHS, sejak tahun 2023 hingga 2024 dilakukan penilaian 

terhadap sekolah-sekolah yang telah berhasil melaksanakan GPBLHS. Penilaian tersebut akan 

menetapkan sekolah-sekolah yang  memenuhi kriteria standar Sekolah Adiwiyata Provinsi 

(bobot nilai ≥ 80% dari nilai capaian tertinggi indikator penilaian Sekolah Adiwiyata) yang 

kemudian akan didorong untuk  memenuhi standar Sekolah Adiwiyata Nasional (≥ 90%) dan 

Mandiri (≥95) melalui pengusulan penilaian Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri. 

Terdapat 16 (enam belas) sekolah Adiwiyata Provinsi NTB yang telah ditetapkan sejak Tahun 

2023 hingga 2024 dan masih berlaku, dan 5 (lima) sekolah yang memperoleh predikat Sekolah 

Adiwiyata Nasional (SAN) dan masih berlaku. 

9. Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Provinsi 

Pada tahun 2024 tidak ada penerbitan sanksi administratif terhadap kasus-kasus lingkungan 

yang diadukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. penerbitan sanksi 

administratif paksaan pemerintah pernah dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu kepada 

PT. Sumber Agromina Jaya dengan nomor 188/503/Kpts/PPL-DLHK/2021 tanggal 24 

September 2021 dan PT. Tiara Cipta Nirwana dengan nomor 188/360/Kpts/PPL-DLHK/2022 

tanggal 7 Oktober 2022. 

10. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Tingkat Provinsi 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan terhadap  kasus – kasus 

pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan di Provinsi NTB. Bentuk tindak lanjut dapat 

berupa koordinasi dengan instansi terkait ataupun inspeksi langsung ke lokasi terjadinya 

dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan. Berdasarkan objek pengaduan, pada tahun 

2024 kasus – kasus lingkungan yang dilaporkan didominasi oleh dugaan pelanggaran terhadap 

izin lingkungan yaitu sebanyak 13 kasus. Sedangkan 9 kasus lainnya adalah pengaduan 

terhadap dugaan pencemaran lingkungan. Tindak lanjut dari pengaduan tersebut meliputi 

penerbitan sanksi administrasi, pembinaan, penyusunan berita acara pengawasan serta 

verifikasi lapangan. 

 

3.1.4.2 Menurunnya tingkat pencemaran udara 

Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku 

usaha melalui kegiatan PROPER. Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan 

kewajibannya dalam pengendalian pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik 

penaatan pemantauan, (2) pelaporan, (3) parameter baku mutu ambien sesuai dengan peraturan 

berlaku, (4) pemenuhan baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5) ketentuan 
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teknis yang dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pengukuran kualitas 

udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban lainnya ialah menyampaikan laporan 

setiap enam bulan tentang pengujian ambien udara manual atau sesuai dengan dokumen 

pemantauan UKL/UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup kab/kota setempat, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. Upaya peningkatan indeks kualitas air yang telah disebutkan di subbab 

sebelumnya berdampak sekaligus pada penanganan kualitas udara Provinsi NTB. Upaya 

peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait 

pengendalian pencemaran udara dalam evaluasi PROPER, syarat penerbitan rekomendasi 

KLHS dan AMDAL/UKL-UPL, serta membangun komitmen dengan masyarakat melalui 

program adiwiyata/kampung iklim, dan membangun kerjasama penanganan dan pengurangan 

sampah dengan berbagai pihak lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PROPER, Dari 20 

perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 15 perusahaan sudah taat, 5 perusahaan lainnya masih 

perlu penyempurnaan dalam upaya-upayanya. 

Crosscutting dengan pihak lain 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melakukan MoU dengan STT 

PLN dilanjutkan dengan kerjasama dan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi NTB 

dengan PLN pada instalasi PLTU Jeranjang di Desa Taman Ayu. Pengolahan sampah menjadi 

energi dilakukan dengan memproduksi pelet RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai bahan bakar 

co-firing PLTU Jeranjang. Uji coba penggunaan pellet sampah sudah dilakukan sejak tahun 

2018 uji coba berhasil tanpa efek negatif apapun dengan persentase optimal 3% cofiring pellet 

RDF dan 97% batu bara. Pellet RDF juga mengandung lebih sedikit sulfur jika dibandingkan 

dengan batubara. Oleh karena itu, co-firing batubara dan pelet berpotensi menurunkan emisi 

CO2, NOx dan SOx. 

 

3.1.4.3 Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan 

Dalam rangka mempertahankan tutupan hutan dan lahan, Dinas LHK NTB berupaya 

melaksanakan sub kegiatan terkait pada tahun 2024 antara lain : 

 

1. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Berkaitan dengan aspek perencanaan dan tata hutan, Dinas LHK NTB pada tahun 2024 telah 

melakukan klarifikasi dan verifikasi lahan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan, 

baik yang dilakukan perseorangan maupun lembaga/instansi. Selain itu, Dinas LHK NTB juga 

melakukan pelayanan terhadap permohonan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) di 

sebagian KH Pelangan (RTK.7) untuk Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus 

(KHDTK). Permohonan lainnya ialah terkait perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan 

melalui skema parsial dan melalui RTRW. Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan 

secara Parsial Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi Terbatas KH. Toffo Rompu (RTK.65) 
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pada area Persetujuan Pengguanaan Kawasan Hutan PT Sumbawa Timur Mining di Kabupaten 

Dompu seluas ± 5.370 Hektar. Sedangkan melalui skema RTRW dimohonkan di 11 (sebelas) 

lokasi di Provinsi NTB antara lain sebagai berikut : 

Tabel 27 Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Tahun 2024 

No. Keterangan Luasan (ha) 

1 Permohonan Pelepasan Kawasan Pelestarian Alam Perairan aman 

Wisata Alam Dan Taman Wisata Alam Laut Gili Ayer, Gili Meno, 

Dan Gili Trawangan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Dalam 

Rangka Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

2.948,524 

2 Permohonan Pelepasan Sebagian Kawasn Hutan Melalui 

Perubahan Batas Kawasan Hutan Lindung Pada Kelompok Hutan 

Marejabonga Dan Gunung Pepe (RTK.13) Untuk Enclave Di 

Kabupaten Lombok Tengah Dalam Rangka Rencana Revisi Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat 

118,49 

3 Permohonan Pelepasan Seluruh Kawasan Hutan Konservasi Pada 

Kawasan Suaka Alam Kelompok Hutan Danuera (RTK.87) 

Menjadi Bukan Kawasan Hutan Di Kabupaten Bima Dalam 

Rangka Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

1.784,382 

4 Permohonan Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung 

Kelompok Hutan Marejabonga Gunung Pepe (RTK.13) Menjadi 

Bukan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Nusa Tenggara Barat 

Halal Industrial Park Di Kabupaten Lombok Tengah Dalam 

Rangka Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

51.151 

5 Permohonan Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada 

Kelompok Hutan Marejabonga Gunung Pepe (RTK.13) Menjadi 

Bukan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pangkalan Kaveleri 

Kodam IX/ Udayana Di Lombok Nusa Tenggara Barat Di 

Kabupaten Lombok Tengah Dalam Rangka Rencana Revisi Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat 

38.046 

6 Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan 

Toffo Rompu (RTK. 65) Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk 

Menunjang Kegiatan Industrialisasi Di Kabupaten Dompu Dalam 

Rangka Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

525.922 

7 Permohonan Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan 

Hutan Dari Hutan Lindung Menjadi Taman Hutan Raya Nuraksa 

Pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK.1) Di Kabupaten 

Lombok Barat Dalam Rangka Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat 

2.658,3 

8 Permohonan Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan 

Hutan Dari Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Nuraksa Menjadi 

Hutan Lindung Pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK.1) Di 

Kabupaten Lombok Tengah Dan Lombok Barat Dalam Rangka 

Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa 

2.235 
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No. Keterangan Luasan (ha) 

Tenggara Barat Permohonan Perubahan Fungsi 

9 Permohonan Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan 

Hutan Dari Hutan Produksi Menjadi Hutan Konservasi (Taman 

Wisata Alam Bangko-Bangko) Pada Kelompok Hutan Pelangan 

(RTK. 7) Di Kabupaten Lombok Barat Dalam Rangka Rencana 

Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara 

Barat 

9 

10 Permohonan Perubahan Fungsi Pokok Kawasan Hutan Konservasi 

Dari Cagar Alam Toffo Kota Lambu Menjadi Taman Wisata Alam 

Toffo Kota Lambu Pada Kelompok Hutan Donggomasa (RTK.67) 

Di Kabupaten Bima Dalam Rangka Rencana Revisi Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat 

3.372,6 

11 Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan 3372,6 

Melalui Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi (Hp) Dan 

Kawasan Hutan Konservasi (Twa) Kelompok Hutan Pelangan 

(RTK.7) Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Di 

Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat 

Dalam Rangka Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

50.937 

 

Selain melaksanakan pelayanan permohonan pengelolaan kawasan hutan, Dinas LHK NTB 

juga berperan dalam penyelesaian permasalahan tenurial di kawasan hutan, salah satunya 

seperti yang terjadi di KH Pengolong Kabupaten Lombok Tengah, terkait adanya klaim oleh 

masyarakat tentang kepemilikan kawasan hutan tersebut sejak tahun 90an. Dinas LHK NTB 

juga telah melakukan evaluasi terhadap persetujuan penggunaan kawasan hutan di 9 lokasi di 

Provinsi NTB. 

2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 

Kondisi tutupan hutan dan lahan Provinsi NTB, berikut dengan informasi data umum kawasan 

hutan dan data pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan baik berupa data spasial, data 

tabulasi dan grafik maupun data deskriptif telah tersedia di https://geoportal.dislhkntb.info 

Dalam hal perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), Dinas LHK NTB memberikan 

pelayanan perizinan yang dilakukan dalam bentuk menerbitkan pertimbangan teknis atas 

perizinan PBPH yang diajukan oleh pelaku usaha. Adapun bentuk kegiatannya berupa 

pengecekan kelengkapan dokumen perizinan dan peninjauan lokasi yang diajukan untuk 

perizinan berusaha sebagai dasar dalam penyusunan pertimbangan teknis.  

Dinas LHK NTB juga melakukan pembinaan KPH dalam rangka penyusunan dokumen 

perencanaan KPH (Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dan 

Revisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)) dan penilaian KPH Efektif. 

Pengesahan RPHJPd dilakukan oleh Dinas LHK sesuai kewenangannya terhadap dokumen 

RPHJPd dari masing-masing unit KPH (23 Unit) melalui aplikasi SI-RPHJP. Di tahun 2024, 

terdapat 7 RPHJPd yang sudah disahkan. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2023 yaitu 

16 RPHJPd yang berstatus sah. RPHJPd yang sudah disahkan antara lain : 

https://geoportal.dislhkntb.info/
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a. KPHL Unit VIII Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas  

b. KPHL Unit III Balai KPH Pelangan Tastura 

c. KPHP Unit II Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura 

d. KPHL Unit XII KPHL Ropang 

e. KPHP Unit X Balai KPH Orong Telu 

f. KPHP Unit XI Balai KPH Brang Beh 

g. KPHL Unit VII Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas 

 

Untuk progress revisi RPHJP, sampai pada akhir tahun 2024 terdapat 4 KPH yang telah 

melakukan konsultasi publik yaitu KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Batulanteh 

dan KPH Ampang Plampang. Saat ini RPHJP yang telah diupload ke dalam SI-RPHJP masih 

dalam proses perbaikan dari hasil konsultasi publik. Kemudian terdapat 1 (satu) KPH lagi yang 

telah menginput revisi RPHJP tersebut ke SI-SRPJP yaitu KPH Sejorong Mataiyang. Untuk 

sisa KPH lainnya masih dilakukan revisi secara manual. 

 

Terkait penilaian KPH efektif, berdasarkan hasil penilaian mandiri dan validasi data yang 

dilaksanakan dengan mencermati seluruh kelengkapan dokumen pendukung  maka terdapat 3 

(tiga) Balai KPH dengan hasil penilaian Cukup Efektif yaitu BKPH Ropang (66,70), BKPH 

Orong Telu (56,95), dan BKPH Ampang Plampang (57,63); serta 3 (tiga) Balai KPH dengan 

hasil penilaian Efektif yaitu BKPH Sejorong Mataiyang (74,80), BKPH Brang Beh (73,00), 

dan BKPH Madapangga Rompu Waworada (74,20). 

 

3. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung 

Pemanafaatan hutan juga dilakukan melalui skema kerjasama pemanfaatan hutan yang saat ini 

sementara berproses penyesuaian Kerjasama pemanfaatan hutan menjadi Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat 16 (enam belas) pemegang 

izin/kerjasama pemanfaatan hutan yang bertansformasi menjadi PBPH dengan luasan 4.189,86 

ha. 

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 

Keberadaan kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan merupakan salah satu upaya dalam 

memelihara dan melindungi eksistensi sumberdaya hutan yang ada di wilayah Provinsi NTB. 

Upaya koordinasi pencegahan dan pengamanan hutan pada tahun 2024 telah dilaksanakan pada 

pada 15 (lima belas) Balai KPH dan 1 (satu) Balai Tahura Nuraksa yang bertujuan untuk 

mensinergikan upaya perlindungan dan pengamanan hutan agar supaya pelaksanaan kegiatan 

perlindungan hutan dan pemberantasan perusakan hutan lebih baik. Pelaksanaan kegiatan 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang telah dilakukan pada 15 Balai KPH dan 1 Balai 

Tahura Nuraksa mulai bulan Januari hingga Desember 2024 sebanyak 4.323 kali dengan luas 

areal pengamanan sebanyak 164.231 Ha. 

Dari kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan oleh KPH dan 

Tahura selama tahun 2024 juga didapati adanya kegiatan pembukaan lahan baru di dalam 
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kawasan hutan tanpa izin (perambahan) yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. 

Adapun Perambahan yang terjadi di Pulau Lombok sebanyak 3 (dua) lokasi yaitu di wilayah 

kerja Balai Tahura Nuraksa, di wilayah kerja BKPH Rinjani Barat dan Balai KPH Pelangan 

Tastura dengan seluas 42.89 Ha sedangkan perambahan yang terjadi di Pulau Sumbawa 

tersebar di 5 (lima) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Pulau Sumbawa yaitu, KPH 

Sejorong Mataiyang, KPH Brang Beh, KPH Batu Lanteh, KPH Ampang Riwo, dan KPH Maria 

Donggomasa dengan luas 167 Ha, sehingga total luas perambahan Baru pada Tahun 2024 

adalah 209,89 Ha.  

Patroli pengamanan hutan yang dilakukan oleh polisi hutan, tenaga pengamanan hutan yang ada 

diwilayah KPH juga menghasilkan berbagai barang temuan pada lokasi pemantauan. Terdapat 

setidaknya 5 jenis barang temuan yaitu berupa tonggak kayu, Kayu balok/log, Chain saw, 

Kapak/parang dan Tenda/terpal dengan rincian terlampir. Barang temuan ini merupakan bukti 

dari berbagai tindakan perusakan hutan baik berupa kegiatan illegal logging maupun 

perambahan kawasan hutan oleh para pelaku. Penemuan kayu di lokasi patroli juga merupakan 

bukti bahwa banyak pohon telah hilang/ditebang secara illegal dari dalam kawasan hutan. 

Hilangnya sumberdaya hutan ini tentunya dapat berdampak pada keseimbangan iklim sekitar 

maupun habitat berbagai jenis flora fauna yang berada pada lokasi tersebut dan mengakibatkan 

kerugian Negara secara materil yaitu hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari 

hasil hutan kayu yang ditebang/diambil secara tidak sah tersebut. 

Pada tahun 2024 Dinas LHK NTB melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Perlindungan dan 

Pengamanan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk: 

1. Mewujudkan kesepakatan para pihak (KPH/Tahura) sebagai perwujudan amanat peraturan-

perundangan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan 

hutan; 

2. Sebagai sarana untuk merancang/mengembangkan aksi/upaya bersama pengamanan hutan, 

dalam rangka penyelamatan sumber daya hutan, menyelamatkan hak-hak Negara dan hak 

masyarakat; 

3. Sebagai sarana evaluasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan di 

Provinsi NTB. 

Selain kegiatan patroli pengamanan hutan dan penjagaan yang dilakukan oleh KPH/Tahura, 

kegiatan lainya ialah supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan 

oleh Balai KPH/Tahura dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, 

dengan tujuan untuk mengetahui capaian kegiatan yang elah dilaksanakan serta mencari solusi 

terbaik dari kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Dari 

hasil monitoring pada KPH/ Tahura ditemukan sejumlah data, diantaranya : 

1. Kegiatan patroli dan penjagaan telah dilaksanakan dengan baik oleh KPH/Tahura. Melalui 

sistem piket atau shift yang telah ditetapkan oleh KPH/Tahura, patroli dan penjagaan 

dilakukan secara rutin 24 jam kerja yang dilaksanakan di tiap tiap Reseort pada wilayah 
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kerja KPH dan pada Pos Pemeriksaan Hasil Hutan yang sudah ditentukan. Hal ini 

tentunya dapat menjadikan pengawasan lebih intensif sehingga pengawasan terhadap 

kawasan hutan dan peredaran hasil hutan menjadi lebih terkontrol.  

2. Dalam kegiatan penjagaan di pos pemeriksaan hasil hutan dilakukan pendataan oleh 

petugas KPH, pada umumnya pendataan dilakukan terhadap pengangkutan kayu dan 

meliputi pemeriksaan dikumen angkutan kayu. Jika tidak ditemukan adanya tindakan 

pelanggaran maka pengemudi dapat segera melanjutkan perjalanan, namun apabila 

ditemukan kejanggalan dan tidak lengkapnya surat jalan atau surat terkait asal usul kayu, 

maka kendaraan akan diamankan dan pengemudi akan dimintai keterangan lebih lanjut 

oleh petugas KPH dan selanjutnya diserahkan kepada Penyidik LHK/Polri. Adapun 

kegiatan penjagaan di POS PHH di sebagian KPH tidak berjalan karena keterbatasan 

biaya operasional; 

3. Pelaporan terhadap data patroli pengamanan hutan dan pemberantasan kerusakan hutan 

serta Data Kebakaran Hutan dan Lahan masih belum rutin dilaporkan setiap hari melalui 

Grup WA (terdapat operator yang kurang aktif) maupun setiap bulan melalui surat secara 

resmi. 

5. Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pegendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan 

Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi  Pada 

Tahun 2024 tercatat mulai Mei hingga November 2024 sebanyak 104 kasus kebakaran hutan 

dan lahan yang tersebar di wilayah Provinsi NTB, dengan luasan Kebakaran Hutan mencapai 

753,26 Ha dan kebakaran lahan mencapai 114,31 Ha. 

Dari 104 kasus kebakaran hutan dan lahan, ditemukan bahwa rata-rata tingkat keparahan 

vegetasi pada area kebakaran berada pada tingkat rendah (71 kasus), tingkat sedang (30 kasus) 

dan tingkat tinggi (3 kasus). Adapun jenis vegetasi yang terbakar antara lain adalah pepohonan 

(jati, terubusan jati, bidara, lengkukun, akasia dll) dan semak belukar serta serasah. 

Penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Adapun upaya nyata yang dilakukan yaitu membentuk 

Brigade Pengendali Kebakaran Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Keputusan 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 522 

268 Tahun 2024. Pertimbangan dari pembentukan brigade ini adalah : (1) kebakaran hutan 

sebagai dampak langsung kegiatan perambahan, perladangan liar, dan kegiatan ilegal lainnya 

(perburuan satwa liar, illegal logging) dalam kawasan hutan.  

Disamping itu, pada tahun 2024 juga terdapat kegiatan penyadartahuan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada wilayah Provinsi NTB. Kegiatan ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman kepada Tenaga Pamhut dan masyarakat terkait pencegahan 

dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTB. Pelaksanaan Penyadartahuan 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diselenggarakan di 5 (lima) KPH diantaranya, KPH 

Ropang, KPH Orong Telu, KPH Pelangan Tastura, KPH Rinjani Timur, KPH Ampang Riwo, 

dan KPH Tambora. 
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6. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 

Penegakan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di 

wilayah Provinsi NTB dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan berbagai institusi 

penegakan hukum lainnya Polri, Kejaksaan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (BALAI 

GAKKUM), Ditjen Penegakkan Hukum KLHK dan Polisi Militer TNI dalam Penaganan Kasus 

khusus yang yang terkait atau dilakukan oleh oknum anggota militer. Tahun 2024 telah 

dilaksanakan penyelesaian berkas perkara dugaan Tipihut sampai P.21, sebanyak 1 berkas dan 

dalam tahap penyelidikan sebanyak 9 kasus. 

7. Pengendalian Dan Pengawasan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi 

Dan/Atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES 

Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan pendataan terhadap 

pelaku/penjaual satwa tidak dilindungi mulai dari perijinan, jenis satwa, dan sumber asal – 

usul satwa yang dijual tersebut, dan memberikan sosialisasi agar tidak mengambil/berburu di 

dalam kawasan hutan.  

8. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting Kewenangan Daerah Provinsi 

Penguatan kapasitas pada kawasan bernilai ekosistem penting adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan partisipasi dalam kawasan bernilai ekosistem 

penting. Secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati, atau disebut sebagai Kawasan 

Ekosistem Esensial (KEE). Beberapa hal yang telah dilakukan adalah sosialisasi terhadap 

kelompok KEE yang sudah terbentuk, koordinasi dengan Pemerintah Desa serta Stakehuolder 

terkait dalam rangka pengembangan kelompok pengelolaan kawasan konservasi. Di samping 

itu juga dilaksanakan sosialisasi kepada petugas Balai KPH yang wilayahnya terdapat 

kelompok Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) untuk melakukan pendampingan dan monitoring 

kegiatan kelompok. 

9. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan 

Daerah Provinsi 

Pengelolaan daerah penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah 

Provinsi bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kelestarian lingkungan, 

pengelolaan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam 

pengelolaan kawasan, mengembangkan ekowisata di daerah penyangga, dan mencegah 

perburuan dan perdagangan satwa. 

 

Kegiatan pendukung lainnya 

1. Perhitungan Baseline Karbon 
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Metode pengukuran dan perhitungan karbon dilakukan berdasarkan SNI 7724:2019 tentang 

Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon – Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran 

Cadangan Karbon Berbasis Lahan. Plot pengambilan sampel dibuat sebanyak 44 Plot secara 

acak yang tersebar di wilayah Balai KPH Rinjani Timur, Balai KPH Rinjani Barat, Balai KPH 

Pelangan Tastura, dan Balai Tahura Nuraksa dengan hasil perhitungan stok karbon terlampir. 

2. Penatausahaan dan Iuran Kehutanan 

Berkaitan dengan besarnya PSDH dan/atau DR yang wajib dibayar oleh wajib bayar dalam 

rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan; rekonsiliasi 

penerimaan PSDH dan DR ke pusat; pemantauan dan pengendalian terhadap perhitungan, 

pengenaan dan pemungutan iuran kehutanan yang berasal dari pemegang Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam/Tanaman dan 

pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS), maka total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Triwulan 1 sampai dengan 4 diakumulasikan sebesar 

Rp 3.879.116.128,00. 

3.1.4.4 Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi 

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca 

melalui mitigasi, kegiatan yang telah dilakukan yaitu pengusulan kelompok program kampung 

iklim (proklim). Kelompok yang diusulkan merupakan kelompok yang sudah melakukan aksi 

mitigasi perubahan iklim. Kegiatan ini didukung dari anggaran yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun di luar APBD.  

Masalah lingkungan global saat ini berupa perubahan iklim yang merupakan perubahan 

sigifikan pada iklim, suhu udara dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur 

bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Untuk 

meminimalisir hal tersebut salah satu langkah penanggulangan yang dapat dilakukan melalui 

kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) yang digagas oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (LHK). 

Program gagasan Kementerian LHK ini sebagai wujud dalam penguatan komitmen 

internasional untuk mengendalikan laju peningkatan suhu bumi dibawah 2°C dengan cara 

mendorong partisipatif aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal 

meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas 

Rumah Kaca dengan penerapan Proklim berdasarkan aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan 

kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan.  

Calon lokasi yang menjadi potensi kampung iklim merupakan wilayah/lokasi binaan yang 

diampu oleh berbagai unit teknis baik internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Pengumpulan data calon lokasi Proklim dilakukan oleh enumerator 

yang sudah mengikuti Bimbingan Teknis. 

Pada tahun 2024, pembentukan lokasi Proklim dilaksanakan dalam 2 tahap. Berdasarkan SK 

Nomor : SK.5 Tahun 2024 tentang Penetapan Enumerator Proklim Pada Kegiatan 
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Pengumpulan dan pencatatan Data Proklim dan Spectrum Dalam Rangka Peningkatan 

Kuantitas Lokasi Proklim di Regional Jawa Bali Nusa Tenggara, jumlah usulan kelompok 

Proklim tahap I sebanyak 92 kelompok namun dalam pelaksanaanya ada 81 kelompok yang 

tidak tercatat sedangkan berdasarkan pada pengusulan tahap II sesuai SK Nomor : SK.15 

Tahun 2024 tentang Penetapan Enumerator Proklim Pada Kegiatan Pengumpulan dan 

Pencatatan Data Proklim dan Spectrum Dalam Rangka Peningkatan Kuantitas Lokasi Proklim 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahap II, usulan kelompok sebanyak 59 kelompok. Namun 

jumlah kelompok yang tercatat sebanyak 38 kelompok. Hal ini disebabkan karena 

ketidaksiapan kelompok dalam mengambil data di lapangan dan mencatat serta menginput data 

pada aplikasi Sistem Registrasi Nasional (SRN). Alokasi anggaran baik daerah maupun pusat 

untuk kegiatan ini sangat terbatas, sehingga pendampingan maupun bimbingan teknis hanya 

dapat dilakukan secara online/daring sedangkan kelompok yang tersebar di seluruh wilayah 

Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki keterbatasan kemampuan dalam menggunakan aplikasi 

SRN. 

Jumlah keseluruhan lokasi yang terdaftar pada tahun 2024 sebanyak 119 lokasi (terlampir)’;i, 

jumlah ini sudah melebihi target kuota lokasi yang ditetapkan untuk Provinsi NTB Tahun 2024 

sesuai dengan Surat Direktur Perubahan Iklim Nomor : S.89/API/PVAPI/PPI.5.1/B/05/2024 

tanggal 27 Mei 2024 perihal Identifikasi Lokasi dan personil pada Pengumpulan dan 

Pencatatan Data Lokasi Proklim oleh Enumerator Tahap II yaitu sebanyak 78 lokasi. 

3.1.4.5 Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi 

Terkait pencapaian sasaran meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui 

adaptasi, program kampung iklim (proklim) juga memiliki peranan penting. Kelompok 

proklim yang diusulkan ialah kelompok-kelompok yang sudah melakukan aksi adaptasi 

perubahan iklim. Jumlah keseluruhan lokasi yang terdaftar pada tahun 2024 sebanyak 119 

lokasi. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, terdapat 142 kelompok Proklim di NTB yang 

telah mendapat penghargaan yaitu masing-masing untuk kategori Lestari sebanyak 5 

kelompok, kategori Proklim Utama Penerima Trophy sebanyak 5 kelompok, kategori Proklim 

Utama Penerima Sertifikat sebanyak 19 kelompok, kategori Proklim Madya sebanyak 86 

kelompok dan kategori Proklim Pratama sebanyak 27 kelompok. 

3.1.4.6 Meningkatnya upaya pengurangan sampah 

Upaya pengurangan sampah merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan 

program unggulan NTB yaitu Zero Waste. NTB Zero Waste merupakan program untuk 

mewujudkan NTB yang bebas sampah pada tahun 2023 dengan model pengelolaan sampah 

yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya. Zero Waste juga merupakan penerapan 

konsep pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, 

penggunaan kembali sampah, dan konsep ekonomi sirkuler (circular economy). 

Dalam rangka mendukung upaya dalam pengurangan sampah, telah diupayakan implementasi 

8 pilar pengelolaan sampah antara lain : 



91 
 
 

1. Penguatan regulasi pengelolaan sampah 

 

Regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah dalam mendukung upaya pengelolaan 

sampah di antaranya : 

a. Provinsi dan seluruh kabupaten/kota sudah memiliki Perda tentang pengelolaan sampah. 

b. Provinsi dan seluruh kabupaten/kota sudah mempunyai Perkada tentang Jakstrada 

c. Mendorong Perdes tentang Pengelolaan Sampah dan sudah dibuatkan template 

serta disebarkan melalui DPMPD NTB 

Dari 10 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTB hingga tahun 2024 ada 3 peraturan 

daerah yang dikeluarkan dalam mendukung penguatan pelaksanaan pengelolaan 

sampah yaitu : 

a. Perda Kabupaten Lombok Timur No.2 Tahun 2021 tentang Pembatasan 

Timbulan Sampah Plastik 

b. Peraturan Bupati Lombok Barat No.2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Plastik 

Sekali Pakai 

c. Peraturan Walikota Mataram No.42 Tahun 2023 tentang Penggunaan Plastik 

Sekali Pakai. 

 

2. Penyediaan sarpras persampahan 

Dalam mewujudkan target pengelolaan sampah, keberadaan sarana dan prasarana pendukung 

merupakan suatu hal dasar yang perlu disediakan. Oeh karena itu, pada Tahun 2024 beberapa 

sarana dan prasarana pengelolaan sampah disediakan dari berbagai sumber dana APBD 

diantaranya : 

- Kendaraan roda tiga sebanyak 16 unit 

- Tong sampah plastik roda sebanyak 888 buah 

- Mesin pencacah sampah organik sebanyak 1 unit 

- Mesin pencacah sampah campuran sebanyak 2 unit, dan  

- Karung sebanyak 6.250 buah. 

 

3. Revitalisasi gotong royong 

Revitalisasi Gotong Royong dilaksanakan melalui kegiatan seperti clean up/aksi bersih. 

Meskipun pada tahun 2024, tidak ada alokasi clean up yang bersumber dari APBD namun 

kegiatan clean up tetap dilakukan dengan umber pendanaan lainnya di luar APBD. Pada Tahun 

2024 tercatat telah dilakukan 13 kali gotong royong melibatkan  2.190 orang dan 22.005 kg 

sampah tertangani. 

 

4. Sosialisasi pilah olah sampah dari sumbernya 

Untuk mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditentukan, Pemerintah Provinsi tidak 

dapat mewujudkannya jika tidak ada dukungan dari seluruh masyarakat. Masyarakat menjadi 

unsur yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pengelolaan sampah karena dapat 

mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA dengan melakukan pilah olah sampah 

dari sumbernya. Alokasi anggaran tahun 2024 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 

sosialisasi pemilahan sampah dan pelatihan pengolahan sampah untuk mengoptimalkan 
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keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sosialisasi yang dilakukan merupakan 

sosialisasi pemilahan sampah dari sumbernya baik pemilahan sampah dari rumah tangga, areal 

publik, maupun perkantoran masing-masing dirincikan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 28 Sosialiasi Pemilahan Sampah Dari Rumah Tangga 

No. Lokasi Kegiatan Jumlah Peserta (orang) 

1. Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, 

Kabupaten Lombok Tengah 

25 

2. Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok 

Timur 

25 

3. Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok 

Timur 

25 

4. Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, 

Kabupaten Lombok Timur 

25 

Total 100 

 

Tabel 29 Sosialiasi Pemilahan Sampah Dari Areal Publik 

No. Lokasi Kegiatan Jumlah Peserta (orang) 

1. Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten 

Lombok Tengah 

40 

2. Desa Anjani, Kecamatan Aikmel, Kabupaten 

Lombok Timur 

35 

Total 75 

Kegiatan sosialisasi pemilahan sampah dari areal publik diikuti oleh berbagai pemangku 

kepentingan baik yang berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, swasta, maupun 

masyarakat. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang diikuti oleh berbagai pihak dapat 

secara bersama-sama melaksanakan pemilahan sampah dari areal publik yang menjadi 

kewenangannya. 

 

Tabel 30 Sosialiasi Pemilahan Sampah Dari Perkantoran 

No. Lokasi Kegiatan Jumlah Peserta (orang) 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat 25 

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah 25 

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Lombok Timur 

25 

Total 75 

 

Tabel 31 Rekap Data Sosialisasi Tahun 2020 - 2024   

No. Kabupaten/Kota 
Jumlah (orang) 

2020 2021 2022 2023 2024 Total 
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1. Kab. Bima 60 25   30 115 

2. Kab. Dompu 35  2.000 40  2.075 

3. Kab. Lombok Barat 150 650 692 1.305 360 3.157 

4. Kab. Lombok Tengah 65 310 1.095 345 385 2.200 

5. Kab. Lombok Timur 400 1.026 1.850 535 570 4.381 

6. Kab. Lombok Utara 40 355 151 325 25 896 

7. Kab. sumbawa 35 100 12 65  212 

8. Kab. Sumbawa Barat 30   35  65 

9. Kota Bima 35   35  70 

10. Kota. Mataram 60 608 1.264 780 735 3.447 

Total 910 3.074 7.064 3.465 2.105 16.618 

 

Sedangkan untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan merupakan pelatihan peningkatan 

kapasitas kelembagaan pengelola fasilitas pengolahan sampah metode 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) dan Black Soldier Fly (BSF) atau maggot. Pelatihan Pengolahan Sampah ini 

dilakukan di 2 (dua) lokasi kelompok yang masing-masing berlokasi di Desa Jerowaru, 

Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang 

Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 2 hari. 

Disamping pelatihan, Dinas LHK Provinsi NTB juga memberikan bantuan berupa sarana 

prasarana pendukung pengolahan sampah seperti Roda 3 dan mesin cacah sampah campuran. 

Kelompok yang menjadi sasaran merupakan kelompok yang sudah aktif melaksanakan 

pengolahan sampah dengan 3R dan BSF. Dengan diberikannya pelatihan dan sarpras 

pendukung ini diharapakan agar semakin memudahkan para pengelola dalam menjalankan 

kegiatan pengolahan sampah organik hingga dapat memberi manfaat baik secara ekonomi 

maupun ekologi. 

Tabel 32 Data Lokasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola 

Fasilitas Pengolahan Sampah Metode 3R dan BSF Tahun 2024 

No. Nama Kelompok Lokasi 

1. Bank Sampah Unit Jerowaru Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten 

Lombok Timur 

2. Waru Bening Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, 

Kabupaten Lombok Tengah 

 

 

 

5. Edukasi dan Kampanye 

Merupakan kegiatan untuk menyebarluaskan informasi terkait pengelolaan sampah. Edukasi 

dan kampanye dilakukan secara masif baik secara online maupun offline antara lain melalui : 

a. Instagram  

b. Facebook  
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c. Papan himbauan/larangan 

d. Spanduk pilah olah sampah dari rumah 

e. Kampanye pilah olah sampah melalui corong masjid/rumah ibadah lainnya 

f. Mengoptimalkan peran kader posyandu/PKK/pokdarwis.   

Berdasarkan data, jangkauan yang bisa diedukasi sebanyak 10.636 kali 

dengantanggapan 736 kali dan yang berinteraksi 97 kali.  

 

6. Pelibatan Para Pihak 

Pelibatan para pihak dilakukan melalui skema kerjasama sebagaimana diuraikan pada 

tabel di bawah ini : 

 

Tabel 33 Data Pelibatan Para Pihak Dalam Pengelolaan Sampah 

No. Pihak Bentuk Kerjasama 

1. Pemkab/Pemkot Se-NTB Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah Berbasis 

Zero Waste dengan 10 Kab/Kota 

2. Universitas di NTB (UNRAM, 

UNU, STP Mataram, UNIZAR, 

Univ. HAMZANWADI, 

UMMAT) 

Pendampingan dan Pengabdian Masyarakat terkait 

Program NTB Bersih dan NTB Hijau 

3. Universitas Bakrie Memorandum of Understanding yang 

mengintegrasikan Zero Waste dan Agrowisata Dalam 

Pertanian Berkelanjutan Melalui Budidaya Larva 

Black Soldier Fly (BSF) 

4. PT. CPE Cell Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 

(PLTSa) di TPAR Kebon Kongok 

5. Kementerian dan UPT 

Kementerian (KLHK, PUPR) 

Dukungan Pemabngunan Sarana Prasarana 

6. NGO dan Komunitas (GIZ, 

Mitra SAMIYA, Forest For 

Life, Kalbe, LCC, LOC, TCC, 

Komunitas Nol sampah, Ddoro 

Care,BOFA Denmark) 

Edukasi dan Aksi Bersih 

7. PT. Universal Eco Pasific Pengelolaan Incinerator Limbah Medis 

8. PT. PLN Litbang RDF dan pengolahan FABA dari batubara 

PLTU untuk Kampung Iklim 

9. Komunitas dan Masyarakat  Aksi Bersih World Clean Up Day (WCD)  

10. Forest For Life Indonesia Pembangunan BSF Lingsar 

11. GIZ, Reenergi dan Kalbe Pembangunan BSF Sengkol 

12. PT. Telkom Dukungan ke Komunitas Perduli Sungai IBRA 

13. DPPU BIL Dukungan ke Bank Sampah Tanak Awu; Konservasi 

dan Pengelolaan Sampah di Nipah 
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No. Pihak Bentuk Kerjasama 

14. Islamic Relief Pemanfaatan Limbah Jamur untuk Pupuk Organik 

15. Green Peace Pelatihan Brand Audit Sampah dan pelaksanaan 

Brand Audit Sampah 

16. Komunitas (LOC, BBC, LCC, 

Ddoro Care, Gerakan Pramuka, 

Portir Attahir, We Save NTB, 

Pelecing, Kopsal, WCD, BEM) 

Penanganan sampah di Pantai, Jalan dan Sungai 

17. Green Peace Pelatihan Brand Audit Sampah dan pelaksanaan 

Brand Audit Sampah 

18. Komunitas (LOC, BBC, LCC, 

Ddoro Care, Gerakan Pramuka, 

Portir Attahir, We Save NTB, 

Pelecing, Kopsal, WCD, BEM) 

Penanganan sampah di Pantai, Jalan dan Sungai 

19. Desa dan Lurah  Berbagai inisiatif dalam dukungan NTB Zero Waste 

seperti Rumpil Inges (Rumah Pilah) oleh Lurah 

Mataram Timur, Pengelolaan Sedekah Sampah oleh 

Kades Lendang Nangka, Deklarasi menjadi salah satu 

Desa Terbersih di dunia oleh Desa Lunyuk Ode, Desa 

Peduli Lingkungan oleh Desa Semparu. 

20. PT Pegadaian (Persero) Pengelolaan Lingkungan (Penyediaan Composter Bag 

dan Pembangunan Taman Edukasi TPA Regional 

Kebon Kongok) 

 

3.1.4.7 Meningkatnya upaya penanganan sampah 

Selama tahun 2024 terdapat 115.468 Ton sampah yang masuk ke TPA Regional Kebon 

Kongok dengan rerata 320,74 Ton/hari. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya (2023) 

yakni 114.684 Ton dengan rerata 319 Ton/hari. Hal ini menunjukkan masih perlu adanya 

upaya optimasi pengelolaan sampah pada TPA Regional Kebon Kongok dan juga pada sektor 

pengelolaan sampah di hulu dimana sumber sampah pertama kali dihasilkan. Kondisi ini perlu 

menjadi perhatian bersama baik bagi Pemerintah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, 

dan Provinsi NTB untuk dapat mencari solusi saat ini dan solusi di masa yang akan datang. 

Sampah yang masuk ke TPA Regional Kebon Kongok dikelola menjadi beberapa bentuk 

kegiatan antara lain pembuatan material waste to energy (632,8 ton atau 0.54%), pembuatan 

kompos (567,3 ton atau 0.49%), pemilahan produk daur ulang (343,059 ton atau 0.29%), dan 

penimbunan ke landfill (113.924,775 ton atau 98.66%). Untuk kegiatan pemilahan sampah 

pada TPA Regional Kebon Kongok, dibagi menjadi tiga kategori antara lain pemilahan 

sampah organik (sisa makanan) (315,44 ton), pemilahan bahan SRF (632,85 ton), dan 

pemilahan Produk Daur Ulang (343,06 ton).  
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Pengelolaan sampah organik juga dilakukan di TPST Lingsar dengan metode biokonversi. 

Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 355.232 ton sampah organik yang masuk ke TPST 

Lingsar. Total sampah terolah ialah 320.303 ton, sisanya menjadi residu atau tidak dapat 

dilakukan pengolahan. Selain pengelolaan limbah organik dan anorganik, TPA Regional atau 

dalam hal ini Pusat Pengelolaan Sampah terpadu (PPST) Lemer juga menerima limbah B3 dan 

medis sebesar 511,82 ton yang berasal dari 519 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di 10 

kab/kota se Provinsi NTB. Sebagai bentuk kompensasi terhadap dampak pengelolaan sampah 

di TPA Regional Kebon Kongok, pihak TPA turut menyalurkan Kompensasi Dampak Negatif 

pada 8 (delapan) desa lingkar TPA dengan total kompensasi sebesar Rp. 683.500.000,- 

3.1.4.8 Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan 

Dalam rangka peningkatan tutupan hutan dan lahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan 

penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau 

rehabilitasi  hutan  bertujuan untuk  menghutankan  kembali  kawasan hutan  yang  kritis  yang  

dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah 

penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat 

dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga 

persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global. 

Berikut rincian luas areal kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2024 yang 

bersumber dari APBD dan APBN dengan total luasan 1.029,78 Ha disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 34 Rekapitulasi Kegiatan RHL 2024 

No. Kegiatan Lokasi Luas (Ha) Ket. 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

Rehabilitasi 

  

  

  

  

  

  

  

Desa Sembalun Bumbung, Kec. 

Sembalun, Kab. Lombok Timur, 

Wilayah TNGR 

0.20 

Pelaksana Dinas 

LHK dan BPDAS 

DMY TB 

Hkm Wana Lestari, HP Resort 

Sambelia, BKPH Rinjani Timur 
420.00   

HLPemanfaatan/Sangeang/Petak.1, 

Kec. Tarano dan Kec. 

Empang,Kab. Sumbawa 

25.00 

Pelaksana PT. 

AMNT (lokasi 

IPPKH) 

Desa Bayan, Kec. Bayan,KLU, HP 

BKPH Rinjani Barat 
42.00 

Pelaksana BPDAS 

DMY NTB 

Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, 

Kab.Lombok Barat,HP, HPT, HL, 

BKPH Pelangan Tastura  

276.00 
Pelaksana BPDAS 

DMY NTB 

Desa Sugian, Kec. Sambelia, Kab. 

Lombok Timur 
137.00 

Pelaksana BPDAS 

DMY NTB 

Desa Sabedo, Kec. Utan, Kab. 

Sumbawa, BKPH BRPN 
73.00 

Pelaksana BPDAS 

DMY NTB 

Resort Buer, BKPH Ampang 

Plampang 
8.00 

Pelaksana BKPH 

Ampang Plampang 
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No. Kegiatan Lokasi Luas (Ha) Ket. 

Jumlah 981.20   

2. 

  

  

  

  

  

Penghijauan 

  

  

  

  

  

Dusun Pusu, Desa Tepal, Kec. 

Batulanteh, Kab. Sumbawa, BKPH 

Batulanteh 

3.58 
Pelaksana KODIM 

1607 

KHDTK Univ Muhammadiyah, 

Desa Bolong, Kec. Batulayar, Kab. 

Lombok Barat 

12.50 

Rektor Univ 

Muhammadiyah 

Mataram 

Zona Pemanfaatan TN. Gn.Rinjani 1.00 
Pelaksana Wakil 

Menteri LHK RI 

Blok Tradisional, Resort Eat 

Tangsi, Balai Tahura Nuraksa NTB 
3.50 Pelaksana PDAM 

Desa Kr. Sidemen, Kec. 

Batukliang Utara, Kab. Lombok 

Tengah,Resort Kalipalang, Tahura 

Nuraksa NTB 

2.00 Pelaksana TNI AD 

Desa Madaprama, Kec. Woja, Kab. 

Dompu,HP BKPH Topaso 
1.00 

Pelaksana 

TNI,POLRI, dan 

swasta 

Jumlah 23.58   

3. 
Hutan 

Rakyat 

KTH Wadu Kopa, Desa Kaowa, 

Kec.Lambitu, Kab. Bima, BKPH 

MDM, RTK. 67 

25.00 Pelaksanaan SSF 

Jumlah 25.00   

Total 1,029.78   

 

1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Tahun 2025 

Selain melaksanakna kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, Dinas LHK NTB juga melakukan 

perencanaan rehabilitasi lahan utnuk tahun 2025 melalui tahapan survey lapangan, overlay 

peta, dan pengumpulan data meliputi analisis ekosistem, penilaian, pengumpulan data, 

identifikasi kelas kekritisan, jenis vegetasi, tingkat infiltrasi, pengecekan lapangan, dan pola 

penggunaan lahan. Survey lapangan dilaksanakan pada 8 (delapan) Balai KPH antara lain 

BKPH Pelangan Tastura, BKPH Rinjani Timur, BKPH Brang Rea Puncak Ngengas, BKPH 

Batulanteh, BKPH Brang Beh, BKPH Ampang Plampang, BKPH Ampang Riwo dan BKPH 

Maria Donggomassa. Hasil survei akan di overlay dengan Peta Rencana Umum Rehabilitasi 

Lahan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dodokan Moyosari NTB untuk 

mengetahui masuk tidaknya luas lokasi yang diusulkan pada lokasi lahan kritis di luar kawasan 

hutan negara yang telah ditetapkan.  

2. Pembangunan Hutan Rakyat 

Kegiatan ini merupakan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring pembangunan hutan rakyat 

dana DAK pada Tahun ke 2. Adapun dalam pelaksanaannnya dilaksanakan di beberapa lokasi 

antara lain :  
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Tabel 35 Lokasi Monitoring Pembangunan Hutan Rakyat 

No. Desa Kecamatan Kabupaten 

1 Sigar Penjalin Tanjung Lombok Utara 

2 Mareje Timur Lembar Lombok Barat 

3 Karang Sidemen Batukliang 

Utara 

Lombok Tengah 

4 Pengadangan Pringgasela Lombok Timur 

5 Pungkit Lopok Sumbawa 

6 Karama Bura Dompu Dompu 

7 Mangge Asi Dompu Dompu 

8 Lepadi Pajo Dompu 

 

Dilihat dari kondisi tanamannya, tanaman rata – rata berada dalam kondisi baik di lokasi yang 

dimonitoring. Adapun rata – rata tinggi berkisar dari 1,5 m s.d 2,5 m. Jenis bibit yang banyak 

ditanam yaitu mangga, lengkeng, durian, jambu kristal, dan nangka. Sebagian dari tanaman 

tersebut telah berbunga seperti lengkeng. 

3. Pembangunan Penghijaun Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 

Kegiatan ini mencakup kegiatan penghijauan/penanaman melalui pengadaan bibit produktif 

dengan total luasan 80 ha degan rincian 5 ha di 15 Balai KPH, dan 5 Ha dilaksanakan oleh 

Dinas LHK NTB di KTH Pade Marenten, Desa Bentek, Kec. Gangga, Kabupaten Lombok 

Utara dengan bantuan sebanyak 500 batang bibit alpukat 

4. Pembinaan dan/ atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan 

Kegiatan ini meliputi monitoring One Resort One Demplot (OROD) dan bimbingan teknis 

pengembangan demplot agroforestry/OROD. Monitoring OROD dilaksanakan di 6 Balai 

KPH/Tahura dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 36 Lokasi Monitoring OROD 

No. 
Balai 

KPH/Tahura 
Desa Kecamatan Kabupaten Luas Jenis Tanaman Kondisi 

1 Tahura 

Nuraksa 

Pakuan Narmada Lombok 

Barat, 

1 durian, alpukat, 

dan petai 

Baik 

2 KPH Ampang 

Plampang 

Teluk 

Santong 

Plampang Sumbawa 1 mangga, 

nangka, 

lengkeng, 

alpukat, dan 

jambu kristal 

Cukup baik 

pada 

kondisi 

panas 
Selante Plampang Sumbawa 2 

3 KPH Ampang 

Riwo 

Banggo Manggelewa Dompu 2,3 nangka,mangga, 

dan kemiri 

Sangat baik 

4 KPH Toffo 

Pajo 

Soromandi 

Karama 

Bura 

Dompu Dompu 1 Durian dan 

rambutan 

Baik 

5 KPH Tambora Suka 

Damai 

Manggelewa Dompu 10 Nangka Baik 
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6 KPH 

Madapangga 

Rompu 

Waworada 

Tangga 

Baru 

Monta Bima 1 Kemiri, jeruk, 

sawo, 

kelengkeng 

Cukup baik 

pada 

kondisi 

panas 
Pandai Woha Bima 3 

 

Untuk kegiatan bimbingan teknis pengembangan demplot agroforestry/OROD, dilaksanakan 

melalui pembinaan, penyuluhan, dan pertemuan lapangan kepada para pengelola demplot pada 

lokasi demplot yang ditunjuk sebagai percontohan yang layak secara teknis, produktifitas, dan 

aspek ekologis. 

5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengeloaan DAS 

Dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan draft Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tentang Perlindungan dan Pelestarian Mata Air. Di samping itu, Dinas LHK NTB juga 

melakukan groundcheck untuk menhetahui kondisi mata air yang tersebar baik yang berada di 

dalam maupun luar kawasan hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber mata air dapat 

menjadi pemicu permasalahan di masyarakat dan dapat mengakibatkan bentrok antar sesama 

masyarakat wilayah setempat. Dampak lebih luas akibat pengelolaan dan pemanfaatan wilayah 

mata air yang kurang tepat adalah berkurangnya debit mata air dan bahkan menghilangnya 

mata air yang ada. Berdasarkan hasil groundcheck, terdapat 772 mata air yang tersebar di 

lokasi KPH/Tahura dengan rincian sebagai berikut. 

 

 

Tabel 37 Hasil Identifikasi Mata Air 

No. Balai KPH/Tahura Jumlah 

1 Brang Rea Puncak Ngengas 94 

2 Brang Beh 12 

3 Madapangga Rompu Waworada 25 

4 Batulanteh 40 

5 Rinjani Barat 87 

6 Rinjani Timur 123 

7 Tambora 27 

8 Toffo Pajo Soromandi 61 

9 Orong Telu 11 

10 Ampang Plampang 47 

11 Sejorong 32 

12 Ampang Riwo 43 

13 Tahura Nuraksa 20 

14 Maria Donggomasa 71 

15 Pelangan Tastura 71 

16 Ropang 8 

TOTAL 772 
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3.1.4.9 Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

Pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari 

retribusi dan lain-lain PAD yg sah. Beberapa objek retribusi antara lain retibusi layanan 

persampahan, pengelolaan limbah B3, pemakaian laboratorium lingkungan, jasa umum cetak 

peta, jasa pemeriksaan pengukuran dan pengujian (P3) hasil hutan, serta retribusi tempat 

rekreasi. Sedangkan untuk LLPAD yang sah, objeknya ialah hasil kerja sama daerah atau 

penerimaan komisi atau bentuk lainnya yang sah. Untuk mengetahui persentase peningkatan 

penerimaan PAD pada Dinas LHK, perlu melihat data penerimaan pada kurun waktu 2 (dua) 

tahun terakhir, yaitu data tahun 2023 sebesar Rp.4.864.576.080,- dan tahun 2024 sebesar Rp. 

3.589.608.262. melihat tren pada kurun waktu tersebut, PAD sektor lingkungan hidup 

menurun sebesar 26,21% namun realisasi pada tahun 2024 melampaui target (113,68%). Hal 

ini karena target dan realisasi PAD tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 

disebabkan perubahan kewenangan pusat-daerah. Berikut adalah rincian penerimaan PAD 

sector lingkungan hidup dan kehutanan per 31 Desember 2024.  

Tabel 38 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas LHK NTB Tahun 2024 

No. Objek PAD Jumlah (Rp.) 

1 Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (BLUD) 1.353.910.675 

2 Retribusi pemakaian laboratorium 828.576.100 

3 Retribusi pemakaian alat dari jasa pemeriksaan, pengukuran, 

dan pengujian 44.655.845 

4 Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga 135.445.000 

5 Pengelolaan limbah B3 590.558.790 

6 Penerimaan komisii, potongan, atau bentuk lain yang sah 636.461.852 

TOTAL 3.589.608.262 

 

 

3.1.4.10 Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan 

desa sekitar lingkar hutan 

1. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 

Program Perhutanan Sosial yang memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengelola 

dan/atau memanfaatkan sumberdaya hutan telah berjalan lebih dari 3 dasawarsa. Berbagai 

kebijakan telah dikeluarkan untuk mendukung program Perhutanan Sosial, beberapa skema 

Perhutunan Sosial di Provinsi NTB antara lain melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan 

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan, 

sampai Desember 2024 telah mencapai ± 71,980.00 Ha. Luasan ini lebih kecil jika 

dibandingkan kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh pengusaha skala besar dan menengah.  

Pada tahun 2024, Dinas LHK NTB telah melaksanakan pembinaan kepada 24 Kelompok Tani 

Hutan (KTH) pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) se-

Provinsi NTB. Kegiatan lainnya ialah Workshop Integrasi Perhutanan Sosial dengan 
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Pemerintah Desa yang peduli dengan perhutanan sosial dalam berbagai bentuk penyaluran 

anggarannya untuk perhutanan sosial. 

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 

Pelaksanaan Pembinaan Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang kehutanan ini dimaksudkan 

untuk melaksanakan pembinaan dan memantau sejauh mana pelaksanaan kegiatan penyuluhan 

kehutanan dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan 

dan SDM Bidang Kehutanan berjalan dengan baik sehingga tercapai tujuan dari program 

pemerintah yang telah dicanangkan.  

3. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 

Pada tahun 2024, Dinas LHK NTB telah melaksanakan pembinaan, penguatan, dan 

pendampingan terhadap 15 kelompok tani hutan yang tersebar di 8 (delapan) KPH. 

3.1.4.11 Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB 

Provinsi NTB 

Sektor kehutanan turut menyumbang capaian PDRB Provinsi NTB, meliputi penebangan 

segala jenis kayu dan seluurh komoditas yang dihasilkan dari kegiatan kehutanan. Untuk tahun 

2024, belum tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data. Jika melihat kondisi capaian 

di 2022 dan 2023, maka produktivitas urusan kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi 

NTB ialah 2,53% berdasarkan harga berlaku, dan 0,36% berdasarkan harga konstan. Terkait 

upaya pencapapian PDRB Provinsi NTB sub sektor kehutanan, beberapa hal yang telah 

dilakukan antara lain : 

1. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 

<6.000 m3/Tahun 

Dinas LHK NTB telah melakukan pembinaan dan monitoring Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK) sebanyak 15 (lima belas) PBPHHK, 6 (enam) 

diantaranya tidak aktif. Empat PBPHHK lainnya yaitu UD. Samawa Indah, UD. Nabila, CV 

SBA, dan Abdi Tani masuk ke dalam Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), dimana 

sistem ini diterapkan untuk memastikan agar produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di 

Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan, konsumen di luar negeri pun tidak perlu 

lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia, dan unit manajemen hutan tidak 

khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. 

 

2. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 

Produksi hasil hutan memiliki peran penting dalam perekonomian dan keberlanjutan 

lingkungan. Hal tersebut penting untuk dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan 

keberlanjutan sumber daya hutan dan untuk melindungi ekosistem hutan yang penting bagi 

kehidupan manusia dan lingkungan secara keseluruhan.  
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Balai KPH Rinjani Barat memiliki 3 pabrik produksi hasil hutan yaitu pabrik kayu putih, 

pabrik nilam, dan pabrik wood pellet. KPH Rinjani Barat memiliki dua pabrik kayu putih yaitu 

berlokasi di Dusun Lendang Luar Desa Malaka Kab. Lombok Utara dan Dusun Buani Desa 

Bentek Kab. Lombok Utara, pabrik nilam berlokasi di Desa Pusuk Lestari Kab. Lombok Barat, 

dan pabrik wood pellet berlokasi di Dusun Koloh Berora Desa Menggala Kab. Lombok Utara. 

Pembudidayaan hasil hutan bukan kayu di Balai KPH Ampang Riwo dilaksanakan dalam 

bentuk pelatihan teknik okulasi tanaman dengan melibatkan KTH binaan, yang bertujuan 

utnuk menambah dan meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam Teknik okulasi tanaman 

menjadi bibit tanaman yang unggul. Di balai KPH Madapangga Rompu Waworada, Balai 

KPH Rinjani Timur, Balai KPH Batulanteh, Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Balai 

KPH Maria Dongomassa dan Balai KPH Ropang, dilaksanakan kegiatan berupa pelatihan 

sambung pucuk tanaman durian. Kegiatan ini mendukung upaya peningkatan produksi dan 

kualitas buah durian serta diharapkan kedepannya bisa menghasilkan bibit okulasi/entres 

durian yang dapat menghasilkan nilai jual yang tinggi/ meningkatkan persedian bibit 

okulasi/entres. 

Pada Balai KPH Sejorong Mataiyang, pembudidayaan HHBK dilaksanakan melalui kegiatan 

pelatihan sambung entris bibt tanaman (alpukat) dengan melibatkan kelompok tani dan 

masyarakat dari masing-masing perwakilan wilayah resort, yang memiliki potensi usaha dan 

motivasi untuk menanam tanaman produktif. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan keterampilan petani dalam menghasilkan tanaman buah (alpukat) yang lebih 

unggul dan berpotensi meningkatkan hasil panen serta meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Bentuk kegiatan yang sama juga dilakukan di balai KPH Brang Beh, yaitu berupa budidaya 

tanaman kehutanan berkualitas tinggi dengan skema kegiatan pelatihan perbanyak tanaman 

dengan metode sambung (okulasi). Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari unsur 

pengurus dan anggota kelompok perwakilan dari pemerintah desa dan KTH-KTH yang sudah 

memilki SK KULIN pada wilayah kerja Balai KPH Brang Beh yang tersebar di 3 Desa yaitu 

Desa Lunyuk Rea, Desa Emang Lestari, dan Desa Jamu. 

Pada balai KPH Pelangan Tastura, bentuk kegiatannya ialah pengadaan stup dan koloni lebah 

madu trigona sebanyak 60 (enam puluh) buah yang diserahkan kepada Kelompok Tani Try 

Satya, Dusun Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. 

Selain itu, dilaksanakan juga pelatihan penyambungan entries durian dilaksanakan di 

Kelompok Tani Hutan Wana Lestari Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara 

Lombok Tengah yang diikuti sebanyak 25 (dua puluh lima) orang peserta. 

Selama tahun 2024, hasil hutan kayu dan bukan kayu yang dihasilkan oleh seluruh balai KPH 

dan Tahura dapat dirincikan sebagai berikut: 

Tabel 39 Hasil Produksi Kehutanan Menurut Jenis Produk Kehutanan di Provinsi NTB Tahun 

2024 

No. Jenis Produk Kehutanan Satuan T o t a l 



103 
 
 

  I.  Produksi Hutan Berupa Kayu Bulat   

1 Meranti m³ 1.599,96 

2 Rimba Campuran m³ 10.858,24 

3 Indah m³ 984,88 

4 Akasia m³ 324,50 

5 Ekaliptus m³ 797,30 

6 Sengon m³ 472,83 

7 Sonokeling m³ 23,57 

8 Jati m³ 2,62 

Total m³ 15.063,90 

II.  Produksi Hutan Berupa Kayu Olahan  

1 Kayu Gergajian m³ 218,9035 

Total m³ 218,9035 

III.  Produksi Hutan Non Kayu   

1 Alpukat Ton 22 

2 Biji Kemiri Ton 14 

3 Biji Kopi Ton 142,347 

4 Biji-bijian lainnya Ton 87.2 

5 Buah/umbi Lainnya Ton 5.2 

6 Cengkeh Ton 1.6 

7 Durian Ton 84 

8 Gula Aren  Ton 36 

9 Jahe Ton 23 

10 Melinjo Ton 21 

11 Umbi porang Ton 10 

Total Ton 446,047 

 

3.1.4.12  Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap peningkatan 

PDRB Provinsi NTB 

Sektor lingkungan hidup berperan dalam pencapaian PDRB pada kategori Pengadaaan Air, 

Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang. Kategori ini mencakup kegiatan lapangan usaha yang 

berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah oleh pemerintah dan swasta, baik 

yang bersumber dari APBD maupun APBN. Perhitungan pengelolaan sampah/limbah 

menggunakan pendekatan pendapatan. Jika melihat kondisi capaian di 2022 dan 2023, maka 

produktivitas urusan lingkungan hidup terhadap capaian PDRB Provinsi NTB ialah 4,68% 

berdasarkan harga berlaku, dan 1,84% berdasarkan harga konstan. Untuk tahun 2024, belum 

tersedia data rilis resmi oleh BPS selaku wali data. 

Produktivitas pada sektor ini berkaitan dengan kinerja usaha industri pengelolaan 

persampahan. Munculnya inovasi dan teknologi pengelolaan sampah juga menjadi salah satu 

hasil positif dengan adanya program unggulan NTB Zero Waste pada periode pemerintahan 

2019-2023 lalu, dari awalnya hanya berupa pemrosesan akhir dimana skemanya “Kumpul, 
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Angkut, Buang” saat ini semakin berkembang dengan hadirnya dukungan dari para pihak. 

Berikut adalah industri pengelolaan sampah yang telah beroperasi di NTB sejak 2018. 

Tabel 40 Data Industrialisasi Pengelolaan Sampah NTB 

No. Tahun Jenis Industri Keterangan 

1. 2018 Black Soldier Fly(BSF)/Maggot dengan kapasitas 

4 ton/hari. Lokasi pengelolaan berada di Desa 

Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. 

Saat ini dikelola oleh 

TPAR Kebon Kongok 

2. 2019 Biogas dengan ekstraksi gas methan 60%.  Hanya digunakan 

untuk memenuhi 

kebutuhan energi di 

TPAR Kebon Kongok 

(masak, bahan bakar 

genset/incinerator) 

3. 2021 Incinerator LB3 (Pengolahan limbah B3 Medis 

dari Fasyankes). Saat ini sudah operasional 

dengan kapasitas terpasang 200 – 300 kg/jam 

1,6 sd 2,4 ton/hari. Mulai beroperasi tahun 2022. 

TPST Lemer (Ada 97 

mitra Rumah Sakit) 

Peresmian 13 

September 2021. 

Kerjasama operasional 

dengan PT. Universal 

Eco Pasific 

4. 2021 BBM/Pyrolisis dengan kapasitas 1 ton/hari. 

Menghasilkan sekitar 600 liter solar 

Bekerjasama dengan 

Geo Trash 

Management 

5. 2021 Pembangunan rumah/sekolah dari block. 1 unit 

kurang lebih 2 ton. 

Bekerjasama dengan 

Classroom Of Hope. 

Sudah terbangun 19 

Sekolah dan 4 Rumah.  

6. 2021 Black Soldier Fly (BSF)/ Maggot dengan 

kapasitas 200 kg/hari. 

Pengelolaan oleh  

kelompok Masyarakat 

di BSF Sengkol. 

7. 2021 Biomiru (Pengolahan sampah dapur menjadi Bio 

gas dan pupuk organik). Saat ini telah terbangun 

sejumlah 1.945 unit yang berpotensi mengurangi 

sampah yang mencemari lingkungan sebanyak 

13.615 kg atau lebih dari 13 ton/hari dengan 

kapasitas 7 kg/hari untuk skala rumah tangga. 

Program ini 

dilaksanakan dengan 

dukungan  dari Rumah 

Energi. 

8. 2022 PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). 

Sudah melakukan pra FS pada Bulan September 

2022. Target kapasitas sampah input adalah 400 

ton/hari. 

Saat ini sedang proses 

FS oleh PT CPE Cell 

dari Korea 

9. 2023 TPST Refused Derived Fuel (RDF)/Solid 

Recovered Fuel (SRF), kapasitas 120 ton/hari. 

Sedang dibangun di Tahun 2022 dengan 

dukungan Bank Dunia melalui Kementerian 

MoU dengan PLTU 

Jeranjang 
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No. Tahun Jenis Industri Keterangan 

PUPR dan mulai beroperasi Juli 2023. 

10. 2023 Pengolahan sampah plastik menjadi block 

bangunan. Kapasitas pengolahan direncanakan 3 

ton/hari dan mulai beroperasi Juni 2023. 

Kerjasama dengan PT. 

Block Solution 

11. 2023 Sampah plastik daur ulang dengan kapasitas 5 

ton/hari  

On process bersama 

Honest Ocean 

12. 2023 Bio dissel sintetik 

(Pengolahan sampah anorganik dengan pyrolysis 

dan pengolahan sampah organik dengan 

fermentasi). Kapasitas 100 ton/hari 

MoU dengan Kaltimex 

pada pertengahan Juli 

2023 

Comissioning pada 

awal tahun 2026 

13. 2023 Menghasilkan RDF dan kompos serta 

pengelolaan sampah dengan kapasitas 100 

ton/hari. 

Masih dalam proses. 

Kerjasama 

Pemanfaatan Aset 

Bersama TPAR Kebon 

Kongok dengan MoW 

 

Dinas LHK NTB juga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dari usaha/industri 

daur ulang sampah maupun industri pengelolaan sampah lainnya. Tahun 2024 dilakukan 

pemninaan dan pemantauan serta evaluasi ke 20 lokasi yang dapat dirincikan sebagai berikut : 

Tabel 41 Data Lokasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Usaha/Industri Daur Ulang 

Sampah Tahun 2024 

No. Tujuan 
Lokasi 

Ket. 
Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota 

1. Bank Sampah Rato Desa Rato Kec. Bolo Kab.Bima Aktif 

2. Bank Sampah Samili Desa Samili Kec. Woha Kab.Bima Aktif 

3. Bank Sampah Teke 

Berdaya 

Desa Teke Kec. Palibelo Kab.Bima Aktif 

4. Bank Sampah Pemuda 

Mandiri 

Desa Wawo Kec. Wawo Kab.Bima Aktif 

5. Bank Sampah Nyer 

Tama Telu 

Desa Lape Kec.  Lape  Kab. Sumbawa Tidak 

Aktif 

6. Bank Sampah Karya 

Mandiri 

Desa Denggen 

Timur 

Kec. Selong Kab. Lombok 

Timur 

Pindah 

lokasi 

7. BSF Rarang Selatan Desa Rarang  Kec.  Terara Kab.Lombok 

Timur 

Tidak 

Aktif 

8. Bank Sampah Mandiri Kelurahan 

Sandubaya 

Kec.  Selong Kab. Lombok 

Timur 

Aktif 

9. Bank Sampah Sultan  Kelurahan 

Tanjung 

Kec. Selong  Kab.Lombok 

Timur 

Aktif 

10. Bank Sampah 

Multiguna 

Desa Seruni 

Mumbul  

Kec. Pringgabaya Kab. Lombok 

Timur 

Aktif 
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No. Tujuan Lokasi Ket. 

11. Kelompok Pemuda 

Peduli Lingkungan 

Desa Kembang 

Kerang Daya 

Kec. Aikmel Utara Kab. Lombok 

Timur 

Aktif 

12. TPS3R Anjani Desa Anjani Kec. Suralaga Kab. Lombok 

Timur 

Aktif 

13. TPS3R Aik Darek Desa Aik Darek  Kec. Batukliang Kab. Lombok 

Tengah 

Aktif 

14. PDU Lombok Tengah Desa Batunyale Kec. Praya Tengah Kab. Lombok 

Tengah 

Aktif 

15. Klp. Pemuda Jontlak Kelurahan 

Jontlak 

Kec. Praya Barat Kab Lombok 

Tengah 

Tidak 

Aktif 

16. TPS3R Badrain  Desa Lembuak Kec. Narmada Kab. Lombok 

Barat 

Tidak 

Aktif 

17. Rumah Maggot 

Lombok  

Desa Saribaye  Kec. Lingsar Kab Lombok 

Barat 

Aktif 

18. PDU Lingsar  Desa Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok 

Barat 

Kurang 

Aktif 

19. TPST Modern  Kelurahan 

Sandubaya  

Kec. Sandubaya Kota Mataram Aktif 

20. Bank Sampah Persada 

Lotara 

Desa Gangga  Kec.  Tanjung Kab. Lombok 

Utara 

Aktif 

 

 

Bank Sampah yang sudah terbentuk hingga 2024 sebanyak 346 unit dan didorong untuk 

mengolah sampah anorganik. Pemerintah terus berusaha mendorong agar pada setiap 

Desa/Kelurahan bisa terbangun paling tidak 1 unit Bank Sampah/Usaha pengelolaan sampah. 

Data Bank Sampah diambil dari data yang ada di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 

Nasional (SIPSN). 

 

 

 

 

 

 

Tabel 42 Jumlah Bank Sampah di Provinsi NTB 

No. Kabupaten/Kota 

Bank 

Sampah 

Induk 

Bank Sampah 

Unit 
Total 

Aktif 
Tidak 

Aktif 

1 Kabupaten Bima 1 38   39 

2 Kota Bima 21 5   26 

3 Kabupaten Dompu 5 33 31 69 

4 Kabupaten Sumbawa 3 29 5 37 

5 Kabupaten Sumbawa Barat 1 85 18 104 

6 Kabupaten Lombok Timur   9 1 10 

7 Kabupaten Lombok Tengah 1 20 3 24 
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No. Kabupaten/Kota 
Bank 

Sampah 

Induk 

Bank Sampah 

Unit 
Total 

8 Kabupaten Lombok Barat 1 9   10 

9 Kota Mataram 5 4   9 

10 Kabupaten Lombok Utara 1 10 7 18 

Total 39 242 65 346 

 

Dari data Bank Sampah tersebut diketahui dapat menentukan capaian strategis yaitu 

meningkatnya produktifitas kegiatan pengolahan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, 

Recyle) dan BSF sebesar 69,9% dilihat dari presentasi Bank Sampah yang beroperasi (aktif). 

Kemudian berdasarkan data TPS3R dari jumlah keseluruhan TPS3R sebanyak 70 unit dan aktif 

sebanyak 21 unit, maka persentase produktifitas pengolahan sampah sebesar 30% (data TPS3R 

terlampir).Sedangkan dari operasional BSF capaian upaya pengolahan sampah sebesar 91,67% 

dilihat dari jumlah BSF aktis sebanyak 44 unit dari total keseluruhan BSF yaitu 48 unit (data 

BSF terlampir). Sehingga apabila dijumlahkan persentase dari Bank Sampah, TPS3R dan BSF 

maka dapat diketahui produktifitas pengolahan sampah sebesar 63,8%. 

 

3.1.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

3.1.5.1 Menurunnya tingkat pencemaran air 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase titik 

pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu, yaitu : 

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan : 

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui 

kegiatan : 

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi 

4) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 

Masyarakat 

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 

 

5) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 
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3.1.5.2 Menurunnya tingkat pencemaran udara 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase titik 

pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu referensi yaitu : 

1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui 

kegiatan : 

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

3.1.5.3 Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase tutupan 

hutan dan lahan yang dipertahankan yaitu : 

1) Program Pengelolaan Hutan 

a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan 

Provinsi 

b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Konservasi (KPHK) 

c. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 

d. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 

e. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 

2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 

a. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 

b. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

c. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk 

dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered 

Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi 

3.1.5.4 Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase 

implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor 

energi/pembangkit, transportasi, bangunan, limbah padat, limbah cair, sampah, industri, 

persawahan, peternakan, perkebunan, kehutanan, blue carbon  yaitu : 

1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui 

kegiatan : 

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 
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3.1.5.5 Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase 

implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang pangan, air, energi, 

kesehatan, ekosistem yaitu : 

1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui 

kegiatan : 

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

 

3.1.5.6 Meningkatnya upaya pengurangan sampah 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase 

pengurangan sampah adalah : 

1) Program Pengelolaan Persampahan 

a. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di 

kabupaten/kota 

b. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 

3.1.5.7 Meningkatnya upaya penanganan sampah 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase 

penanganan sampah adalah : 

1) Program Pengelolaan Persampahan 

a. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di 

kabupaten/kota 

b. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 

c. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 

3.1.5.8 Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase tutupan 

hutan dan lahan yang dipertahankan yaitu : 

1) Program Pengelolaan Hutan 

a. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 

b. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 

2) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

3.1.5.9 Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase 

peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) adalah : 
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1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

a. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 

3.1.5.10 Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan 

kesejahteraan desa sekitar lingkar hutan 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase desa di 

sekitar lingkar hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial yaitu : 

1) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang 

Kehutanan 

a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang 

Kehutanan 

 

3.1.5.11 Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB 

Provinsi NTB 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja produktivitas 

lapangan usaha ekonomi sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yaitu : 

1) Program Pengelolaan Hutan 

a. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

b. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun 

 

3.1.5.12 Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap capaian 

PDRB Provinsi NTB 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja produktivitas 

lapangan usaha ekonomi sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 

yaitu :  

1) Program Pengelolaan Persampahan 

a. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di 

kabupaten/kota 
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3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

3.1.6.1 Menurunnya tingkat pencemaran air 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah 

sesuai standar, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 

Tabel 43 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Indikator Persentase Titik Pantau dengan Kualitas Air yang Memenuhi Standar Baku Mutu 

No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

1 2.11.02 PROGRAM 

PERENCANAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase 

dokumen 

Kajian 

lingkungan 

hidup yang 

telah 

diintegrasikan  

ke dalam 

rencana 

pembangunan 

% 100,00 100,00 100 214,011,200 206,803,709 96.63 Relevan Efisien 

 2.11.02.1.01 

Rencana 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(RPPLH) Provinsi 

Persentase 

dokumen 

perencanaan 

lingkungan 

hidup yang 

tersusun 

% 100,00 100,00 100 7,014,800 6,884,800 98.15 Relevan Efisien 

 2.11.02.1.01.02 

Pengendalian 

Jumlah 

Dokumen 

Dokumen 1 2 200 3,510,000 3,510,000 100 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

Pelaksanaan RPPLH 

Provinsi 

Telaahan 

Kebijakan 

yang telah 

Mengakomodir 

RPPLH 

Provinsi 

 2.11.02.1.02 

Penyelenggaraan 

Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

(KLHS) Provinsi 

Jumlah KLHS 

yang disusun 

dan divalidasi 

Dokumen 4 2 50 206,996,400 199,918,909 96.58 Relevan Efisien 

 2.11.02.1.02.01 

Pembuatan dan 

Pelaksanaan KLHS 

Rencana Tata Ruang 

Jumlah 

dokumen 

KLHS rencana 

tata ruang 

provinsi yang 

terintegrasi 

dengan 

perencanaan 

darat dan laut 

yang disusun 

Dokumen 1 - - 3,500,000 3,500,000 100 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.02.1.02.02 

Pembuatan dan 

Pelaksanaan KLHS 

RPJPD/RPJMD 

Jumlah 

Dokumen 

KLHS 

RPJPD/RPJM

D Provinsi 

yang disusun 

 

Dokumen 2 2 100 200,000,000 192,982,509 96.49 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 2.11.02.1.02.04 

Pembuatan dan 

Pelaksanaan KLHS 

untuk KRP yang 

Berpotensi 

Menimbulkan 

Dampak/Resiko 

Lingkungan Hidup 

Jumlah 

Dokumen 

KLHS KRP 

lainnya yang 

berpotensi 

menimbulkan 

dampak/resiko 

lingkungan 

hidup yang 

disusun  

 

 

 

 

 

Dokumen 1 0 0 3,496,400 3,436,400 98.28 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Cakupan 

lokasi yang 

dikendalikan 

pencemaran 

dan 

kerusakannya 

% 100 100 100 1,136,880,5

50 

1,105,970,42

1 

97.28 Relevan Efisien 

 2.11.03.1.01 

Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Jumlah unit 

usaha yang 

dilakukan 

pembinaan 

terhadap 

pencegahan 

Unit 

Usaha  

30 21 70 1,136,880,5

50 

1,105,970,42

1 

97.28 Relevan Belum 

Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

pencemaran 

lingkungan 

hidup   

 2.11.03.1.01.01 

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pencegahan 

Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan 

terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, 

dan Laut 

Jumlah 

Dokumen Uji 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

Dilaksanakan 

terhadap 

Media Air dan 

Laut  

Dokumen 1 1 100 120,000,000 119,328,638 99.44 Relevan Efisien 

 2.11.03.1.01.03 

Pengelolaan 

Laboratorium 

Lingkungan Hidup 

Provinsi 

Jumlah 

pengujian yang 

dilaksanakan 

oleh 

laboratorium 

lingkungan 

Dokumen 1 1 100 1,016,880,5

50 

986,641,783 97.03 Relevan Efisien 

 2.11.06 PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN 

DAN IZIN 

PERLINDUNGAN 

DAN 

Persentase 

pelaku usaha 

dan/atau 

kegiatan yang 

taat terhadap 

dokumen 

lingkungan 

% 100 16,76 16,76 39,201,200 38,838,680 99.08 Relevan Belum 

Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP (PPLH) 

 2.11.06.1.01 

Pembinaan dan 

Pengawasan Izin 

Lingkungan dan Izin 

PPLH yang 

diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Provinsi 

Jumlah 

usaha/kegiatan 

pemegang izin 

lingkungan 

yang dibina 

dan diawasi 

usaha/kegi

atan 

60 339 565 39,201,200 38,838,680 99.08 Relevan Efisien 

 2.11.06.1.01.01 

Fasilitasi Pemenuhan 

Ketentuan dan 

Kewajiban Izin 

Lingkungan dan/atau 

Izin PPLH 

Jumlah 

Rekomendasi 

dan/atau 

Persetujuan 

teknis, 

Persetujuan 

Lingkungan, 

dan Surat 

Kelayakan 

operasi yang 

diberikan 

Dokumen 1 72 7200 20,060,200 19,897,680 99.19 Relevan Efisien 

 2.11.06.1.01.03 

Pengawasan Usaha 

dan/atau Kegiatan 

yang Izin 

Lingkungan Hidup, 

Izin PPLH yang 

Jumlah usaha 

dan/atau 

Kegiatan yang 

Izin 

Lingkungan 

Hidup, Izin 

usaha/kegi

atan 

60 339 565 19,141,000 18,941,000 98.96 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Provinsi 

PPLH yang 

diawasi 

 2.11.10 PROGRAM 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase 

Pengaduan 

Lingkungan 

Hidup yang 

dapat ditangani 

% 100 100 100 37,791,500 33,685,512 89.14 Relevan Efisien 

 2.11.10.1.01 

Penyelesaian 

Pengaduan 

Masyarakat di 

Bidang Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(PPLH) Provinsi 

Jumlah 

pengaduan 

masyarakat 

yang 

ditangani/disel

esaikan 

Pengaduan 20 22 110 37,791,500 33,685,512 89.14 Relevan Efisien 

 2.11.10.1.01.01 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat terhadap 

PPLH Provinsi 

Jumlah 

pengaduan 

permasalahan 

Pencemaran 

dan Perusakan 

Lingkungan 

Hidup tingkat 

Provinsi yang 

ditindaklanjuti/

ditangani 

Pengaduan 15 22 146,67 18,891,500 16,903,100 89.47 Relevan Efisien 

 2.11.10.1.01.02 

Koordinasi dan 

Jumlah 

penerapan 

Perkara 5 2 40 18,900,000 16,782,412 88.80 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

Sinkronisasi 

Penerapan Sanksi 

Administrasi, 

Penyelesaian 

Sengketa, dan/atau 

Penyidikan 

Lingkungan Hidup 

di Luar Pengadilan 

atau melalui 

Pengadilan 

sanksi 

administratif 

yang 

dikenakan 

kepada 

penanggung 

jawab 

usaha/kegiatan 

yang tidak taat 

dan menjadi 

kewenangan 

Provinsi  

 2.11.08 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, 

PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT 

Persentase 

lembaga 

pendidikan 

yang 

meningkat 

kapasitasnya 

dalam 

perlindungan 

dan 

pengelolaan 

lingkungan 

hidup 

% 100 100 100 28,996,100 28,996,100 99.24 Relevan Efisien 

 2.11.08.1.01 

Penyelenggaraan 

Pendidikan, 

Pelatihan, dan 

Jumlah 

sekolah yang 

mampu 

memenuhi 

sekolah 15 16 106,67 28,996,100 28,996,100 99.24 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Provinsi 

syarat 

adiwiyata 

tingkat 

provinsi 

 2.11.08.1.01.02 

Pendampingan 

Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup 

Jumlah 

Pendampingan 

Pembinaan 

Gerakan 

Peduli dan 

Berbudaya 

Lingkungan 

Hidup yang 

Dilaksanakan 

Dokumen 1 1 100 28,996,100 28,996,100 99.24 Relevan Efisien 

 

Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh program/kegiatan pendukung sasaran strategis menurunnya 

beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya belum sepenuhnya efisien 

dikarenakan beberapa target kinerja pada program/kegiatan belum tercapai. 

 

3.1.6.2 Menurunnya tingkat pencemaran udara 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 



119 
 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada 

dalam standar baku mutu referensi, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 

Untuk capaian keberhasilan target kinerja pada sasaran strategis diatas, terdapat dukungan dari 1 (satu) program yaitu Pengendalian 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.  

 

Tabel 44 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Indikator Persentase Titik Pantau Dengan Kualitas Udara Ambien Berada Dalam Standar 

Baku Mutu Referensi 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 2.11.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Nilai rata-rata 

parameter 

pengukuran 

kualitas udara di 

seluruh titik 

pantau  

ug/m3 SO2<20 

μg/m³             

NO2<40 

μg/m³ 

6.16 

(NO2); 

5,87 

(SO2 

100 120,000,000 119,328,638 99.44 Relevan Efisien 

 2.11.03.1.01 

Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkugan Hidup 

Jumlah unit 

usaha yang 

dilakukan 

pembinaan 

terhadap 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan 

hidup (udara)   

Unit 

Usaha  

30 21 70 120,000,000 119,328,638 99.44 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.03.1.01.01 

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Pelaksanaan 

Jumlah 

Dokumen Uji 

Kualitas 

Dokumen 1 1 100 120,000,000 119,328,638 99.44 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap 

Media Tanah, Air, 

Udara, dan Laut 

Lingkungan 

Hidup 

Dilaksanakan 

terhadap Media 

Udara 
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Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh 

program/kegiatan pendukung sasaran strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan sumber daya sudah efisien dikarenakan target kinerja pada sasaran strategis telah 

tercapai. 

 

3.1.6.3 Meningkatnya upaya mempertahankan tutupan hutan dan lahan 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan 

sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan 

efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja persentase tutupan hutan 

dan lahan yang dipertahankan, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 
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Tabel 45 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Indikator Persentase Tutupan Hutan dan Lahan yang Dipertahankan 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 3.28.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

HUTAN  

Persentase dokumen 

perencanaan 

kehutanan yang 

tersusun dan 

disahkan 

% 100 100 100 253,527,400 250,404,357 98.77 Relevan Efisien 

  Persentase Perizinan 

Berusaha 

Pemanfaatan Hutan 

(PBPH) yang 

beroperasi 

% 75 100 133,33 149,895,000  

 

144,207,300 96.21 Relevan Efisien 

  Persentase luas 

kawasan hutan yang 

dilindungi 

% 100 100 100 1,205,279,648 1,201,118,410 99.65 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.01 Pengelolaan 

Rencana Tata Hutan 

Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) 

Kewenangan Provinsi 

Panjang keliling 

Blok/Petak 

Pengelolaan Hutan 

Km 9 0 0 110,000,000 109,217,157 99.29 Kurang 

relevan 

Belum 

efisien 

 3.28.03.1.01.02 

Pembagian Blok/Petak 

Pengelolaan Hutan 

Kesatuan Pengelolaan 

Hutan 

Jumlah Unit 

Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Produksi/Lidung 

(KPHP/L) yang 

Telah Dilakukan 

Pembagian Blok 

Unit 16 16 100 110,000,000 109,217,157 99.29 Kurang 

relevan 

Belum 

efisien 

 3.28.03.1.02 Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Persentase dokumen 

RPHJP/RPHJPd 

% 100 18,42 18,42 143,527,400 141,187,200 98.37 Relevan Belum 

efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Pengelolaan Hutan 

kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Konservasi (KPHK) 

yang tersusun 

 3.28.03.1.02.01 

Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Jumlah Dokumen 

Rencana 

Pengelolaan 

Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

yang Tersusun 

Dokumen 38 7 18,42 143,527,400 141,187,200 98.37 Relevan Belum 

efisien 

 3.28.03.1.03 Pemanfaatan 

Hutan di Kawasan Hutan 

Produksi dan Hutan 

Lindung 

Jumlah data dan 

Informasi 

pemanfaaatan 

kawasan hutan yang 

tersedia 

dokumen 2 2 100 149,895,000 144,207,300 96.21 Relevan efisien 

 3.28.03.1.03.01 

Penyediaan Data dan 

Informasi Wilayah Usaha 

di Kawasan Hutan 

Produksi 

Jumlah Data dan 

Informasi Terkait 

Luas Perizinan 

Berusaha 

Pemanfaatan Hutan 

di Kawasan Hutan 

Produksi dalam 1 

(Satu) Provinsi 

Secara Berkala 

Dokumen 1 1 100 99,700,000 94,180,440 94.46 Relevan efisien 

 3.28.03.1.03.0002 

Penyediaan Data dan 

Informasi Wilayah Usaha 

di Kawasan Hutan 

Jumlah Dokumen 

Data dan Informasi 

Mengenai 

Pemanfaatan Hutan 

Dokumen 1 1 100 50,195,000 50,026,860 99.67 Relevan efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Lindung di Kawasan HL 

Provinsi Secara 

Berkala 

 3.28.03.1.05 Pelaksanaan 

Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan 

Produksi 

Jumlah kasus 

perusakan kawasan 

hutan yang terjadi 

Kasus 10 10 100 1,406,171,848 1,401,947,670 99.70 Relevan Efisien 

  Jumlah kejadian 

kebakaran hutan dan 

lahan 

lokasi 5 104 2.080 

  Persentase kejadian 

kebakaran hutan dan 

lahan yang dapat 

ditanggulangi 

% 100 100 100 

 3.28.03.1.05.02 

Pencegahan dan 

Pembatasan Kerusakan 

Kawasan Hutan 

Luas Kawasan 

Hutan yang 

Dilakukan Patroli 

Pengamanan Hutan 

Ha 277.584 164.231 59,16 1,205,279,648 1,201,118,410 99.65 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.05.04 

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Pelaksanaan 

Perlindungan Hutan 

Jumlah Laporan 

Pertemuan/Rapat 

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Perlindungan Hutan 

Dokumen 10 10 100 125,456,500 125,453,500 99,99 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.05.05 

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Pelaksanaan 

Pencegahan/Penanggulan

Jumlah sosialisasi 

pencegahan 

kebakaran hutan dan 

lahan 

laporan 5 5 100 75,435,700 75,375,760 99.92 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

gan Kebakaran Hutan dan 

Lahan 

 3.28.04 PROGRAM 

KONSERVASI 

SUMBER DAYA ALAM 

HAYATI DAN 

EKOSISTEMNYA  

(Termasuk: Pertanian 

Lestari/Modern) 

cakupan kawasan 

konservasi 

kewenangan 

provinsi yang 

terlindungi 

% 100 100 100 379,971,300 378,786,024 99,68 Relevan  Efisien 

 3.28.04.1.01 Pengelolaan 

Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Provinsi 

Jumlah Taman 

Hutan Raya yang 

dikelola 

unit 1 1 100 281,210,000 280,171,724 99,63 Relevan  Efisien 

 3.28.04.1.01.02 

Pengamanan Kawasan 

TAHURA Provinsi 

Operasi Kegiatan 

Pengamanan 

Kawasan Tahura 

Provinsi 

operasi 3 3 100 36,220,000 36,158,500 99.83 Relevan  Efisien 

 3.28.04.1.01.06 

Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan TAHURA 

Provinsi 

Jumlah Permohonan 

Pelayanan 

Pemanfaatan di 

Tahura yang 

Ditindak Lanjuti 

pemohon 1 2 200 234,990,000 234,461,224 99.77 Relevan  Efisien 

 3.28.04.1.01.11 

Perencanaan Pengelolaan 

TAHURA 

Jumlah Dokumen 

Rencana 

Pengelolaan Tahura 

(Jangka Panjang dan 

Jangka Pendek) 

yang Ditetapkan 

dokumen 1 1 100 10,000,000 9,552,000 95.52 Relevan  Efisien 

 3.28.04.1.02 Jumlah penangkar penangka 24 24 100 24,531,700 24,431,700 99.59 Relevan  Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Perlindungan Tumbuhan 

dan Satwa Liar yang 

Tidak Dilindungi 

dan/atau Tidak Masuk 

dalam Lampiran 

(Appendix) CITES 

(Convension On 

International Trade In 

Endangered Species) 

untuk Kewenangan 

Daerah Provinsi 

TSL non appendix 

yang tertib aturan 

r  

 3.28.04.1.02.01 

Pengendalian dan 

Pengawasan Tumbuhan 

dan Satwa Liar yang tidak 

Dilindungi dan/atau 

Tidak Masuk dalam 

Lampiran CITES 

Jumlah Laporan 

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Tumbuhan dan 

Satwa Liar (TSL) 

yang Tidak 

Dilindungi dan/atau 

Tidak Masuk dalam 

Lampiran CITES 

Dokumen 

1 1 

100 24,531,700 24,431,700 99.59 Relevan  Efisien 

 3.28.04.1.03 Pengelolaan 

Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting, 

Daerah Penyangga 

Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian 

Alam 

Jumlah KEE, Cagar 

Biosfer dan Geopark 

yang terkelola 

kawasan 

8 6 

75 74,229,600 74,182,600 99.94 Relevan  Efisien 

 3.28.04.1.03.05 Jumlah orang 16 6  35,158,600 35,158,600 100 Relevan  Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Penguatan Kapasitas dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di Kawasan 

Bernilai Ekosistem 

Penting Kewenangan 

Daerah Provinsi 

Kelompok/Masyara

kat yang 

Diberdayakan 

 3.28.04.1.03.06 

Pengelolaan Daerah 

Penyangga di Kawasan 

Bernilai Ekosistem 

Penting Kewenangan 

Daerah Provinsi 

Luas Daerah 

Penyangga di 

Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting 

yang Dikelola 

ha 100 27348,3 273842 39,071,000 39,024,000 99,88 Relevan  Efisien 

 

Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh program/kegiatan pendukung sasaran strategis persentase 

tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya sudah efisien dikarenakan target kinerja 

pada sasaran strategis tersebut sudah tercapai. 

 

3.1.6.4 Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi 

mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, 

Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 
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Tabel 46 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Implementasi Program Pengurangan Emisi Dari Aksi Mitigasi Sektor/Sub 

Sektor Energi/Pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah Padat, Limbah Cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, 

Kehutanan, Blue Carbon 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

1 2.11.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase 

entitas yang 

mengimpleme

ntasikan 

pengurangan 

emisi gas 

rumah kaca 

dari aksi 

mitigasi 

% 50 100 200 12,500,000 12,472,292 99.78 Relevan Efisien 

 2.11.03.1.01 

Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkugan Hidup 

Jumlah unit 

usaha yang 

dilakukan 

pembinaan 

terhadap 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan 

hidup 

Unit 

Usaha 

30 21 70 12,500,000 12,472,292 99.78 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.03.1.01.0002 

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Pelaksanaan 

Pengendalian Emisi Gas 

Rumah Kaca, Mitigasi 

dan Adaptasi Perubahan 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Dokumen 1 1 100 12,500,000 12,472,292 99.78 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Iklim Inventarisasi 

GRK dari 

sektor 

lingkungan 

hidup yang 

Dilaksanakan 

 

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi, seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara dan telah mendukung tercapainya target 

Persentase Implementasi Program Pengurangan Emisi Dari Aksi Mitigasi Sektor/Sub Sektor Energi/Pembangkit, Transportasi, Bangunan, 

Limbah Padat, Limbah Cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue Carbon 

 

3.1.6.5 Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi 

dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya 
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Tabel 47 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang 

Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

1 2.11.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase 

entitas yang 

mengimpleme

ntasikan 

pengurangan 

emisi gas 

rumah kaca 

dari aksi 

adaptasi 

% 50 100 200 12,500,000 12,472,292 99.78 Relevan Efisien 

 2.11.03.1.01 

Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkugan Hidup 

Jumlah unit 

usaha yang 

dilakukan 

pembinaan 

terhadap 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan 

hidup 

Unit 

Usaha 

30 21 70 12,500,000 12,472,292 99.78 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.03.1.01.0002 

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Pelaksanaan 

Pengendalian Emisi Gas 

Rumah Kaca, Mitigasi 

dan Adaptasi Perubahan 

Iklim 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Inventarisasi 

GRK dari 

Dokumen 1 1 100 12,500,000 12,472,292 99.78 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

sektor 

lingkungan 

hidup yang 

Dilaksanakan 
 

3.1.6.6 Meningkatnya upaya pengurangan sampah 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja persentase pengurangan sampah, tabel berikut adalah analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya. 

Tabel 48 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Pengurangan Sampah 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Persentase Bank 

Sampah, TPS3R 

dan BSF yang 

telah beroperasi 

% 75 63,8 85,14 237,000,000 230,976,924 97.46 Relevan Efisien 

 2.11.11.1.01 Penanganan 

Sampah di TPA/TPST 

Regional 

Persentase 

pengelola fasiltas 

pengolahan 

sampah metode 

3R dan BSF yang 

telah  mengikuti 

pelatihan 

%  82,20  237,000,000 230,976,924 97.46 Relevan Efisien 

 2.11.11.1.01.0014 Jumlah dokumen Dokumen 1 1 100 237,000,000 230,976,924 97.46 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Koordinasi, sinkronisasi dan 

pemantauan pelaksanaan 

pengelolaan sampah di 

kabupaten/kota 

hasil koordinasi, 

sinkronisasi dan 

pemantauan 

pelaksanaan 

pengelolaan 

sampah di 

kabupaten/kota 

 

3.1.6.7 Meningkatnya upaya penanganan sampah 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja persentase penanganan sampah, tabel berikut adalah analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya. 

 

Tabel 49 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Penanganan Sampah 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN  

Persentase 

sampah yang 

ditangani di 

TPA 

% 70 53,20 76 6,578,961,819 6,460,064,240 98.19 Relevan Belum 

Efisien 

  Pemilahan 

sampah rumah 

tangga 

% 31-50 -  
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  Pemilahan 

sampah area 

publik 

% 31-60 -  

  Pemilahan 

sampah 

perkantoran 

% 70 42,55 60.78      

 2.11.11.1.01 Penanganan 

Sampah di TPA/TPST 

Regional 

Persentase 

sampah yang 

ditangani di 

TPA 

% 70 53,20 76 6,578,961,819 6,460,064,240 98.19 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.11.1.01.0003 

Pengoperasian dan 

Pemeliharaan TPA/TPST 

Regional 

Jumlah 

Fasilitasi 

TPA/TPST 

Regional yang 

Beroperasi dan 

Terpelihara 

dengan baik 

unit 1 3 300 5,214,361,819 5,139,309,816 98.56 Relevan Efisien 

 2.11.11.1.01.0012 

Pengadaan sarana dan 

prasarana pengelolaan 

sampah regional 

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Penanganan 

sampah di 

Desa/Kelurahan 

yang Tersedia 

unit 904 7.157 791,7 1,127,600,000 1,089,777,500 96.65 Relevan Efisien 

 2.11.11.1.01.0014 

Koordinasi, sinkronisasi 

dan pemantauan 

pelaksanaan pengelolaan 

sampah di kabupaten/kota 

Jumlah 

desa/kelurahan 

yang telah 

dilakukan 

sosialisasi, 

koordinasi, 

sinkronisasi, 

dan pemantauan  

kegiatan 

pemilahan 

sampah dari 

rumah tangga 

Desa/kelurahan 1.166 479 41,08 237,000,000 230,976,924 97.46 Relevan Efisien 
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  Jumlah kantor 

yang telah 

dilakukan 

sosialisasi, 

koordinasi, 

sinkronisasi, 

dan pemantauan  

kegiatan 

pemilahan 

sampah dari 

kantor 

kantor 47 20 42,55 

  Jumlah 

kabupaten/kota 

yang telah 

dilakukan 

sosialisasi, 

koordinasi, 

sinkronisasi, 

dan pemantauan  

kegiatan 

pemilahan 

sampah dari 

areal publik 

kabupaten/kota 10 10 100 
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Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya upaya 

penanganan sampah, belum sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya target penanganan sampah. Hal ini disebabkan karena masih 

minimnya peran penanganan sampah oleh Kab/Kota di luar cakupan TPAR Kebon Kongok, sehingga mempengaruhi nilai capaian persentase 

penanganan sampah. Selain itu, kendala lainnya ialah masih minimnya sarana pengangkutan sampah yang ada dan luas area pelayanan yang 

juga berpengaruh terhadap penanganan sampah di Kab/kota. 

 

3.1.6.8 Meningkatnya upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan, tabel berikut 

adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 

Tabel 50 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Peningkatan Tutupan Hutan Dan Lahan 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 3.28.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN HUTAN 

Persentase 

penanganan lahan 

kritis 

% 100 10,16 10,16 1,035,186,500 1,028,214,284 99,33 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.03.1.04 Pelaksanaan 

Rehabilitasi di Luar 

Kawasan Hutan Negara 

Luasan lahan 

kritis yang 

direhabilitasi  

ha 405 1.029,78 286,44 734,840,000 731,453,884 99,54 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.04.0001 

Penyusunan Rencana 

Tahunan Rehabilitasi Lahan 

(RTnRL) 

Jumlah Dokumen 

Rencana Tahunan 

Rehabilitasi 

Lahan yang 

Disusun (RTnRL) 

Dokumen 1 1 100 25,000,000 24,900,000 99.60 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.04.0002 

Pembangunan Hutan Rakyat 

Luasan lahan 

kritis yang 

Ha 400 520,36 130.09 226,500,000  

 

224,974,551  

 

99,33 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

di Luar Kawasan Hutan 

Negara 

direhabilitasi 

 3.28.03.1.04.0004 

Pembangunan Penghijauan 

Lingkungan di Luar 

Kawasan Hutan Negara 

Luas lahan yang 

dihijaukan di luar 

kawasan hutan  

Ha 80 80 100 445,840,000 444,381,930 99.67 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.04.0008 

Pembinaan dan/atau 

Pengawasan dalam rangka 

Pengembangan Rehabilitasi 

Lahan 

Jumlah Laporan 

Pembinaan 

dan/atau 

Pengawasan 

dalam Rangka 

Pengembangan 

Rehabilitasi 

Lahan  

laporan 5 6 120 37,500,000 37,197,403 99.19 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.05 Pelaksanaan 

Perlindungan Hutan di Hutan 

Lindung dan Hutan Produksi 

Jumlah kasus 

perusakan 

kawasan hutan 

yang terjadi  

kasus 10 10 100 300,346,500 296,760,400 98.81 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.05.0003 

Pencegahan dan Pembatasan 

Kerusakan Hasil Hutan 

Jumlah Operasi 

Pencegahan dan 

Pembatasan 

Kerusakan Hasil 

Hutan 

operasi 10 10 100 300,346,500 296,760,400 98.81 Relevan Efisien 

 3.28.06 PROGRAM 

PENGELOLAAN DAERAH 

ALIRAN SUNGAI (DAS) 

Persentase 

penanganan lahan 

kritis  

% 100 10,16 10,16 100,000,000 96,449,000 96.45 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.06.1.01 Pelaksanaan 

Pengelolaan DAS Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota dan 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 

Jumlah DAS 

yang dipelihara 

dan dipulihkan 

fungsinya (DAS) 

DAS 32 32 100 100,000,000 96,449,000 96.45 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

(satu) Daerah Provinsi 

 3.28.06.1.01.0001 

Penyusunan dan Penetapan 

Rencana Pengelolaan DAS 

Jumlah Dokumen 

Rencana 

Pengelolaan DAS 

yang Ditetapkan 

Dokumen 1 1 100 100,000,000 96,449,000 96.45 Relevan Efisien 

 

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya upaya 

peningkatan tutupan hutan dan lahan, belum sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya target persentase peningkatan tutupan hutan 

dan lahan. Hal ini disebabkan karena masih maraknya penebangan dan peredaran hasil hutan kayu illegal di kawasan hutan, tingginya aktivitas 

masyarakat dalam kawasan hutan terutama disekitar lokasi RHL, tingkat keberhasilan program RHL yang dilaksanakan rendah karena sebagian 

besar kawasan hutan dan lahan digunakan untuk penanaman jagung, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat Sekitar dalam ikut menjaga 

kawasan hutan dan lahan.  

 

3.1.6.9 Meningkatnya penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi 

dan LLPAD), tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 

Tabel 51 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 2.11.01 PROGRAM Nilai PAD dari Rp 4.173.726.718 2.773.045.565 66,44 235,758,655 223,437,210 94.77 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

jasa pelayanan 

Laboratorium 

Lingkungan 

Hidup/TPAR 

  Nilai PAD dari 

pengelolaan 

hutan (Rp) 

Rp 685.000.000 816.562.697 119,20      

 2.11.01.1.04 Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat 

Daerah 

Persentase 

pelayanan 

administrasi 

pendapatan 

daerah 

% 100 100 100 7,467,455 7,257,450 97.19 Relevan Efisien 

 2.11.01.1.04.0001 

Perencanaan Pengelolaan 

Retribusi Daerah 

Jumlah 

Dokumen 

Rencana 

Pengelolaan 

Retribusi 

Daerah 

Dokumen 1 1 100 7,467,455 7,257,450 97.19 Relevan Efisien 

 2.11.01.1.05 Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

Dokumen 

laporan 

pelaksanaan 

Kepegawaian 

perangkat 

daerah 

Dokumen 1 1 100 228,291,200 216,179,760 94.69 Relevan Efisien 

 2.11.01.1.05.0009 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan 

Fungsi yang 

Mengikuti 

Pendidikan dan 

orang 5 5 100 166,469,300 155,819,200 93.60 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Pelatihan 

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya 

penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD), belum sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya target persentase 

peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD). Realisasi pada tahun 2024 melampaui target pendapatan yang telah 

ditetapkan sebesar Rp. 3.152.080.317 (113,68%). Namun jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2023, pertumbuhannya menurun 

disebabkan oleh perubahan kewenangan pusat-daerah. 

3.1.6.10 Meningkatnya kontribusi Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkar hutan 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase desa di sekitar lingkar hutan yang telah memiliki 

Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 

Tabel 52 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Desa di Sekitar Lingkar Hutan yang telah Memiliki Kelompok Tani Hutan 

Perhutanan Sosial 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 3.28.05 PROGRAM 

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, 

PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DI 

BIDANG 

KEHUTANAN 

IK-1 : NIlai 

Transaksi 

Ekonomi 

Kelompok 

Tani Hutan 

(Rp) 

IK-2 : NIlai 

Transaksi 

Ekonomi 

Rp. IK-1 : 

5.000.000.000 

IK-2 : 

50.000.000.000 

IK-1 

:5.240.807.500 

IK-2 

:192.074.425.940 

 

IK-1 : 

104.81% 

IK-2 : 

384,14% 

201,390,000 200,250,000 99.43 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Kelompok 

Usaha 

Perhutanan 

Sosial (Rp) 

 3.28.05.1.01 

Pelaksanaan Penyuluhan 

Kehutanan Provinsi dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di Bidang 

Kehutanan 

Jumlah 

Kelompok 

Tani Hutan 

dan Kelompok 

Usaha 

Perhutanan 

Sosial yang 

telah 

meningkat 

kelasnya 

Kelompok 26 1 3,84 201,390,000 200,250,000 99.43 Relevan Efisien 

 3.28.05.1.01.0001 

Peningkatan Kapasitas 

dan Kompetensi 

Penyuluh Kehutanan 

dan SDM Bidang 

Kehutanan 

Jumlah 

Penyuluh 

Kehutanan 

yang 

Dilakukan 

Peningkatan 

Kapasitas 

orang 70 60 85,71 25,060,000 25,060,000 100 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.05.1.01.0002 

Penguatan dan 

Pendampingan 

Kelembagaan Kelompok 

Tani Hutan 

Jumlah 

Kelompok 

Tani Hutan 

yang Mandiri 

yang 

Mengikuti 

Penguatan dan 

Pendampingan 

Kelembagaan 

kelompok 5 15 300 53,905,000 53,735,000 99,68 Relevan Efisien 

 3.28.05.1.01.0003 Luas Kawasan Ha 2.826,7 5.985,18 211,73 122,425,000 121,455,000 99.21 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Penyiapan dan 

Pengembangan 

Perhutanan Sosial 

yang 

Disiapkan 

untuk 

Perhutanan 

Sosial 

 

 

 

 

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya kontribusi 

Perhutanan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa sekitar lingkar hutan, belum sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya 

target persentase desa di sekitar lingkar hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial. Hal ini disebabkan oleh belum 

optimalnya kebijakan dan penganggaran dana desa terhadap pengembangan perhutanan sosial. Sehingga Dinas LHK NTB berupaya melalui 

kegiiatan workshop integrasi perhutanan sosial dengan Pemerintah Desa dengan harapan perhutanan sosial menjadi salah satu perhatian dalam 

pengembangan kebijakan di level Pemerintah Desa, sehingga dapat membentuk peluang kerjasama dan peningkatan usaha bagi kelompok 

Perhutanan Sosial ke depannya. 

3.1.6.11 Meningkatnya produktivitas Urusan Kehutanan  terhadap capaian PDRB Provinsi NTB 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan 

Penebangan Kayu, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 
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Tabel 53 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 
Realisasi 

Kinerja 
% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 3.28.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

HUTAN 

Persentase pemegang 

PBPHH yang sudah 

beroperasi/menjalankan 

kegiatan usaha di 

lapangan 

% 75 60 80 287,272,600 284,057,460 98.88 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.06 

Pelaksanaan 

Pengolahan Hasil 

Hutan Bukan Kayu 

(HHBK) 

Jumlah unit pengolahan 

HHBK yang beroperasi 

di tingkat tapak (Unit 

Manajemen) 

unit 16 16 100 186,972,600 183,757,460 98.28 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.06.0003 

Pembudidayaan Hasil 

Hutan Bukan Kayu 

dengan tidak 

Mengurangi Fungsi 

Pokoknya 

Jumlah Unit 

Managemen PBPH 

HHBK Skala Kecil dan 

Menengah Beroperasi 

unit 16 16 100 186,972,600 183,757,460 98.28 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.07 

Pelaksanaan 

Pengolahan Hasil 

Hutan Kayu dengan 

Kapasitas Produksi 

<6000 m3/Tahun 

Jumlah industri HHK 

yang dibina dan 

diawasi 

unit 11 15 136,36 100,300,000 100,300,000 100 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.07.0002 

Pembinaan dan 

Pelaksanaan 

Pengolahan Hasil 

Hutan Kayu dengan 

Kapasitas Produksi 

Jumlah Dokumen 

Pelaksanaan 

Pembinaan, 

Pengendalian dan 

Pengawasan PBPHH 

(Kayu dan/atau HHBK) 

Dokumen 1 1 100 100,300,000 100,300,000 100 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 
Realisasi 

Kinerja 
% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

<6000 m3/Tahun untuk Skala Usaha 

Kecil dan Menengah 

yang menjadi 

Kewenangan Provinsi 

 

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya 

produktivitas Urusan Kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB, hampir seluruhnya telah efisien namun sampai pada akhir tahun 2024, 

BPS Provinsi NTB selaku wali data terkait PDR Provinsi NTB belum merilis data kondisi PDRB tahun 2024, sehingga produktivitas urusan 

kehutanan terhadap capaian PDRB Provinsi NTB belum dapat dihitung. 

3.1.6.12 Meningkatnya produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap capaian PDRB Provinsi NTB 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 

Tabel 54 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 
Realisasi 

Kinerja 
% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Persentase 

usaha/industri 

persampahan 

yang beroperasi 

% 75 81,21 108,28 237,000,000 230,976,924 97.46 Relevan  

 2.11.11.1.01 Penanganan 

Sampah di TPA/TPST 

Jumlah sampah 

yang dikelola 

Ton  1.441,30  237,000,000 230,976,924 97.46 Relevan  
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 
Realisasi 

Kinerja 
% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Regional 
 2.11.11.1.01.0014 

Koordinasi, sinkronisasi 

dan pemantauan 

pelaksanaan pengelolaan 

sampah di kabupaten/kota 

Jumlah Unit 

usaha/industri 

pengelolaan 

sampah yang 

dilakukan 

pembinaan, 

pemantauan, 

dan evaluasi  

Unit  20  237,000,000 230,976,924 97.46 Relevan  

 

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya 

produktivitas Urusan Lingkungan Hidup terhadap capaian PDRB Provinsi NTB, hampir seluruhnya telah efisien namun sampai pada akhir 

tahun 2024, BPS Provinsi NTB selaku wali data terkait PDRB Provinsi NTB belum merilis data kondisi PDRB tahun 2024, sehingga 

produktivitas urusan lingkungan hidup terhadap capaian PDRB Provinsi NTB belum dapat dihitung. 
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3.2 Realisasi Anggaran 

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Adapun target dan realisasi anggaran per 

program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 55 Tabel Anggaran dan Realisasi per Program Tahun 2024  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) 
Realisasi 

Rp. % 

 Menurunnya tingkat 

pencemaran air 

Persentase titik 

pantau dengan status 

mutu air memenuhi 

baku mutu 

Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

214,011,200 206,803,709 96.63 

   Program Pengendalian 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

1,136,880,550 1,105,970,421 97.28 

   Program Pembinaan dan 

Pengawasan Terhadap 

Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH) 

39,201,200 38,838,680 99.08 

   Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

 

 

37,791,500 33,685,512 89.14 

   Program Peningkatan 

Pendidikan, Pelatihan 

dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk 

Masyarakat 

28,996,100 28,996,100 99.24 

 Menurunnya tingkat 

pencemaran udara 

Persentase Titik 

Pantau Dengan 

Program Pengendalian 

Pencemaran dan/atau 
120,000,000 119,328,638 99.44 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) 
Realisasi 

Rp. % 

Kualitas Udara 

Ambien Berada 

Dalam Standar Baku 

Mutu Referensi 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

 Meningkatnya upaya 

mempertahankan 

tutupan hutan dan 

lahan 

Persentase Tutupan 

Hutan dan Lahan 

yang Dipertahankan 

Program Pengelolaan 

Hutan 

 

1,809,594,248 1,796,559,327 99.28 

   Program Konservasi 

Sumber Daya Alam 

Hayati Dan 

Ekosistemnya 

379,971,300 378,786,024 99,68 

 Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi 

gas rumah kaca 

melalui aksi mitigasi 

Persentase 

Implementasi 

Program Pengurangan 

Emisi Dari Aksi 

Mitigasi Sektor/Sub 

Sektor 

Energi/Pembangkit, 

Transportasi, 

Bangunan, Limbah 

Padat, Limbah Cair, 

Sampah, Industri, 

Persawahan, 

Peternakan, 

Perkebunan, 

Kehutanan, Blue 

Carbon 

Program Pengendalian 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup  

12,500,000 12,472,292 99.78 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) 
Realisasi 

Rp. % 

 Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi 

gas rumah kaca 

melalui aksi adaptasi 

Persentase 

implementasi 

program pengurangan 

emisi dari aksi 

adaptasi dalam bidang 

Pangan, Air, Energi, 

Kesehatan, Ekosistem 

Program Pengendalian 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup  

12,500,000 12,472,292 99.78 

 Meningkatnya Upaya 

Pengurangan Sampah 

Persentase 

Pengurangan Sampah  

Program Pengelolaan 

Persampahan 

 

237,000,000 230,976,924 97.46 

 Meningkatnya Upaya 

Penanganan Sampah 

Persentase 

Penanganan Sampah  

Program Pengelolaan 

Persampahan 

 

6,578,961,819 6,460,064,240 98.19 

 Meningkatnya upaya 

peningkatan tutupan 

hutan dan lahan 

Persentase 

Peningkatan Tutupan 

Hutan Dan Lahan 

Program Pengelolaan 

Hutan 

 

1,035,186,500 1,028,214,284 99,33 

Program Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai 

(DAS) 

100,000,000 96,449,000 96.45 

 Meningkatnya 

penerimaan PAD 

pada DLHK 

(Retribusi dan 

LLPAD) 

Persentase 

Peningkatan 

Penerimaan PAD 

pada DLHK 

(Retribusi dan 

LLPAD) 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi    

235,758,655 223,437,210 94.77 

 Meningkatnya 

kontribusi Perhutanan 

Persentase Desa di 

Sekitar Lingkar Hutan 

Program Pendidikan Dan 

Pelatihan, Penyuluhan 

201,390,000 200,250,000 99.43 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) 
Realisasi 

Rp. % 

Sosial dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan desa 

sekitar lingkar hutan 

yang telah Memiliki 

Kelompok Tani 

Hutan Perhutanan 

Sosial 

Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Di Bidang 

Kehutanan 

 Meningkatnya 

produktivitas Urusan 

Kehutanan  terhadap 

capaian PDRB 

Provinsi NTB 

produktivitas 

lapangan usaha 

ekonomi sub sektor 

Kehutanan dan 

Penebangan Kayu 

Program Pengelolaan 

Hutan 

287,272,600 284,057,460 98.88 

 Meningkatnya 

produktivitas Urusan 

Lingkungan Hidup 

terhadap capaian 

PDRB Provinsi NTB 

Produktivitas 

lapangan usaha 

ekonomi sektor 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur 

Ulang 

Program Pengelolaan 

Persampahan 

237,000,000 230,976,924 97.46 

Sumber : Dinas LHK NTB, 2024 
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Tabel 56 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 

No Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Keu % Fisik 

1 2023 100.592.169.690 91.547.463.359 91,01 91,02 

2 2024 100.207.617.329 93.701.245.512 93,51 93,51 

Sumber : Dinas LHK NTB, 2024 
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BAB IV. PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024. Pembuatan LKjIP telah 

diamanatkan dalam  Peraturan Presiden Nomor  29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan berdasarkan 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan ini merupakan himpunan dari pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi pada 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024. Dalam rangka 

menunjang pencapaian kinerja Dinas LHK NTB sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah 

terserap anggaran sebesar 93,51% atau sebesar Rp. 93.701.245.512 dari pagu total sebesar Rp. 

100.207.617.329,-. Pelaksanaan pencapaian kinerja ini meliputi Urusan Wajib Bidang Lingkungan 

Hidup dan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menunjukkan 

hasil sebagai berikut : 

a. Persentase titik pantau dengan kualitas air yang memenuhi standar baku mutu sebesar 

12,72%; 

b. Persentase titik pantau dengan kualitas udara ambien berada dalam standar baku mutu 

referensi sebesar 100%; 

c. Persentase tutupan hutan dan lahan yang dipertahankan sebesar 100%; 

d. Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor 

Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, 

Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon sebesar 100%; 

e. Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang 

Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem  sebesar 100%; 

f. Persentase Pengurangan Sampah sebesar 20,95%; 

g. Persentase penanganan sampah sebesar 53,20%; 

h. Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD) sebesar -

26,21%; 

i. Persentase desa di sekitar lingkar hutan yang telah memiliki Kelompok Tani Hutan 

Perhutanan Sosial sebesar 38,93%. 

 

2. Capaian sasaran strategis yang belum tersedia datanya hingga tahun 2024 antara lain : 

a. Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan; 

b. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu; 

c. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

 

 

3. Permasalahan yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran strategis yaitu : 

a. Maraknya penebangan dan peredaran hasil hutan kayu illegal di kawasan hutan. 

b. Belum optimalnya skema pengurangan sampah berbasis desa. 

c. Perubahan kewenangan pusat-daerah sehingga menyebabkan salah satu objek PAD tidak 

dapat menjadi objek penarikan PAD di tahun 2024. Hal ini menyebabkan target PAD 

menurun, walaupun capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan 

d. Jumlah PBPHHK skala kecil yang terpantau di OSS semakin bertambah. Hal ini diakibatkan 

adanya regulasi yang tidak lagi mensyaratkan Pertimbangan Teknis Dinas. 
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4. Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang lebih 

baik ke depannya antara lain : 

a. Mencari sumber pendanaan di luar APBD seperti APBN dan CSR dari pihak swasta, serta 

mendorong Pemerintah Desa untuk pengadaan sarana pengangkutan sampah. 

b. Mendorong tumbuhnya inisiatif dari kelompok-kelompok masyarkat dalam pengelolaan 

sampah secara mandiri dan mengintensifkan pendampingan terhadap kegiatan pengolahan 

sampah yang sudah ada seperti bank sampah. 

c. Melakukan pendampingan yang lebih intensif terutama dari penyuluh agar kelompok dapat 

mengelola bahan baku sehingga bisa memenuhi pasokan baik dari segi kuantitas kualitas dan 

kontinuitasnya, serta melakukan peningkatan kapasitas petani khususnya dalam hal 

manajemen usaha. 

d. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) 

 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban. 

Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan 

penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan di masa mendatang. 
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LAMPIRAN 
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
JalanMajapahit No.: 54. MATARAM 83126 Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961 

Website : www.dislhk.ntbprov.go.id E-Mail : dislhk.ntbprov@gmail.com 
  

 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama  : Julmansyah, S.Hut., M.AP 

Jabatan  : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

Nama  : Hassanudin 

Jabatan  : Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 Mataram,                          2024 

Pihak Kedua, 

 

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

 

 

 

 
 

HASSANUDIN 

 

Pihak Pertama, 

 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 

 

 

 

JULMANSYAH, S.Hut., M.AP 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19740701 200212 1 005 

 

 

 

 

 

http://www.dislhk.ntbprov.go.id/


155 
 

Lampiran PK 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
 

Target  
1 2 3 4 

1 

 

Menurunnya tingkat 

pencemaran air 

2. Persentase titik pantau dengan kualitas air yang 

memenuhi standar baku mutu 

23,25% 

 

2 

 

Menurunnya tingkat 

pencemaran udara 

2. Persentase titik pantau dengan kualitas udara 

ambien berada dalam standar baku mutu referensi 

100% 

 

3 

 

 

 

Meningkatnya upaya 

mempertahankan 

tutupan hutan dan 

lahan 

2. Persentase tutupan hutan dan lahan yang 

dipertahankan 

100% 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi 

gas rumah kaca 

melalui aksi mitigasi 

 

2. Persentase implementasi program pengurangan 

emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor 

Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, 

Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, 

Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, 

Blue carbon 

30% 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Meningkatnya upaya 

pengurangan emisi 

gas rumah kaca 

melalui aksi adaptasi 

2. Persentase implementasi program pengurangan 

emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, 

Energi, Kesehatan, Ekosistem  

 

30% 

 

 

 

6 

 

Meningkatnya upaya 

pengurangan sampah 

2. Persentase pengurangan sampah  

 

21,6% 

 

7 

 

Meningkatnya upaya 

penanganan sampah 

2. Persentase penanganan sampah 68,4% 

 

8 

 

 

Meningkatnya upaya 

peningkatan tutupan 

hutan dan lahan 

2. Persentase peningkatan tutupan hutan dan lahan 

 

 

0,06-0,12% 

 

 

9 

 

 

 

 

Meningkatnya 

penerimaan PAD pada 

DLHK (Retribusi dan 

LLPAD) 

2. Persentase peningkatan penerimaan PAD pada 

DLHK (Retribusi dan LLPAD) 

 

 

 

7-10 % 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 

kontribusi Perhutanan 

Sosial dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan desa 

sekitar lingkar hutan 

2. Persentase desa di sekitar lingkar hutan yang telah 

memiliki Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Meningkatnya 

produktivitas Urusan 

Kehutanan  terhadap 

capaian PDRB 

Provinsi NTB 

2. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor 

Kehutanan dan Penebangan Kayu 

 

 

 

 

3,5-4,2% 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 

produktivitas Urusan 

Lingkungan Hidup 

terhadap peningkatan 

PDRB Provinsi NTB 

 

2. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 

 

 

 

5,3-6,3% 
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Program 

  

Anggaran 

 

Keterangan 

 

Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

 

 

Rp. 214.011.200,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 1, indikator 1 

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 
 
 
 
 
 
 
 

Rp. 

 

 

1.121.880.550,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 1, indikator 1 

Rp. 

 

 

15.000.000,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 2, indikator 1 

Rp. 

 

 

12.500.000,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 4, indikator 1 

Rp. 

 

 

12.500.000,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 5, indikator 1 

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Limbah B3) 

Rp. 10.000.100,- Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 1, indikator 1 

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap 

Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

 

Rp. 

 

 

 

39.201.200,- 

 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 1, indikator 1 

 

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat  

 

Rp. 

 

 

 

28.996.100,- 

 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 1, indikator 1 

 

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan  

Hidup 

 

Rp. 

 

 

37.791.500,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 1, indikator 1 

Program Pengelolaan Hutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 

 

 

1.809.594.248,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 3, indikator 1 

Rp. 

 

 

1.035.186.500,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 8, indikator 1 

Rp. 

 

 

 

 

287.272.600,- 

 

 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 11, indikator 1 

 

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

Dan Ekosistemnya  

 

Rp. 

 

 

379.971.300,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 3, indikator 1 

Program Pengelolaan Persampahan  

 

 

 

Rp. 

 

 

73.857.143,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 6, indikator 1 

Rp. 6.403.533.248,- Sumber Dana : APBD                   
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Mendukung sasaran strategis 

nomor 7, indikator 1 

Rp. 

 

 

101.571.429,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 12, indikator 1 

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(DAS)  

 

Rp. 

 

 

100.000.000,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 8, indikator 1 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi  

 

Rp. 

 

 

14.268.500,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 9, indikator 1 

Rp. 

 

 

6.198.955,- 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 9, indikator 1 

Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang 

Kehutanan 

 

Rp. 

 

 

 

201.390.000,- 

 

 

 

Sumber Dana : APBD                   

Mendukung sasaran strategis 

nomor 10, indikator 1 

 

 Rp. 11.884.257.118,-  

 

 

 

 Mataram,                            2024 

Pihak Kedua, 

 

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

 

 

 

 
 

HASSANUDIN 

 

Pihak Pertama, 

 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 

 

 

 

JULMANSYAH, S.Hut., M.AP 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19740701 200212 1 005 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

1. Nama 

Organisasi 

: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

2. Tugas : Membantu Gubernur dalam Merumuskan bahan/materi penyusunan 

kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, 

monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pengendalian 

Pencemaran, Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Planologi dan 

Pemanfaatan Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam , 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan 

Masyarakat serta Kesekretariatan. 

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan strategis di bidang Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

b. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas. 

 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber 

Data, Alasan) 

1. Menurunnya tingkat 

pencemaran air 

Persentase titik pantau 

dengan kualitas air 

yang memenuhi 

standar baku mutu (%) 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data : Dinas LHK NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan kualitas air sungai dilihat dari status mutu airnya 

2. Menurunnya tingkat 

pencemaran udara 

Persentase titik pantau 

dengan kualitas udara 

ambien berada dalam 

standar baku mutu 

referensi (%) 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛 

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data : Dinas LHK NTB 

Alasan : Untuk menggambarkan kualitas udara di suatu tempat 

3. Meningkatnya 

upaya 

mempertahankan 

Persentase tutupan 

hutan dan lahan yang 

dipertahankan (%) 

Formulasi Perhitungan :  
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No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber 

Data, Alasan) 

tutupan hutan dan 

lahan 

 

 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐷𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data : Kementerian LHK 

Alasan : Untuk menggambarkan tutupan hutan dan lahan yang 

dipertahankan 

4. Meningkatnya 

upaya pengurangan 

emisi gas rumah 

kaca melalui aksi 

mitigasi 

 

Persentase 

implementasi program 

pengurangan emisi dari 

aksi mitigasi sektor/sub 

sektor 

Energi/pembangkit, 

Transportasi, 

Bangunan, Limbah 

padat, Limbah cair, 

Sampah, Industri, 

Persawahan, 

Peternakan, 

Perkebunan, 

Kehutanan, Blue 

carbon (%) 

Formulasi Perhitungan :  

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

 

Sumber Data : Dinas LHK Prov. NTB 

 

Alasan : Untuk menggambarkan besaran jumlah sektor/subsektor (12 

sektor/sub sektor) yang menjadi sasaran implementasi program 

pengurangan emisi dari aksi mitigasi 

5. Meningkatnya 

upaya pengurangan 

emisi gas rumah 

kaca melalui aksi 

adaptasi 

Persentase 

implementasi program 

pengurangan emisi dari 

aksi adaptasi dalam 

bidang Pangan, Air, 

Energi, Kesehatan, 

Ekosistem (%) 

 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑠𝑖
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

 

Sumber Data: Dinas LHK Prov. NTB 

 

Alasan : 

Untuk menggambarkan besaran jumlah sektor/subsektor (5 sektor/sub 

sektor) yang menjadi sasaran implementasi 

program pengurangan emisi dari aksi adaptasi 

6. Meningkatnya 

upaya pengurangan 

sampah 

Persentase 

pengurangan sampah 

(%) 

 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

 

Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB 

Alasan : 

Untuk memberikan gambaran jumlah sampah yang dapat ditangani, dan 

pengurangan jumlah sampah yang dilakukan (Bank 

Sampah, pengelola sampah dsb) 

7. Meningkatnya 

upaya penangan 

sampah 

Persentase penanganan 

sampah (%) 

 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑇𝑃𝐴

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB 

Alasan : 

Untuk memberikan gambaran jumlah sampah yang dapat ditangani di 

TPA  

8. Meningkatnya 

upaya peningkatan 

Persentase peningkatan 

tutupan hutan dan 

Formulasi Perhitungan :  
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No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber 

Data, Alasan) 

tutupan hutan dan 

lahan 

lahan (%) 

 

 

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 1

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 1 
𝑥 100% 

 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data :  

Dinas LHK NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan peningkatan tutupan hutan dan lahan  

9. Meningkatnya 

penerimaan PAD 

pada DLHK 

(Retribusi dan 

LLPAD) 

Persentase peningkatan 

penerimaan PAD pada 

DLHK (Retribusi dan 

LLPAD) (%) 

 

 

 

Formulasi Perhitungan :  
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 

𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 1
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛 − 1 

𝑥 100% 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data :  

Dinas LHK NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan peningkatan penerimaan PAD pada DLHK 

(Retribusi dan LLPAD) 

10. Meningkatnya 

kontribusi 

Perhutanan Sosial 

dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan desa 

sekitar lingkar hutan 

Persentase desa di 

sekitar lingkar hutan 

yang telah memiliki 

Kelompok Tani Hutan 

Perhutanan Sosial (%) 

 

 

 

 

Formulasi Perhitungan :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝐾𝑇𝐻

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛
𝑥 100% 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan desa lingkar hutan 

11. Meningkatnya 

produktivitas 

Urusan Kehutanan  

terhadap capaian 

PDRB Provinsi 

NTB 

Produktivitas lapangan 

usaha ekonomi sub 

sektor Kehutanan dan 

Penebangan Kayu (%) 

 

 

 

Formulasi Perhitungan :  
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐻𝐾 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − (𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1)

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐻𝐾 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 
𝑥 100% 

Ket : PDRB sektor HK : PDRB sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu  

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sub sektor 

Kehutanan dan Penebangan Kayu pada PDRB NTB 

12. Meningkatnya 

produktivitas 

Urusan Lingkungan 

Hidup terhadap 

peningkatan PDRB 

Provinsi NTB 

 

Produktivitas lapangan 

usaha ekonomi sektor 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur 

Ulang (%) 

 

 

 

Formulasi Perhitungan :  
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐴𝑆 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − (𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1)

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐴𝑆 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 
𝑥 100% 

Ket : PDRB sektor AS : PDRB sektor Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, 

dan Daur Ulang 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber data : Dinas LHK Prov. NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan pertumbuhan produktivitas lapangan usaha 

ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur 

Ulang pada PDRB NTB 

 

  

 

 

Mataram,                         2024 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 

 
 

Julmansyah, S.Hut.,M.AP 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19740701 200212 1 005 



161 
 

RENCANA AKSI 

 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Menurunnya 

tingkat 

pencemaran air 

1 Persentase 

titik 

pantau 

dengan 

kualitas 

air yang 

memenuhi 

standar 

baku mutu 

% 23,25                  

-    

         

-    

         

-    

23,25 PROGRAM 

PERENCANAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

            

204,011,200  

             

40,514,800  

             

23,000,000  

              

140,496,400  

                           

-    

                    Rencana 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(RPPLH) Provinsi 

                

2,014,800  

               

2,014,800  

                           

-    

                              

-    

                           

-    

                    Pengendalian 

Pelaksanaan 

RPPLH Provinsi 

                

1,010,000  

               

1,010,000  

                           

-    

                              

-    

                          

-    

                    Penetapan RPPLH 

Provinsi 

                

1,004,800  

               

1,004,800  

                           

-    

                              

-    

                          

-    

                    Penyelenggaraan 

Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

(KLHS) Provinsi 

            

201,996,400  

             

38,500,000  

             

23,000,000  

              

140,496,400  

                           

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Pembuatan dan 

Pelaksanaan KLHS 

RPJPD/RPJMD 

            

200,000,000  

             

37,500,000  

            

23,000,000  

             

139,500,000  

                          

-    

                    Penyelenggaraan 

KLHS Rencana Tata 

Ruang 

                

1,000,000  

               

1,000,000  

                           

-    

                              

-    

                          

-    

                    Penyelenggaraan 

KLHS untuk KRP 

yang Berpotensi 

Menimbulkan 

Dampak/Resiko 

Lingkungan Hidup 

                   

996,400  

                           

-    

                           

-    

                    

996,400  

                          

-    

                    PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

              

85,000,000  

                            

-    

                           

-    

                

20,000,000  

                           

-    

                    Pencegahan 

Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

              

85,000,000  

                            

-    

                           

-    

                

20,000,000  

                           

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pencegahan 

Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan 

terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, 

dan Laut 

              

20,000,000  

                   

20,000,000  

  

                    Pengelolaan 

Laboratorium 

Lingkungan Hidup 

Provinsi 

              

65,000,000  

                   

65,000,000  

  

                    PROGRAM 

PEMBINAAN 

DAN 

PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN 

DAN IZIN 

PERLINDUNGAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP (PPLH) 

              

39,201,200  

             

11,469,080  

               

4,211,400  

                

23,520,720  

                           

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Pembinaan dan 

Pengawasan Izin 

Lingkungan dan Izin 

PPLH yang 

diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Provinsi 

              

39,201,200  

             

11,469,080  

               

4,211,400  

                

23,520,720  

                           

-    

                    Fasilitasi 

Pemenuhan 

Ketentuan dan 

Kewajiban Izin 

Lingkungan 

dan/atau Izin PPLH 

              

20,060,200  

               

6,349,080  

              

1,675,000  

               

12,036,120  

                          

-    

                    Pengawasan 

Perizinan Berusaha 

atau Persetujuan 

Pemerintah terkait 

Persetujuan 

Lingkungan yang 

diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Provinsi dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan di bidang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

              

19,141,000  

               

5,120,000  

              

2,536,400  

               

11,484,600  

                          

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, 

PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT 

              

18,996,100  

               

2,479,000  

             

16,000,000  

                     

517,100  

                           

-    

                    Penyelenggaraan 

Pendidikan, 

Pelatihan, dan 

Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Provinsi 

              

18,996,100  

               

2,479,000  

             

16,000,000  

                     

517,100  

                           

-    

                    Pendampingan 

Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup  

              

18,996,100  

               

2,479,000  

             

16,000,000  

                     

517,100  

                           

-    

                    PROGRAM 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

LINGKUNGAN 

              

37,791,500  

               

4,979,250  

             

12,122,250  

                

20,690,000  

                           

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

HIDUP 

                    Penyelesaian 

Pengaduan 

Masyarakat di 

Bidang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(PPLH) Provinsi 

              

37,791,500  

               

4,979,250  

             

12,122,250  

                

20,690,000  

                           

-    

                    Penerapan sanksi 

administrasi yang 

menjadi 

kewenangan 

Provinsi 

              

18,900,000  

                  

760,000  

              

6,800,000  

               

11,340,000  

                          

-    

                    Pengelolaan 

pengaduan 

permasalahan 

pencemaran dan 

perusakan 

lingkungan hidup 

tingkat Provinsi 

              

18,891,500  

               

4,219,250  

              

5,322,250  

                 

9,350,000  

                          

-    

Jumlah Sasaran 1               

385,000,000  

             

59,442,130  

            

55,333,650  

             

205,224,220  

                          

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 Menurunnya 

tingkat 

pencemaran 

udara 

1 Persentase 

titik 

pantau 

dengan 

kualitas 

udara 

ambien 

berada 

dalam 

standar 

baku mutu 

referensi 

(%) 

% 100       100 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

              

15,000,000  

                            

-    

                           

-    

                

15,000,000  

                           

-    

                    Pencegahan 

Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

              

15,000,000  

                            

-    

                           

-    

                

15,000,000  

  

                    Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pencegahan 

Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan 

terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, 

dan Laut 

              

15,000,000  

                   

15,000,000  

  

Jumlah Sasaran 2                 

15,000,000  

                           

-    

                           

-    

               

15,000,000  

                          

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 Meningkatnya 

upaya 

mempertahankan 

tutupan hutan 

dan lahan 

1 Persentase 

tutupan 

hutan dan 

lahan 

yang 

dipertahan

kan  

% 100       100 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

HUTAN 

         

1,789,566,848  

           

531,886,12

2  

           

182,610,13

3  

              

802,217,031  

          

272,853,56

2  

                    Pengelolaan 

Rencana Tata Hutan 

Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

(KPH) Kewenangan 

Provinsi 

            

110,000,000  

             

44,933,000  

               

5,000,000  

                

60,067,000  

                           

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Pembagian 

Blok/Petak 

Pengelolaan Hutan 

Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

            

110,000,000  

             

44,933,000  

              

5,000,000  

               

60,067,000  

                          

-    

                    Rencana 

Pengelolaan 

Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

kecuali pada 

Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Konservasi (KPHK) 

            

140,000,000  

             

39,660,800  

             

14,086,200  

                

68,299,800  

            

17,953,200  

                    Penyusunan 

Rencana 

Pengelolaan 

Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

            

140,000,000  

             

39,660,800  

            

14,086,200  

               

68,299,800  

           

17,953,200  

                    Pemanfaatan Hutan 

di Kawasan Hutan 

Produksi dan Hutan 

Lindung 

            

149,895,000  

             

58,099,000  

               

1,890,000  

                

88,016,000  

              

1,890,000  

                    Penyediaan Data 

dan Informasi 

Wilayah Usaha di 

Kawasan Hutan 

Produksi 

              

99,700,000  

             

39,879,900  

                           

-    

               

59,820,100  

                          

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Penyediaan Data 

dan Informasi 

Wilayah Usaha di 

Kawasan Hutan 

Lindung 

              

50,195,000  

             

18,219,100  

              

1,890,000  

               

28,195,900  

             

1,890,000  

                    

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

HUTAN 

         

1,389,671,848  

           

389,193,32

2  

           

161,633,93

3  

              

585,834,231  

          

253,010,36

2  

                    

Pelaksanaan 

Perlindungan Hutan 

di Hutan Lindung 

dan Hutan Produksi 

         

1,389,671,848  

           

389,193,32

2  

           

161,633,93

3  

              

585,834,231  

          

253,010,36

2  

                    

Pencegahan dan 

Pembatasan 

Kerusakan Kawasan 

Hutan 

         

1,188,779,648  

           

343,569,07

2  

          

140,708,23

3  

             

494,909,981  

         

209,592,36

2  

                    Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Perlindungan Hutan 

            

125,456,500  

             

20,438,250  

            

20,030,000  

               

65,738,250  

           

19,250,000  

                    Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pencegahan/Penang

gulangan 

Kebakaran Hutan 

dan Lahan 

              

75,435,700  

             

25,186,000  

                 

895,700  

               

25,186,000  

           

24,168,000  
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    PROGRAM 

KONSERVASI 

SUMBER DAYA 

ALAM HAYATI 

DAN 

EKOSISTEMNYA 

            

169,971,300  

             

38,504,150  

             

39,913,850  

                

71,645,300  

            

19,908,000  

                    Perlindungan 

Tumbuhan dan 

Satwa Liar yang 

Tidak Dilindungi 

dan/atau Tidak 

Masuk dalam 

Lampiran 

(Appendix) CITES 

(Convension On 

International Trade 

In Endangered 

Species) untuk 

Kewenangan Daerah 

Provinsi 

              

24,531,700  

               

7,265,850  

               

8,645,850  

                  

8,620,000  

                           

-    

                    Pengendalian dan 

Pengawasan 

Tumbuhan dan 

Satwa Liar yang 

tidak Dilindungi 

dan/atau Tidak 

Masuk dalam 

Lampiran CITES 

              

24,531,700  

               

7,265,850  

               

8,645,850  

                  

8,620,000  

                           

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Pengelolaan 

Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting, 

Daerah Penyangga 

Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam 

              

74,229,600  

             

17,304,300  

             

25,526,000  

                

24,399,300  

              

7,000,000  

                    Penguatan 

Kapasitas dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting 

Kewenangan 

Daerah Provinsi 

              

35,158,600  

               

9,079,300  

            

14,000,000  

               

12,079,300  

                          

-    

                    Pengelolaan Daerah 

Penyangga di 

Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting 

Kewenangan 

Daerah Provinsi 

              

39,071,000  

               

8,225,000  

            

11,526,000  

               

12,320,000  

             

7,000,000  

                    Pengelolaan Taman 

Hutan Raya 

(TAHURA) 

Provinsi 

              

71,210,000  

             

13,934,000  

               

5,742,000  

                

38,626,000  

            

12,908,000  

                    Perencanaan 

Pengelolaan 

TAHURA 

              

10,000,000  

               

4,350,000  

                 

242,000  

                 

2,500,000  

             

2,908,000  
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Pengamanan 

Kawasan TAHURA 

Provinsi 

              

36,220,000  

               

9,584,000  

              

5,500,000  

               

11,136,000  

           

10,000,000  

                    Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan 

TAHURA Provinsi 

              

24,990,000  

                            

-    

                           

-    

               

24,990,000  

                          

-    

Jumlah Sasaran 3            

3,349,209,996  

           

959,583,59

4  

           

384,157,91

6  

           

1,459,696,56

2  

          

545,771,92

4  
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 Meningkatnya 

upaya 

pengurangan 

emisi gas rumah 

kaca melalui 

aksi mitigasi 

1 Persentase 

implement

asi 

program 

pengurang

an emisi 

dari aksi 

mitigasi 

sektor/sub 

sektor 

Energi/pe

mbangkit, 

Transport

asi, 

Bangunan, 

Limbah 

padat, 

Limbah 

cair, 

Sampah, 

Industri, 

Persawaha

n, 

Peternaka

n, 

Perkebuna

n, 

Kehutana

n, Blue 

% 30       30 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

              

12,500,000  

                            

-    

                           

-    

                              

-    

            

12,500,000  
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

carbon 

(%)  

                    Pencegahan 

Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

              

12,500,000  

                            

-    

                           

-    

                              

-    

            

12,500,000  
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pengendalian Emisi 

Gas Rumah Kaca, 

Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan 

Iklim 

              

12,500,000  

                 

12,500,000  

Jumlah Sasaran 4                 

12,500,000  

                           

-    

                           

-    

                              

-    

           

12,500,000  

5 Meningkatnya 

upaya 

pengurangan 

emisi gas rumah 

kaca melalui 

aksi adaptasi 

1 Persentase 

implement

asi 

program 

pengurang

an emisi 

dari aksi 

adaptasi 

dalam 

bidang 

Pangan, 

Air, 

Energi, 

Kesehatan

, 

Ekosistem 

(%) 

% 30       30 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

              

12,500,000  

                            

-    

                           

-    

                              

-    

            

12,500,000  
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Pencegahan 

Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

              

12,500,000  

                            

-    

                           

-    

                              

-    

            

12,500,000  

                    Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pengendalian Emisi 

Gas Rumah Kaca, 

Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan 

Iklim 

              

12,500,000  

                 

12,500,000  

Jumlah Sasaran 5                 

12,500,000  

                           

-    

                           

-    

                              

-    

           

12,500,000  

6 Meningkatnya 

upaya 

pengurangan 

sampah 

1 Persentase 

pengurang

an sampah 

% 21.6       21.6 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

            

144,285,714  

                            

-    

                           

-    

              

144,285,714  

                           

-    

                    Penanganan Sampah 

di TPA/TPST 

Regional 

            

144,285,714  

                            

-    

                           

-    

              

144,285,714  

                           

-    

                    Pengadaan sarana 

dan prasarana 

pengelolaan sampah 

regional 

            

130,000,000  

                 

130,000,000  
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Koordinasi, 

sinkronisasi dan 

pemantauan 

pelaksanaan 

pengelolaan sampah 

di kabupaten/kota 

              

14,285,714  

                   

14,285,714  

  

Jumlah Sasaran 6               

144,285,714  

                           

-    

                           

-    

             

144,285,714  

                          

-    

7 Meningkatnya 

upaya penangan 

sampah 

1 Persentase 

penangana

n sampah 

(%) 

% 68.4       68.4 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

         

4,474,751,018  

                            

-    

           

833,879,21

6  

           

1,679,711,27

5  

          

141,702,29

5  

                    Penanganan Sampah 

di TPA/TPST 

Regional 

         

4,474,751,018  

                            

-    

           

833,879,21

6  

           

1,679,711,27

5  

          

141,702,29

5  

                    Pengoperasian dan 

Pemeliharaan 

TPA/TPST Regional 

         

3,542,293,875  

                           

-    

          

833,879,21

6  

             

747,254,132  

         

141,702,29

5  

                    Pengadaan sarana 

dan prasarana 

pengelolaan sampah 

regional 

            

889,600,000  

                 

889,600,000  

  

                    Koordinasi, 

sinkronisasi dan 

pemantauan 

pelaksanaan 

pengelolaan sampah 

di kabupaten/kota 

              

42,857,143  

                   

42,857,143  
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Jumlah Sasaran 7            

4,474,751,018  

                           

-    

          

833,879,21

6  

          

1,679,711,27

5  

         

141,702,29

5  

8 Meningkatnya 

upaya 

peningkatan 

tutupan hutan 

dan lahan 

1 Persentase 

peningkat

an tutupan 

hutan dan 

lahan (%) 

% 0.06-

0.12 

      0.06-

0.12 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

HUTAN 

            

539,840,000  

             

74,976,308  

             

19,996,000  

              

364,903,692  

            

79,964,000  

                    Pelaksanaan 

Rehabilitasi di Luar 

Kawasan Hutan 

Negara 

            

539,840,000  

             

74,976,308  

             

19,996,000  

              

364,903,692  

            

79,964,000  

                    Pembangunan 

Hutan Rakyat di 

Luar Kawasan 

Hutan Negara 

              

56,500,000  

             

10,598,496  

                           

-    

               

45,901,504  

                          

-    

                    Pembangunan 

Penghijauan 

Lingkungan di Luar 

Kawasan Hutan 

Negara 

            

445,840,000  

             

49,389,812  

            

19,996,000  

             

296,490,188  

           

79,964,000  

                    Pembinaan dan/atau 

Pengawasan dalam 

rangka 

Pengembangan 

Rehabilitasi Lahan 

              

37,500,000  

             

14,988,000  

                           

-    

               

22,512,000  

                          

-    

                    

Pelaksanaan 

Perlindungan Hutan 

di Hutan Lindung 

            

300,346,500  

             

48,216,275  

             

62,741,275  

              

131,447,675  

            

57,941,275  



180 
 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

dan Hutan Produksi 

                    Pencegahan dan 

Pembatasan 

Kerusakan Hasil 

Hutan 

            

300,346,500  

             

48,216,275  

            

62,741,275  

             

131,447,675  

           

57,941,275  

                    PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAERAH 

ALIRAN SUNGAI 

(DAS) 

            

100,000,000  

             

38,465,000  

                           

-    

                

61,535,000  

                           

-    

                    Pelaksanaan 

Pengelolaan DAS 

Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dan 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi 

            

100,000,000  

             

38,465,000  

                           

-    

                

61,535,000  

                           

-    

                    Penyusunan dan 

Penetapan Rencana 

Pengelolaan DAS 

            

100,000,000  

             

38,465,000  

                           

-    

               

61,535,000  

                          

-    

Jumlah Sasaran 8               

639,840,000  

           

113,441,30

8  

            

19,996,000  

             

426,438,692  

           

79,964,000  
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 Meningkatnya 

penerimaan 

PAD pada 

DLHK 

(Retribusi dan 

LLPAD) 

1 Persentase 

peningkat

an 

penerimaa

n PAD 

pada 

DLHK 

(Retribusi 

dan 

LLPAD) 

(%)  

% 7-10       7-10 PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

PROVINSI 

              

20,347,455  

                            

-    

             

20,347,455  

                              

-    

                           

-    

                    Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan 

Perangkat Daerah 

                

7,347,455  

                            

-    

               

7,347,455  

                              

-    

                           

-    

                    Perencanaan 

Pengelolaan 

Retribusi Daerah 

                

1,268,500  

                

1,268,500  

    

                    Pelaporan 

Pengelolaan 

Retribusi Daerah 

                

6,078,955  

                

6,078,955  

    

                     Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

              

13,000,000  

                            

-    

             

13,000,000  

                              

-    

                           

-    

                    Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

              

13,000,000  

              

13,000,000  
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Jumlah Sasaran 9                 

20,347,455  

                           

-    

            

20,347,455  

                              

-    

                          

-    

10 Meningkatnya 

kontribusi 

Perhutanan 

Sosial dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

desa sekitar 

lingkar hutan  

1 Persentase 

desa di 

sekitar 

lingkar 

hutan 

yang telah 

memiliki 

Kelompok 

Tani 

Hutan 

Perhutana

n Sosial 

(%) 

% 40       40 PROGRAM 

PENDIDIKAN 

DAN 

PELATIHAN, 

PENYULUHAN 

DAN 

PEMBERDAYAA

N MASYARAKAT 

DI BIDANG 

KEHUTANAN 

            

164,540,000  

             

24,141,000  

             

23,000,000  

              

117,399,000  

                           

-    

                    Pelaksanaan 

Penyuluhan 

Kehutanan Provinsi 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Bidang Kehutanan 

            

164,540,000  

             

24,141,000  

             

23,000,000  

              

117,399,000  

                           

-    

                    Peningkatan 

Kapasitas dan 

Kompetensi 

Penyuluh 

Kehutanan dan 

SDM Bidang 

Kehutanan 

              

25,060,000  

               

9,591,000  

                           

-    

               

15,469,000  

                          

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Penguatan dan 

Pendampingan 

Kelembagaan 

Kelompok Tani 

Hutan  

              

35,055,000  

             

13,810,000  

                           

-    

               

21,245,000  

                          

-    

                    Penyiapan dan 

Pengembangan 

Perhutanan Sosial 

            

104,425,000  

                  

740,000  

            

23,000,000  

               

80,685,000  

                          

-    

Jumlah Sasaran 10               

164,540,000  

             

24,141,000  

            

23,000,000  

             

117,399,000  

                          

-    

11 Meningkatnya 

produktivitas 

Urusan 

Kehutanan  

terhadap capaian 

PDRB Provinsi 

NTB 

1 Produktivi

tas 

lapangan 

usaha 

ekonomi 

sub sektor 

Kehutana

n dan 

Penebang

an Kayu  

% 3.5-4.2       3.5-

4.2 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

HUTAN 

            

234,350,000  

                            

-    

                           

-    

              

234,350,000  

                           

-    

                    Pelaksanaan 

Pengolahan Hasil 

Hutan Bukan Kayu 

(HHBK) 

            

234,350,000  

                            

-    

                           

-    

              

234,350,000  

                           

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Pembudidayaan 

Hasil Hutan Bukan 

Kayu dengan tidak 

Mengurangi Fungsi 

Pokoknya 

            

234,350,000  

                           

-    

                           

-    

             

234,350,000  

                          

-    

Jumlah Sasaran 11               

234,350,000  

                           

-    

                           

-    

             

234,350,000  

                          

-    

12 Meningkatnya 

produktivitas 

Urusan 

Lingkungan 

Hidup terhadap 

peningkatan 

PDRB Provinsi 

NTB 

1 Produktivi

tas 

lapangan 

usaha 

ekonomi 

sektor 

Pengadaa

n Air, 

Pengelola

an 

Sampah, 

Limbah 

dan Daur 

Ulang 

% 5.3-6.3       5.3-

6.3 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

              

42,857,143  

                            

-    

                           

-    

                

42,857,143  

                           

-    

                    Penanganan Sampah 

di TPA/TPST 

Regional 

              

42,857,143  

                            

-    

                           

-    

                

42,857,143  

                           

-    
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja  

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 

Uraian Satuan 
Target 

Kinerja 

Rencana Aksi per 

Triwulan 

APBD 

Total (Rp.) 
 Rencana Aksi per Triwulan  

I II III IV  I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Koordinasi, 

sinkronisasi dan 

pemantauan 

pelaksanaan 

pengelolaan sampah 

di kabupaten/kota 

              

42,857,143  

                   

42,857,143  

  

Jumlah Sasaran 12                 

42,857,143  

                           

-    

                           

-    

               

42,857,143  

                          

-    

 


